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ABSTRAK 
 
RAHMITA PUTRI KUSUMA W. (B111 11 346), dengan judul skripsi “Penyesuaian 
Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Terhadap Tindak Pidana Peng-
rusakan Barang (Studi Kasus Putusan Nomor: 375/Pid.B/2013/ PN.Mks.)”. Dibimbing 
oleh Prof. Dr. Muhammad Andi Sofyan, S.H., M.H. Selaku Pembimbing I dan Dr. Abd. 
Asis, S.H., M.H. Selaku Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman secara umum penyesuaian 
batasan tindak pidana ringan pada penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak 
pidana pengrusakan barang dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan barang. 
Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar dengan memilih instansi yang terkait dengan 
perkara ini, yakni penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah Metode Kepustakaan dan Metode Wawancara, 
kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan 
hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penerapan hukum pidana materiil dalam 
Putusan Nomor 375/Pid.B/2013/PN.Mks. yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti 
bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana Pasal 406 KUHPidana dan 
membebaskan terdakwa dari segala tuntutan yang didakwakan kepadanya, hal ini didasarkan 
pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, 
barang bukti dan keterangan terdakwa, dimana antara perbuatan dan unsur-unsur pasal saling 
mencocoki rumusan delik, serta adanya pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan 
PERMA RI No. 2 Tahun 2012 pada saat pengambilan keputusan perkara ini, selain itu guna 
mengefektifan aturan hukum perma tipiring dalam pidana kejahatan maka diterbitkanlah nota 
kesepahaman (MoU) pada forum seketariatan Mahkumjapol. 2) Majelis Hakim Pengadilan 
Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan Putusan 
Nomor 375/Pid.B/2013/PN.Mks. serta Mahkamah Agung yang mengadili perkara pidana 
pada tingkat kasasi/ahir dengan Putusan Nomor 1426K/PID/2013, telah melakukan 
pertimbangan secara objektif sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan sikap 
hakim dalam mengadili perkara pidana ini telah melaksanakan ketentuan aturan hukum Pasal 
28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 jo. Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehaiman yang menjelaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, 
mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 
Sikap hakim pada masing-masing tingkat peradilan pidana telah mempertimbangan unsur-
unsur yuridis yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa secara 
meteriil terdawa terbukti telah melakukan tindak pidana pengrusakan barang namun pada 
perbuatan pidana ini terdapat hal-hal yang meringankan terdawa dipersidangan serta hakim 
pada kasus pidana ini turut memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya 
diluar aturan KUHPidana yang turut dijadikan pertimbangan dalam keyakinan hakim untuk 
menjatuhan putusan pidana pada terdakwa 
 
 
 
 
 
vi 
 
KATA PENGANTAR 
 
Assalammu Alaikum Wr. Wb, 
Puji Syukur Penulis panjatan kehadirat Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya serta 
karunia-Nya yang diberikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesikan Skripsi 
yang berjudul “PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH 
DENDA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN BARANG (Studi Kasus 
Putusan Nomor: 375/Pid.B/2013/ PN.Mks.).” Penulis menyadari bahwa hanya dengan 
petunjuk-Nya jugalah sehingga kesulitan dan hambatan dapat terselesaikan dengan sebaik-
baiknya. Shalawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang telah 
membawa kita semua dalam kehidupan yang penuh dengan kebaikan serta menunjukkan 
jalan dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang. 
Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis banyak menemui hambatan dan tantangan baik 
yang sifatnya eksternal maupun internal. Hanya dengan modal semangat dan keyakinan yang 
teguh dengan dilandasi usaha dan berdoa maka kendala-kendala tersebut dapat Penulis atasi 
dengan baik. Sebagaimana peribahasa menyatakan bahwa “tak ada gading yang tak retak” 
demikian pula Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari 
kesempurnaan sebagai suatu karya ilmiah. Hal ini disebabkan oleh faktor keterbatasan diri 
dari Penulis sebagai manusia yang masih berada dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, 
Penulis sangat mengharapkan partisipasi aktif dari semua pihak berupa saran dan kritik yang 
bersifat membangun (konstruktif) demi penyempurnaannya dimasa mendatang. 
Tak lupa pula Penulis menghaturan banyak terima kasih dan sembah sujud kepada 
kedua orang tua saya Ayahanda Sudharsono dan Ibunda Sri Erlina yang telah mendidik, 
membesarkan, serta mengiringi setiap langkah Penulis dengan limpahan kasih sayang dan 
doa serta restunya yang tulus. Serta untuk Mbah Idris Mustamar (alm) dan Mbah Saerah 
 
 
vii 
 
(alm), Mbah Sudirjo (alm) dan Mbah Sulimah (alm) yang semasa hidup beliau senantiasa 
mengiringi doa dan restu yang tulus untuk Penulis. Penulis juga menghaturkan banyak 
terimakasih kepada Kakandaku Erwin Ari Nur Wahyudian, S.H. dan Wulandari yang 
senantiasa memberikan motivasi dan dukungan serta memberikan keceriaan di setiap 
keseharian Penulis dalam menempuh masa studi. Tak lupa Penulis juga menghaturkan 
banyak terimakasih kepada Pakde Sudarmaji (alm) sekeluarga, Pakde Richard sekeluarga, 
Om Bambang sekeluarga, Om Suwarno sekeluarga, Om Tramiaji sekeluarga, Om Rudhiyanto 
sekeluarga, Pakde Karno sekeluarga, Om Sudarmaji sekeluarga, dan Om Hariyono 
sekeluarga, serta kakak-kakak dan adik-adik Penulis dalam keluarga besar Sudirjo dan 
Sulimah serta keluarga besar Idris Mustamar dan Saerah yang senantiasa memberikan 
semangat dan dukungan moril kepada Penulis. 
Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untu memenuhi syarat akademik 
dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Pidana Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. 
Pada kesempatan ini Penulis menghaturkan banyak terimakasih dan penghargaan yang 
sebesar-besarnya kepada : 
1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A., selaku Rektor dan segenap jajaran Pembantu 
Rektor Universitas Hasanuddin. 
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan dan segenap jajaran Pembantu 
Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
3. Prof. Dr. Muhammad Andi Sofyan, S.H., M.H., selaku pembimbing I dan Dr. Abd. Asis, 
S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang dengan sabar dan penuh tanggung jawab 
memberikan petunjuk yang sangat bernilai bagi Penulis, dan Prof. Dr. Syukri Akub, 
 
 
viii 
 
S.H., M.H., Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H., dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku tim penguji 
Penulis. 
4. Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H. selaku penasihat akademik yang selalu memberikan saran 
dan kritik kepada Penulis selama perjalanan studi di Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin. 
5. H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Makassar. 
6. Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang 
senantiasa membimbing dan memberikan banyak bantuan serta saran kepada Penulis 
selama melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar. 
7. Baso Rasyid, S.H., M.H., selaku Panitera beserta segenap staf Pengadilan Negeri 
Makassar yang senantiasa membantu Penulis selama melakukan penelitian di Pengadilan 
Negeri Makassar. 
8. Julianti Batoarung, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum yang senantiasa membimbing dan 
memberikan banyak bantuan serta saran kepada Penulis selama melakukan penelitian di 
Kejaksaan Negeri Makassar. 
9. Andi Usama Harun, S.H., M.H., selaku Kasi Pidum beserta segenap staf Kejaksaan 
Negeri Makassar yang senantiasa membantu Penulis selama melakukan penelitian di 
Kejaksaan Negeri Makassar. 
10. Para Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak 
memberi ilmu yang sangat berharga bagi Penulis selama menempuh pendidikan di 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
11. Bapak kost pondok D9, Bapak Abd. Karim sekeluarga yang telah memberikan tempat 
berteduh bagi Penulis selama menempuh studi di Makassar. 
12. Sahabatku Syamsul Bahri yang senantiasa membantu dan memberikan kebahagiaan 
ketika Penulis berada dalam kesusahan. 
 
 
ix 
 
13. Teman-teman di Pondok D9, Syamsul Arifin, serta Mas Roni sekeluarga yang senantiasa 
menemani Penulis di saat suka maupun duka. 
14. Teman-temanku, Yunita Paranoan, Nurfaika Ishak, S.H., dan Orin Gusta Andini, S.H. 
yang selalu memberikan keceriaan kepada Penulis selama menempuh pendidikan di 
Fakultas Hukum. 
15. Kakak-kakak dan saudara-saudara penulis di Lembaga Penalaran dan penulisan Karya 
Ilmiah (LP2KI), yang berkenan untuk saling berbagi ilmu dengan penulis selama 
menempuh studi. 
16. Teman-temanku di Himpunan Mahasiswa Jawa Timur (Himajati). 
17. Teman-teman KKN Gelombang 87 Desa Kaballangang, Kecamatan Duampanua, 
Kabupaten Pinrang. 
18. Semua teman-teman Mahasiswa Faultas Hukum UNHAS Angkatan 2011. 
19. Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak bisa 
Penulis sebutkan satu-persatu. 
Semoga Allah SWT membalas budi baik semua yang telah penulis sebutkan diatas. 
Akhir kata, meskipun telah bekerja dengan maksimal, mungkin skripsi ini tentunya tidak 
luput dari kekurangan. Harapan Penulis, kiranya skripsi ini dapat memberian manfaat kepada 
pembacanya. Amin 
Wassalamualaikum Wr. Wb. 
Makassar,       Mei 2017 
 
                                               
                                                                                                   Penulis 
 
 
 
x 
 
DAFTAR ISI 
 
HALAMAN JUDUL  .............................................................................................  ii  
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..........................................................................  iii 
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .................................................  iv 
ABSTRAK ..............................................................................................................  v 
KATA PENGANTAR  ...........................................................................................  vi 
DAFTAR ISI  ..........................................................................................................  x 
BAB I : LATAR BELAKANG 
A.   Latar Belakang Masalah  ........................................................................  1 
B. Rumusan Masalah  .................................................................................  8 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  ..............................................................  9 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tindak Pidana Ringan 
1. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana ..............................................  11 
2. Klasifikasi Tindak Pidana ...............................................................  14 
3. Pengertian Tindak Pidana Ringan ...................................................  19 
B. Kedudukan PERMA RI No. 2 Tahun 2012 Dalam Perspektif Hukum 
Pidana Indonesia ....................................................................................  24 
C. Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan ............................................  26 
D. Tindak Pidana Pengrusakan Barang 
1. Pengertian Tindak Pidana Pengrusakan ..........................................  35 
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pengrusakan Barang ......................  36 
E. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 
1. Pertimbangan Yuridis ......................................................................  40 
 
 
xi 
 
2. Pertimbangan Sosiologis .................................................................  43 
BAB III : METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian  ...................................................................................  45 
B. Jenis dan Sumber Data   .........................................................................  46 
C. Teknik Pengumpulan Data  ....................................................................  47 
D. Analisis Data ..........................................................................................  48 
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Pemahaman Umum Tindak Pidana Ringan Dan Penetapan Jumlah 
Denda Menurut PERMA RI No. 2 Tahun 2012 Dan Peraturan 
Perundang-undangan Lainnya  ...............................................................  49 
B. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Ringan 
Dan Penetapan Jumlah Denda Pada Perkara Pidana Pengrusakan 
Barang Berdasarkan Putusan Nomor: 375/Pid.B/2013/PN.Mks. ...........  73 
C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhan Saksi Pidana 
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengrusakan Barang Pada Putusan 
Nomor 375/Pid.B/ 2013/PN.Mks. ..........................................................  100 
BAB V : PENUTUP 
A. Kesimpulan  ............................................................................................  122 
B. Saran  ......................................................................................................  123 
TINJAUAN PUTAKA............................................................................................  xi 
LAMPIRAN  
1 
 
 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah  
Konsep dasar filosofis Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah 
Negara yang berdasarkan atas Hukum. Filosofis Dasar Negara tersebut  termuat 
dalam Konstitusi Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya dijabarkan pada 
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(UUD NKRI) tahun 1945, “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum 
(rechsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belakang (machsstaat)”. 
Berdasakan penerapan hukum yang ideal bukanlah didasarkan pada peraturan 
yang dtetapkan semata-mata atas dasar kekuasaan yang dapat menuju atau 
mencerminkan kekuasaan mutlak atau ortoriter. 
Sepanjang sejarah peradaban manusia, peran sentral hukum dalam upaya 
menciptakan suasana yang memungkinkan manusia merasa terlindungi dalam hal 
hidup berdampingan secara damai dan menjaga eksistensinya di dunia telah 
diakui.1 Oleh karena itu guna menjaga ketertiban masyarakat maka penerapan 
kaidah-kaidah hukum dalam kehidupan masyarakat bersifat mengikat bagi setiap 
orang secara umum. Penerapan kaidah-kaidah hukum tersebut berpedoman pada 
Peraturan Perundang-undangan, dimana secara formil undang-undang memiliki 
                                                          
1 Johny Ibrahim, 2005, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Surabaya: Bayu Media, 
hlm. 1. 
2 
 
 
 
kedudukan yang lebih tinggi dari peraturan hukum tertulis lainnya2 berdasarkan 
Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU RI No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan. 
Kaidah hukum yang berlaku memiliki tujuan untuk mengkoordinir aktivitas-
aktivitas warga masyarakat, dimana  aktivitas-aktivitas itu senantiasa berubah 
sesuai dengan perubahan masyarakat Indonesia yang turut mempengaruhi sistem 
hukum Nasional. Perubahan tersebut menimbulkan kesenjangan antara hukum 
dan peristiwa yang seyogyanya diaturnya, sehingga mendesak untuk diadakan 
perubahan hukum.3 
Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya pengkajian kembali terhadap 
asas-asas hukum Nasional yang telah dirumuskan sebelumnya dengan 
perkembangan kesadaran masyarakat saat ini agar hukum dapat berlaku efektif 
dalam pengaturannya. Sebagai contoh, hukum pidana Indonesia yang 
ketentuannya dikodifikasikan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
(KUHPidana)4 yang merupakan warisan dari zaman pemerintahan kolonial 
Belanda, dimana kodifikasi hukum sebelumnya dikenal dengan “wetboek van 
strafrecht voor Nederlandsch-Indie”. Setelah Indonesia merdeka juga tetap 
berlaku aturan hukum Pidana Belanda itu5 yang selanjutnya dirumuskan dengan 
                                                          
2 Hirarki sumber hukum tertulis menurut Pasal 7 ayat (1) UU RI No. 12 tahun 2011  yang 
merupakan sebab (causa efficients) dari diberlakukannya kaidah dan aturan hukum Nasional, 
antara lain; (a) Kebiasaan; (b) Traktat atau Perjanjian Internasional; (c) Yurisprudensi; (d) 
Doktrin; dan (e) Hukum Agama. 
3 Achmad Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Jakarta: 
Toko Gunung Agung, hlm. 193. 
4 Berdasarkan Konstitusi Nasional resmi diberlakukan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan corak 
unifikasi pada tanggal 29 September 1958. 
5 Baca lebih lanjut: Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar NKRI 1945 . 
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UU RI No. 1 tahun 1946 tentang Hukum Pidana dan UU RI No. 73 tahun 1958 
tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan 
Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Kodifikasi hukum pidana 
tersebut mengalami perubahan nama menjadi wetboek van strafrecht 
voorindonesie, namun  peraturan hukum pidana yang termuat dalam UU RI No. 1 
tahun 1946 tetap diberlakukan dalam aturan kodifikasi hukum pidana tersebut.6 
Meskipun upaya dalam melakukan pembaharuan rancangan kodifikasi pada 
hukum pidana Indonesia terus berjalan semenjak tahun 1958 yang ditandai dengan 
berdirinya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional melalui penyelenggaraan 
Seminar Hukum Nasional I (1963) sebagai upaya untuk membentuk KUHPidana 
yang baru. Namun konsep dari rancangan undang-undang yang dihasilkan dari 
kegiatan Seminar Hukum Nasional I tersebut tidak pernah sampai pada kata 
“final” dengan menyerahannya pada legislatif.7 
Berdasarkan pada fenomena perkembangan dan perubahan kaidah-kaidah 
hukum di Indonesia khususnya hukum pidana yang peraturan perundang-
undangannya dikodifikasikan dalam KUHPidana diperlukan adanya suatu konsep 
pembaharuan terhadap aturan hukum dengan sistem penemuan hukum melalui 
pranata pengadilan yang berupa putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan 
yang pasti (kracht van gewijsde). Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan 
wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dan berkembang 
                                                          
6 Abdullah Marlang, dkk, 2011, Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Kedua), Makassar: AS 
Publishing 
7 http://www.bphn.go.id., -----, 2010, Kompilasi Hukum Pidana: Sejarah KUHP. [10/8/2015] 
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dalam masyarakat8, sekaligus menumbuhkan kepercayan masyarakat terhadap 
aparat penegak hukum9. Penemuan hukum yang bersumber dari pranata 
pengadilan berupa putusan hakim merupakan karya hakim untuk menyesuaikan 
hukum yang dianggap sudah usang atau ketinggalan terhadap perubahan 
masyarakat atau masyarakat yang telah mengalami perubahan.10 Sumber 
penemuan hukum oleh hakim dipandang Penulis merupakan sistem penemuan 
hukum yang progresif. Sistem penemuan hukum tersebut dikenal dengan 
preseden, yaitu sumber hukum dari yurisprudensi, dimana sumber hukum itu 
berasal dari putusan pengadilan. 
Akan tetapi secara realitas, pemberlakuan penemuan sumber hukum melalui 
yurisprudensi masih menjadi topik perdebatan yang sangat kontroversial 
dikalangan para akademisi dan praktisi hukum pidana. Sebagian praktisi hukum 
pidana berpandangan bahwa penemuan sumber hukum melalui yurisprudensi 
secara garis besar hanya berlaku mengikat kedalam (internal regeling)11 pada satu 
apatur hukum saja yaitu kehakiman (ruang lingkup peradilan kasus pidana), 
sedangkan kejaksaan dalam hal tersebut masih berpedoman pada KUHPidana, 
sesuai dengan asas Lex superior derogat legi inferiori.12 
Salah satu contoh konkrit dari permasalahan tersebut diatas dan masih 
menjadi bahan perdebatan yang cukup menarik sampai saat ini dikalangan 
                                                          
8 Pasal 5 ayat (1) UU RI No. 48 tahun 2009. 
9 Pasal 27 UU RI No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman Jo. UU RI No. 
48 Tahun 2009 tentang Kehakiman. 
10  Achmad Ali, Op.cit., hlm. 208. 
11Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang: Cetakan Pertama, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 
hlm. 13. 
12Undang-undang yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hirarkhi perundang-undangan tidak 
boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. 
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masyarakat umum, ahli hukum, dan akademisi hukum pidana yaitu Peraturan 
Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 02 Tahun 2012 
tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam 
KUHP. Penerbitan perma tersebut tidak terlepas dari fenomena kasus hukum yang 
terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Kasus hukum tersebut lebih didominasi 
pada tindak pidana pencurian, seperti: kasus sandal jepit, kasus kakao, kasus 
semangka, dll. Banyaknya kasus kecil sampai ke pengadilan dikarenakan bunyi 
Pasal dalam KUHPidana yang menyebutkan pencurian ringan maksimal kerugian 
Rp. 250,-. Melihat fenomena tersebut, masyarakat mengharapkan suatu model 
pembaharuan sistem peradilan pada kasus tersebut melalui Acara Pemeriksaan 
Cepat (APC) atau melalui proses mediasi (Alternative Dispute Resolution/ADR) 
antara korban dan terdakwa, dimana Kepolisian selaku aparatur negara bertindak 
sebagai dan/atau penyedia fasilitas mediator guna menyelesaikan permasalahan 
kedua belah pihak yang bersengketa tanpa melalui proses persidangan. 
Secara garis besar, PERMA RI No. 02 tahun 2012 lebih menitik-beratkan 
pada aspek finansial dari nilai objek perkara dalam kasus tindak pidana ringan, 
tujuannya bahwa nilai atau jumlah denda yang menjadi objek perkara pidana 
ringan pada Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHPidana13 tidak sesuai 
dengan kenaikan nilai rupiah pada saat ini, dimana perbandingan nilai rupiah 
tersebut didasarkan pada perbandingan nilai harga emas pada tahun 1960 dengan 
2012 adalah 10.077 yang kemudian dikomulatifkan menjadi 10.00 kali, maka 
                                                          
13 Pasal 1 PERMA RI No. 02 tahun 2012. 
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penyesuaian  nilai uang tersebut turut diberlakukan juga untuk seluruh ketentuan 
pidana denda (kecuali Pasal 303 dan 303 Bis KUHPidana).14 
Lahirnya produk hukum ini diharapkan mampu memberikan kemudahan 
kepada tersangka atau terdakwa yang terlibat dalam perkara tipiring agar tidak 
perlu menunggu proses persidangan yang berlarut-larut sampai ke tahap kasasi 
seperti yang terjadi pada kasus pencurian yang tengah menjadi sorotan dan 
perhatian publik secara luas. Selain itu, MA memiliki pertimbangan-pertimbangan 
lain dengan diterbitkannya perma tipiring, dimana usaha MA dalam melakukan 
pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan melalui perubahan 
sebagian terhadap bunyi atau kalimat yaitu guna mengefektifkan peraturan hukum 
yang lama agar dapat disesuaikan dengan perkembangan masyarakat pada saat ini. 
Tujuan lain dengan diterbitkannya perma tersebut adalah untuk mengurangi beban 
Lembaga Pemasyarakatan yang saat ini telah banyak dan melampaui kapasitasnya 
yang dapat menimbulkan persoalan baru. 15 
Pada sisi lain, keputusan ini dianggap akan menimbulkan persoalan dan 
kendala dalam segi penerapannya pada sistem peradilan pidana. Selanjutnya 
perdebatan umum yang timbul dengan seiring diberlakukannya perma ini yaitu 
sisi keadilan bagi para korban dengan nilai kerugian Rp. 2.500.000,- bisa begitu 
besar nilainya sehingga permohonan keadilan agar tersangka atau terdakwa 
ditahan dapat dihindari oleh tersangka. Jika demikian bisa dinyatakan bahwa 
dengan diterbitkannya perma tersebut turut mengabaikan rasa keadilan bagi para 
                                                          
14 Ibid. 
15 Bagian Penjelasan Umum PERMA RI No. 02 tahun 2012. 
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korban tindak kejahatan.  Mengutip pernyataan Adnan Buyung Nasution, 
bahwa:16 
“...... penerapan perma ini akan menimbulkan persoalan baru. Sebab, 
kenaikan nilai denda atau kerugian dalam tindak pidana ringan (tipiring) 
masimal sebesar Rp. 2,5 juta tak bisa disamakan antara daerah yang satu 
dengan daerah lainnya.” 
 
Dari pernyataan tersebut, Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa keputusan 
MA dalam penerbitan perma tipiring tersebut terlalu berorientasi pada lingkungan 
sekitarnya yang metropolitan. 
Putusan hakim pada suatu perkara merupakan cerminan dari hukum itu 
sendiri dimana peran sentral hukum adalah untuk menciptakan suasana yang 
memungkinkan manusia merasa terlindungi. Kontroversi penerbitan perma ini 
menjadi bahan perdebatan dikalangan para akademisi dan praktisi hukum yang 
beranggapan bahwa adanya kekurangan rasa keadilan bagi para korban tindak 
pidana, dikarenakan dalam merumuskan perma tersebut Mahkamah Agung 
cenderung lebih responsif terhadap perdebatan yang timbul di masyarakat secara 
umum terhadap kasus tersebut, dimana masyarakat lebih menyoroti kurangnya 
rasa keadilan bagi terdakwa dalam kasus pidana ringan dalam proses penjatuhan 
vonis pidana oleh hakim tanpa melihat rasa keadilan bagi hak para korbannya. 
Berdasarkan latar belakang permasalah yang timbul seiring dengan di-
terbitkannya perma tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum 
mengenai penerapan perma tipiring di Pengadilan Negeri Makassar melalui studi 
                                                          
16Tim Redaksi Newsletter Komisi Hukum Nasional (Desain Hukum Vol. 12 No.3), 2012, Perma 
Tipiring: Mengurai “Benang Kusut” Peradilan, hlm. 5, kolom 3: Kontroversi. 
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kasus pada tindak pidana ringan pengrusakan barang dimana kasus tersebut 
berlanjut sampai ke Tingkat Kasasi. Selanjutnya, Penulis mengkajinya dalam 
bentuk tulisan ilmiah (Skripsi) tentang hal ini yang terangkum dalam judul: 
“Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Terhadap 
Tindak Pidana Pengrusakan Barang (Studi Kasus Putusan Nomor: 
375/Pid.B/2013/ PN.Mks.)”. 
 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan dari Latar Belakang Masalah tersebut, maka rumusan masalah 
adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah pemahaman umum dan penerapan hukum pidana materil 
tindak pidana ringan dan penetapan jumlah denda menurut PERMA RI No. 
02 Tahun 2012 pada perkara pidana pengrusakan barang berdasarkan 
Putusan Nomor: 375/Pid.B/2013/ PN.Mks.? 
2. Bagaimanakah penerapan PERMA RI No. 02 Tahun 2012 dalam kaitannya 
terhadap tindakan Hakim dan Jaksa dalam penanganan perkara pidana 
pengrusakan barang berdasarkan Putusan Nomor: 375/Pid.B/2013/ 
PN.Mks.? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berkut: 
a. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman umum dan penerapan 
hukum pidana materil terahadap tindak pidana ringan dan penetapan 
jumlah denda menurut PERMA RI No.2 tahun 2012 pada perkara 
pidana pengrusakan barang berdasarkan Putusan Nomor: 
375/Pid.B/2013/ PN.Mks.. 
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan  PERMA RI No. 02 Tahun 
2012 dan kaitannya terhadap tindakan Hakim dan Jaksa dalam 
penanganan perkara pidana pengrusakan barang berdasarkan Putusan 
Nomor: 375/Pid.B/2013/ PN.Mks. 
 
b. Manfaat Penelitian 
1. Bagi Penulis 
Dapat menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh pada saat 
mengikuti perkuliahan dengan permasalahan yang sebenarnya. 
sehingga memperoleh gambaran yang jelas sejauh mana tercapai 
keselarasan antara pengetahuan secara teoritis  dan praktiknya. 
 
2. Bagi Institusi / Lembaga 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan 
informasi mengenai tinjauan yuridis PERMA RI No. 2 tahun 2012 
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tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda 
dalam KUHP dengan studi kasus di Pengadilan Negeri Makassar. 
 
3. Bagi Pembaca 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 
informasi dan mampu menjadi bahan referensi penelitian lain terutama 
pokok pembahasan tentang penerapan PERMA RI No. 2 tahun 2012 
ditinjau dari segi hukum dan keadilan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tindak Pidana Ringan 
1. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana 
Pembentukan Undang-undang Indonesia telah menggunakan perkataan 
“stafbaar feit” untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai “tindak pidana”. 
Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia tidak memberikan 
suatu penjelasan yang konkrit mengenai apa perkataan “stafbaar feit” 
tersebut. Stafbaar feit merupakan istilah Belanda yang berasal dari kata 
starbaar yang artinya dapat dihukum. 17 
Pada susunan sistematis KUHPidana Indonesia tidak menggunakan 
istilah tindak pidana dalam hal pertanggungjawaban pidana. Penggunaan 
istilah “perbuatan” lebih dominan dipakai dalam setiap bunyi pasal-pasal 
pada KUHPidana, dikarenakan istilah “tindak” tidak merujuk kepada hal 
yang abstrak seperti perbuatan tapi hanya menyatakan keadaan yang 
konkrit.18 Menurut Moeljanto, penggunaan kata perbuatan pidana dalam 
KUHPidana menunjuk pada 2 kejadian, yaitu:19 
- Adanya kejadian yang tertentu yang menimbulkan akibat yang 
dilarang. 
                                                          
17 P. A. F. Lamintang, 1984, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru, hlm. 
72. 
18 Moeljanto, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 55. 
19 Suharto RM, 2002, Cetakan 2: Hukum Pidana Materiil, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 29. 
12 
 
 
 
- Adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu. 
Akan tetapi, penggunaan istilah tindak pidana tidak begitu saja 
dihilangkan pada sistem perundang-undangan. Penggunaan istilah tindak 
pidana lebih banyak digunakan dalam sistem penyelenggaraan peradilan di 
Indonesia. Istilah ini berkembang dari pihak Kementerian Kehakiman yang 
selanjutnya istilah tindak pidana sering digunakan dalam perumusan 
peraturan perundang-undang20, seperti: UU, PERMA, dll. Tindak pidana 
dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam sistem perumusan perundang-
undangan pidana di Indonesia. Dalam beberapa peraturan perundang-
undangan menggunakan istilah tindak pidana, yaitu UU RI No. 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU RI No. 20 Tahun 
200121, serta Peraturan Mahkamah Agung Republlik Indonesia No. 02 Tahun 
2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda 
Dalam KUHPidana. 
Lebih lanjut, Sudarto mengatakan strafbaar feit dalam istilah tindak 
pidana di dalam perundang-undangan negara kita dapat dijumpai istilah-
istilah lain yang dimaksud juga sebagai istilah tindak pidana, yaitu:22 
a. Peristiwa pidana (UUDS 1950 Pasal 14 ayat (1)). 
b. Perbuatan Pidana (UU Darurat No. 1 tahun 1951, UU mengenai: 
tindak sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, 
kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil, Pasal 5 ayat 3b) 
c. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum (UU Darurat No. 2 
Tahun 1951 tentang: Perubahan Ordonantie tijdelijke by zondere 
                                                          
20 Moeljanto, Loc.cit., hlm. 55. 
21 Mohammad Eaputra, 2010, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Medan: USU Press, hlm. 73. 
22 Sudarto, 1990, Hukum Pidana Jilid IA-IB, Semarang: Fakultas Hukum Undip, hlm. 23. 
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strafbepalingen S. 1948 – 17 dan UU RI (dahulu) N. 8 tahun 1948 
Pasal 3. 
d. Hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang 
dapat dikenakan hukuman (UU Darurat, No. 1951 tentang 
Penyelesaian perselisihan perburuhan (Pasal 19, 21, 22). 
e. Tindak pidana (UU Darurat No. 7 tahun 1953 tentang Pemilihan 
Umum, Pasal 129). 
f. Tindak Pidana (UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang 
pengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi, 
Pasal 1 dan sebagainya). 
g. Tindak Pidana (Penetapan Presiden No. 4 tahun 1964 tentang 
kewajiban kerja bakti dalam rangka permasyarakatan bagi 
terpidana karena melakukan tindak pidana yang merupakan 
kejahatan, Pasal 1). 
 
Dari berbagai peraturan perundang-undangan di atas, dapat dilihat 
bahwa pembuat undang-undang pada saat itu masih memakai istilah tindak 
pidana yang berbeda-beda dalam setiap undang-undang. Menurut Sudarto, 
penggunaan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana dalam sistem 
perumusan perundang-undangan nasional bukan merupakan hal yang prinsip, 
melainkan hal yang terpenting dalam pemahaman tindak pidana adalah 
dengan memahami pengertian atau maksud dari tindak pidana itu sendiri, 
bukan dari istilahnya.23  
Unsur-unsur dalam tindak pidana memuat empat hal yang terkait erat 
satu dengan yang lain, yaitu peraturan, perbuatan, pelaku, dan pidana.24  
Rumusan tindak pidana dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah 
“Criminal act”. Menurut Leden Marpaung, menyatakan bahwa unsur-unsur 
                                                          
23 Sudarto, Ibid., hlm. 12. 
24 Maramis Frans, 2012, Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 
hlm. 1. 
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tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objetif dengan uraian 
sebagai berikut :25 
a) Unsur Subjektif 
Adalah unsur yang berasal dalam diri pelaku. Asas hukum pidana 
menyatakan: “tidak ada hukuman tanpa kesalahan” (an act does 
not to mae a person guilty unless the mind is guilty or actus non 
facit reum nisi mens sirea). Kesalahan yang dimaksud disini 
adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan 
(Intention/opzet/dolus) dan kealpaan (schuld). 
b) Unsur Objektif 
Merupakan unsur dari luar pelaku yang terdiri atas : 
1) Perbuatan manusia berupa: 
- Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif; 
- Omissions, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, 
yaitu perbuatan yang memdiamkan atau membiarkan. 
2) Akibat (result) perbuatan manusia 
Akibat tersebut membahayakan bahkan menghilangkan 
kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, 
misalnya: nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, 
kehormatan dan sebagainya. 
3) Keadaan-keadaan (circumstances) 
Pada umumnya, keadaan ini dibedakan antara lain: 
- Keadaan pada saat perbuatan dilakukan, 
- Keadaan setelah perbuatan dilakukan, 
- Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. 
 
2. Klasifikasi Tindak Pidana 
Pada tahun 1916, Arrest Hoge Raad mencetuskan sebuah teori hukum 
pidana yang dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf 
zonder schuld beginsel). Dalam perkembangannya, teori tersebut dapat 
ditemukan dalam penerapan sistem hukum yang menganut sistem civil law 
dan dalam hukum pidana Indonesia teori ini telah mendapat penegasan dalam 
Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia tahun 2004 Pasal 
                                                          
25 Leden Marpuang, 2005, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 9. 
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35 ayat (1). Teori Arrest tersebut menjelasan bahwa pertanggungjawaban 
pidana ditentuan berdasarkan pada kesalahan pembuat (liability based on 
fault) dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak 
pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu 
pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental 
dalam tindak pidana.26 Selanjutnya, Von Feurbach menyatakan teori 
pertanggungjawaban pidana yang didasarkan pada asas legalitas (principle of 
legality), bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 
pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang undangan, yang 
dikenal dengan istilah Nullum delictum nulla poena sine praevia lege (tidak 
ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (KUHPidana) 
mengklasifikasikan tindak pidana atas dasar-dasar tertentu, yaitu:27 
a. Menurut sistem KUHPidana, membedakan kesalahan dalam tindak 
pidana menjadi dua jenis, yaitu kejahatan (misdrijven) yang termuat 
dalam buku II dan pelanggaran (overtredingen) yang termuat dalam buku 
III. Seseorang dianggap melakukan tindak pidana kejahatan apabila 
perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum dan keadilan; 
sedangakan pelanggaran adalah perbuatan itu baru dianggap sebagai 
delik setelah dirumuskan dalam undang-undang. 
                                                          
26 Chairul Huda, 2011, Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada 
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’, Jakarta: Kencana Perdana, hlm. 4-9. 
27 Adam Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 
hlm. 58. 
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b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil 
(formeel delict) dan tindak pidana materill (materiil delict). Tindak 
pidana formil adalah suatu perbuatan pidana yang sudah selesai 
dilakukan dan perbuatan itu mencocoki rumusan dalam pasal undang-
undang yang bersangkutan tanpa menyebut akibatnya; sedangkan tindak 
pidana materill, yaitu suatu akibat yang dilarang dan ditimbulkan dari 
suatu perbuatan tertentu dimana perbuatan yang dilakukan bukan 
menjadi soal. 
c. Menurut bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja 
(doleus delicten) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpose 
delicten).  
d. Menurut macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana 
aktif/positif yang dapat disebut juga dengan tindak pidana komisi (delicta 
commissionis) dan  tindak pidana pasif/negatif yang dapat disebut juga 
dengan istilah tindak pidana omisi (delicta ommissionis). Tindak pidana 
aktif atau komisi adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-
undang dan perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan secara aktif, 
sedangkan tindak pidana pasif atau omisi adalah delik yang dapat 
diwujudan baik berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu. 
e. Menurut saat dan jangka watu terjadinya, dapat dibedakan antara tindak 
pidana yang terjadi seketika dan tindak pidana yang terjadi dalam waktu 
lama atau berlangsung lama/berlangsung terus. Tindak pidana yang 
terjadi seketika adalah delik yang hanya dilakukan sekali perbuatan dan 
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diancam pidana oleh undang-undang yang telah selesai dilakukan atau 
telah selesai menimbulkan suatu akibat; sedangkan tindak pidana 
berlanjut adalah delik yang meliputi beberapa perbuatan dimana 
perbuatan satu dengan lainnya sangat saling berhubungan erat dan 
berlangsung terus menerus. 
f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan 
tindak pidana khusus. Definisi tindak pidana umum adalah semua delik 
yang berbentuk pokok atau sederhana tanpa dengan pemberatan ancaman 
pidana; sedangkan tindak pidana khusus atau berkualifikasi adalah delik 
yang dilakukan karena adanya keadaan-keadaan tertentu yang dapat 
memberatkan atau mengurangi ancaman pidananya. 
g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak 
pidana communia (delicta communia), yang dapat dilakukan oleh siapa 
saja) dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang yang 
memiliki kualitas pribadi tertentu). 
h. Menurut pada perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka 
dibedakan menjadi tindak pidana biasa (gewone delicten) dan tindak 
pidana aduan (klacht delicten). Tindak pidana aduan adalah suatu delik 
yang dapat dituntut dengan membutuhkan atau diisyaratkan adanya 
pengaduan dari orang yang dirugikan, apabila tidak ada aduan maka delik 
itu tidak dapat dituntut; sedangkan tindak biasa atau umum adalah suatu 
delik yang dapat ditutntut tanpa membutuhkan adanya pengaduan. 
i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, antara lain: 
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1) tindak pidana bentuk pokok (eenvoudige delicten) yaitu delik pidana 
yang didasarkan atas penilaian pada saat penjatuhan hukuman 
dengan pidana penjara maksimum 1 tahun sampai dengan 7 tahun. 
2) tindak pidana yang diperberat (gequalificeerde delicten) yaitu delik 
yang diancam dengan pidana penjara diatas 7 tahun atau diancam 
dengan pidana lebih berat (pidana mati atau seumur hidup) untuk 
menunjukkan sifat berat pidananya. 
3) tindak pidana yang diperingan (gepriviligeerde delicten) yaitu delik 
yang hanya diancam secara tunggal dan penjatuhan hukuman penjara 
selama-lamanya 1 tahun. 
4) Selain itu, dalam hal-hal tertentu ada penyimpangan dari pola 
penetapan berat ringannya pidana seperti pada ketentuan diatas, 
yakni dengan diberlakukannya tindak pidana ringan dimana dalam 
menjatuhkan sifat berat ringannya hukuman pidana ini didasarkan 
pada nilai objek perkara pidana yang dilakukannya dan hanya 
dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya 3 bulan. 
j. Menurut kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak 
terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi 
seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, 
tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap 
kesusilaan, dan lain sebagainya. 
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k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, 
dibedakan antara tindak pidana tunggal (enkelvoudige delicten) dan 
tindak pidana berangkat (samengestelde delicten).  
 
3. Pengertian Tindak Pidana Ringan 
Pada tanggal 27 Februari 2012, Mahkamah Agung menerbitkan sebuah 
aturan tertulis berupa PERMA RI No. 02 Tahun 2012 sebagai wujud 
implementasi dari fungsi pengaturan Mahkamah Agung yang terdapat dalam 
Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung. Perma tersebut mengatur 
ketentuan secara khusus tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan 
dan jumlah denda dalam KUHPidana. Tujuan diterbitkannya perma ini adalah 
untuk mengefektifkan kaidah hukum pidana yang disesuaikan dengan per-
kembangan dinamika sosial masyarakat. Ketentuan aturan mengenai 
kejahatan ringan yang diatur dalam KUHPidana dianggap sudah tidak sesuai 
dengan keadaan sosial masyarakat saat ini. 
Dalam upaya pembaharuan kaidah-kaidah hukum pidana yang 
disesuaikan dengan dinamika perubahan aktivitas sosial di masyarakat, turut 
mempengaruhi perkembangan penggunaan istilah dalam kajian ilmu hukum 
pidana tanpa mengubah hakikat dari hukum pidana itu sendiri. Perluasan 
pemahaman tentang tindak pidana ringan ini sebenarnya menggunakan 
pendekatan kajian terminologi Tindak Pidana Ringan (Tipiring) pada 
KUHAPidana. Sebab timbulnya suatu kebijakan hukum baru dikarenakan 
adanya faktor kepentingan yang ditimbulkan dari banyaknya kasus pidana 
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yang ditangani oleh hakim sehingga turut menimbulkan upaya pembaharuan 
terhadap peraturan perundangan-undangan yang lama. Tindak Pidana Ringan 
(Tipiring) menurut Utrecht berhubungan dengan kompetisi pengadilan. 
Definisi secara konkrit tentang tindak pidana ringan akan sulit 
ditemukan dalam KUHPidana, dikarenakan sebagian besar isi pokok 
peraturan hukum dalam KUHPidana Indonesia merupakan adopsi dari 
KUHPidana warisan Hindia – Belanda. Pada masa kolonial Belanda tidak 
menyertakan aturan hukum tentang tindak pidana ringan dalam KUHPidana 
Hindia – Belanda.28  Dalam KUHPidana, tindak pidana ringan lebih dikenal 
dengan jenis-jenis perbuatan ringan, seperti: penganiayaan ringan, pencurian 
ringan, penggelapan ringan, dsb. 
Akan tetapi pemahaman tentang unsur-unsur tindak pidana ringan 
dijelaskan lebih lanjut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP) No. 8 Tahun 1981 sebagai ketentuan hukum pidana formal dari 
KUHPidana, meskipun penjelasan tersebut bukan merupakan definisi umum 
tentang tindak pidana ringan menurut KUHPidana. Pemahaman tentang 
tindak pidana ringan menurut KUHAP dijelasan dalam Pasal 205 ayat (1) 
KUHAP.29  
Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah 
perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling 
lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima 
                                                          
28 Femi Angraini, Skripsi: “Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Mahkamah Agung  
Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda 
Dalam KUHP Serta Perbandingannya Dengan Perancis”, Fakultas Hukum Universitas 
Indonesia, Depok, Juli 2012, hlm. 17. 
29 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981. 
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ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam 
Paragraf 2 Bagian ini. 
 
Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP tersebut, 
Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pemahaman tentang tindak pidana 
ringan adalah suatu perkara kejahatan yang ancaman hukuman penjara atau 
kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda paling banyak tujuh ribu 
lima ratus rupiah dalam KUHPidana. Apabila dianalisis lebih lanjut pada 
setiap bunyi pasal yang menjelaskan tentang pidana kurungan atau penjara 
paling lama tiga bulan dalam KUHPidana setidaknya terdapat sembilan pasal 
yang tergolong ke dalam bentuk Tindak Pidana Ringan, antara lain:30 
a. Pasal 302 ayat (1) :  Penganiayaan Ringan Terhadap Hewan; 
b. Pasal 352 ayat (1)  :  Penganiayaan Ringan; 
c. Pasal 364  :  Pencurian Ringan; 
d. Pasal 373  :  Penggelapan Ringan; 
e. Pasal 379  :  Penipuan Ringan; 
f. Pasal 384  :  Penipuan Dalam Penjualan; 
g. Pasal 407 ayat (1)  :  Perusakan Barang; 
h. Pasal 482  :  Penadahan Ringan; dan 
i. Pasal 315  :  Penghinaan Ringan 
 
Secara substansi, pemahaman tentang tindak pidana ringan menurut 
Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2012 hampir sama dengan 
muatan pokok dalam Pasal 205-210 KUHAP dimana kategori Tindak Pidana 
Ringan (tipiring) ini didasarkan atas ancaman hukuman penjara atau 
kurungan paling lama tiga bulan melalui pemeriksaan perkara yang dilakukan 
dengan acara cepat dengan segera menetapkan Hakim tunggal untuk 
                                                          
30 Buku II KUHPidana. 
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memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut31, yang selanjutnya 
nilai denda menurut KUHPidana dilipatgandakan menjadi 10.000 (kali)32 
dalam perma ini, sehingga dengan sendirinya dianggap sebagai tindak pidana 
ringan tanpa adanya lagi lembaga banding atau kasasi dan lembaga 
penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Selain itu, tidak diperbolehkan 
melakukan tindakan penahanan terhadap diri tersangka atau terdakwa oleh 
pihak penyidik dan jaksa penuntut umum pada kasus tindak pidana ringan.33 
Perintah penahanan dapat dilakukan oleh penyidik atau jaksa penuntut umum 
terhadap diri terdakwa atau tersangka untuk kepentingan penyidikan apabila 
terdakwa atau tersangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan 
pidana penjara lima tahun atau lebih.34 Dengan begitu, asas peradilan cepat, 
sederhana, dan biaya ringan pada penyelesaian kasus tindak pidana ringan 
akan tercapai. 
Namun, bila dicermati lebih lanjut akan terdapat perbedaan unsur 
klasifikasi tindak pidana ringan antara ketentuan dalam perma dengan 
KUHPidana, seperti yang telah Penulis jelaskan sebelumnya. Jenis-jenis 
tindak pidana ringan yang termuat dalam perma ini hanya terfokus pada enam 
pasal yang tergolong dalam tindak pidana ringan, yaitu Pasal 364, 373, 379, 
384, 407 dan 482. Bentuk kejahatan ringan tersebut berupa pencurian, 
penipuan, penggelapan, dan penadahan.35 Hal tersebut berbeda dengan 
                                                          
31 Pasal 2 Ayat (2) PERMA RI No. 02 Tahun 2012. 
32 PERMA RI, Ibid., Pasal 3.  
33 PERMA RI, Ibid., Pasal 2 ayat (3). 
34 Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP 
35 PERMA RI, Op.cit., Pasal 1& Pasal 2 ayat (1). 
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klasifikasi tindak pidana dalam KUHPidana yang menyebutkan ada sembilan 
pasal yang tergolong dalam tindak pidana ringan. Pada PERMA RI No. 02 
tahun 2012 tidak mencantumkan Pasal 302 ayat (1) tentang Penganiayaan 
Ringan Terhadap Hewan, Pasal 352 ayat (1) tentang Penganiayaan Ringan, 
dan pasal 315 tentang Penghinaan Ringan. Dengan tidak dicantumkannya 
ketiga pasal tersebut dalam perma ini yaitu didasarkan atas pertimbangan 
nilai objek perkara pidana, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1, 
berbunyi : 
Kata-kata dua ratus lima puluh rupiah dalam pasal 364, 373, 379, 
384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua 
juta lima ratus ribu rupiah). 
Selanjutnya, pada Pasal 2 ayat (2) :36 
Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 
2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Ketua Pengadilan 
segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan 
memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang 
diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP. 
 
Berdasarkan bunyi kedua pasal tersebut, maka Penulis dapat menarik 
kesimpulan bahwa segala bentuk kejahatan ringan menurut KUHPidana yang 
kemudian diubah dalam perma ini lebih menitik-beratkan pada kasus tindak 
pidana ringan yang memiliki objek perkara dengan nilai dan/atau jumlah 
denda sebesar dua ratus lima puluh rupiah dan dilipatgandakan 10.000 kali 
                                                          
36 Ibid. 
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menjadi Rp 2.500.000,00, yang selanjutnya pemeriksaan perkara tersebut 
dilakukan melalui Asas Peradilan Cepat (APC). 
 
B. Kedudukan PERMA RI No. 2 Tahun 2012 Dalam Perspektif Hukum Pidana 
Indonesia 
Berkaitan dengan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah 
denda dalam Peraturan Mahamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 
2012. Maka menurut Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arif Sidharta, lembaga 
peradilan termasuk Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang penting 
dalam sistem huum Indonesia, karena fungsi putusan yang diterbitkan oleh 
lembaga peradilan pada hakikatnya melengkapi ketentuan-ketentuan hukum 
tertulis melalui pembentukan hukum dan penemuan hukum. Hakim melalui 
yurisprudensi mempunyai fungsi membuat hukum baru (creation of new law).37 
Meninjau keberadaan Peraturan Mahkamah Agung di dalam sistem norma 
hukum menurut teori Hans Kelsen, bahwa dengan diterbitkannya PERMA RI No. 
2 tahun 2012 oleh Mahamah Agung termasuk didalam sistem norma hukum di 
Indonesia yang senantiasa mengandung norma yang berasal dari norma yang lebih 
tinggi, yaitu Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan hukum Indonesia, 
penerbitan perma ini didasarkan atas Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan, sepanjang peraturan tersebut didasarkan atas ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan 
                                                          
37 Ronald S. Lumbun, 2012, PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Pratik Pembagian Dan 
Pemisahan Kekuasaan, Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm. 70. 
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kewenangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Republik 
Indonesia No. 14 tahun 1985 tentang Mahamah Agung sebagaimana telah diubah 
melalui UU RI No. 5 tahun 2004 jo. UU RI No. 3 tahun 2009 yang berbunyi:38 
Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan 
bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang 
belum cukup diatur dalam undang-undang ini. 
Selain itu, bersumber pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 
Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, mengamatkan bahwa:39 
Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggaraan 
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 
Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dan khususnya 
hakim wajib menafsirkan undang-undang yang dianggap sudah tidak sesuai 
dengan keadaan sosial masyarakat saat ini agar setiap aturan dalam undang-
undang dapat berfungsi secara efektif sebagai hukum yang hidup, karena 
kewajiban hakim tidak semata-mata menegakkan undang-undang, tetapi harus 
menemukan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang ditegaskan 
dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa:40 
Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami 
nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 
                                                          
38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 
39 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI) Tahun 1945. 
40 UU RI, Loc.cit. 
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Penyesuaian nilai rupiah pada tindak pidana ringan pada Pasal 364, 373, 
379, 384, 407, dan 482 KUHPidana menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus 
ribu rupiah) yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai sarana dan upaya 
untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum terhadap perkara pidana yang 
diadilinya. Tentu dalam hal ini hakim tetap mempertimbangkan berat ringannya 
perbuatan pelaku tindak pidana serta rasa keadilan di masyarakat. Selain itu, 
tindakan hakim dalam keputusannya pada kasus tindak pidana ringan turut 
memperhatikan rasa keadilan bagi para korban, yaitu melalui putusan hakim 
untuk mengganti kerugian oleh pelaku tindak pidana ringan kepada pihak korban 
dengan nilai atau jumlah kerugian yang sesuai dengan nilai objek perkara yang 
disidangkan. 
 
C. Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Pada Sistem Peradilan 
Pidana Di Indonesia 
Hukum pidana dalam arti luas terdiri dari hukum pidana (substantif atau 
materiil) dan hukum acara pidana (hukum pidana formil). Menurut Van Hamel, 
hukum pidana materiil itu menunjukkan asas-asas dan peraturan-peraturan yang 
mengkaitkan pelanggaran hukum itu dengan hukuman, sedangkan hukum pidana 
formil menunjukkan bentuk dan janga waktu yang mengikat pada saat 
pemberlakuan hukum pidana materiil.41  Ketentuan aturan hukum pidana materiil 
terkodifikasi kedalam bentuk KUHPidana sedangkan ketentuan aturan hukum 
pidana formil terkodifikasi dalam bentuk aturan KUHAP. Apabila hukum dibagi 
                                                          
41 www.aai.or.id., Marwan Effendy, 2001, Pengaturan Integrated Criminal Justice System Di 
Dalam RUU KUHAP, Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, Bab I.  
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atas hukum publik dan privat, maka ketentuan hukum acara pidana berada dalam 
ruang lingup hukum publik. Karateristik publik pada hukum acara pidana 
bertumpu pada “negara” yang diwakilkan kepada aparatur penegak hukumnya 
yang bertindak sebagai pengawas dan kontrol masyarakat jika terjadi perbuatan 
melawan hukum yang dilakukan oleh warga negara. 
Berdasarkan historis, penerapan peradilan acara pidana secara universal 
terdahulu mengakui eksistensi dua sistem dalam penanganan perkara pidana, yaitu 
sistem accusatoir dan sistem inquisitoir. Pada sistem accusatoir dikenal dengan 
“the Anglo-American Model” yang berkembang setelah revolusi perancis, 
sedangkan sistem inquisitoir dikenal dengan “the continental model” yang 
berkembang pada awal pertengahan abad ke 19 sampai dengan timbulnya gerakan 
Revolusi Perancis. 42  
Perubahan sistem inquisitoir menjadi sistem accusatoir disebabkan adanya 
pandangan para ahli pada masa itu yang beranggapan bahwa banyaknya bentuk 
prosedur hukum yang lama (inquisitoir) dalam peradilan pidana yang dianggap 
sudah tidak sesuai dengan peraturan iklim sosial dan politik secara revolusi.43 
Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu gerakan perubahan khususnya dalam 
bidang peradilan pidana dengan konsep yang baru (accusatoir) sehingga turut 
memicu timbulnya Gerakan Revolusi Perancis. Akan tetapi, seiring dengan 
perkembangan zaman dan perubahan dinamis kultur sosial masyarakat global 
turut mempengauhi eksistensi perkembangan sistem accusatoir dengan berbagai 
                                                          
42 Syukri Akub, dkk., 2012, Wawasan ‘Due Process Of Law’ Dalam Sistem Peradilan Pidana, 
Yogyakarta: Rangka Education, hlm. 40&50. 
43 Syukri Akub, Ibid., hlm. 41. 
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hal yang timbul dan tumbuh pada aspek pelaksanaannya, khususnya dalam hal 
pembuktian44, sehingga dibutuhkan aspek pembaharuan pada sistem accusatoir 
yang sejalan dengan perubahan dan perkembangan kultur sosial masyarakat 
global dari waktu ke waktu. 
Di Indonesia turut menerapkan sistem accusatoir yang menjadi pedoman 
pada sistem peradilan acara pidana secara Nasional, dikenal juga dengan istilah 
Sistem Peradilan Pidana (SPP) Terpadu yang sepadan dengan istilah dalam bahasa 
inggris Integrated Criminal Justice System (ICJS). Menurut Coffey, komponen-
komponen SPP merupakan suatu sistem linear sistematis yang terdiri dari tiga 
bagian penting dan membentuk suatu konfigurasi tunggal, yaitu: 45 
 
 
 
 
 
Bagian input SPP adalah bagian pertama yang menyeleksi kamus-kamus 
pelanggaran hukum yang menjadi bahan masukan SPP. Yang dapat 
dipakai sebagai bahan masukan hanyalah sejumlah kejahatan yang 
dilaporkan/tercatat (reported crimes) sebagai bagian SPP yang 
berhubungan dengan korban, atau pelaku, atau bahkan keduanya. 
Sedangan untuk kejahatan yang tidak dilaporkan/tersembunyi (unreported 
crimes/hidden crimes) hanya menjadi perkiraan atau menjadi dark number 
yang tidak dapat diseleksi sebagai bahan input. 
 
                                                          
44 Ibid., hlm. 50. 
45 Ibid., hlm. 62-63 
Proses 
(Process) 
Masukan 
(Input) 
Keluaran 
(output) 
Feedback 
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Prosedur penjatuhan pidana di Indonesia dilakukan melalui proses peradilan 
pidana mulai dari penyidikan, pembuktian, penuntutan, peradilan, dan pembinaan 
di Lembaga Pemasyarakatan46, dimana sistem acara pidananya didasarkan atas 
ketentuan perundang-undangan nasional yang terkodifikasi dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana. Tujuan dari dilaksanakannya penjatuhan hukuman pidana 
melalui sistem peradilan pidana yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban dan 
tindak pencegahan dari segala bentuk kejahatan.  
Namun, tidak semua kasus pidana menerapan ketentuan dari sistem 
peradilan tersebut diatas dan terhadap perkara-perkara tertentu tidak semua pihak 
yang terkait dalam acara persidangan kemudian saling berhadapan dalam proses 
penyelesaian perkara pidananya, misalnya Pada Kasus Tindak Pidana Ringan. 
Pada penyelesaian perkara kasus tindak pidana ringan diberlakukan sebuah asas 
pemeriksaan dengan sistem acara pidana cepat yang sebelumnya telah Penulis 
uraikan diatas. 
Meskipun Sistem Kodifikasi Hukum Nasional pada Buku II tidak 
menjelaskan secara khusus mengenai tindak pidana ringan dikarenakan 
KUHPidana Indonesia merupakan warisan pada masa kolonial Hindia – Belanda. 
Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, Lembaga Tindak Pidana 
Ringan semakin dipertanyakan keberadaannya. Menurut Utrecht dalam bukunya 
yang berjudul “Hukum Pidana I” menjelaskan istlah mengenai kejahatan enteng 
                                                          
46 Ibid., hlm. 40. 
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sebagai pandanan kata lichte misdrijven dalam bahasa Belanda atau kejahatan 
ringan atau yang dalam tulisan ini menggunakan istilah Tindak Pidana Ringan. 
Alasan lain timbulnya lembaga ini dapat melihat pada pendapat Jonkers 
dalam bukunya “Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda” yaitu pekerjaan 
hakim sehari-hari yang terlalu banyak turut menimbulkan lembaga ini.47 Akan 
tetapi kemudian timbul pertanyaan terhadap penyelesaian kasus tindak pidana 
ringan ini, karena pada tahun 1951 Indonesia menyatukan semua badan 
pengadilan. Selain itu, dengan diterbitkannya UU RI No. 8 tahun 1981 pada Pasal 
205-210 Paragraf 1 KUHAP48 mengenai Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana 
Ringan. 
Selanjutnya, pada tahun 2012 Mahkamah Agung Republik Indonesia 
melakukan pembaharuan sistem hukum dalam KUHPidana dengan diterbitannya 
PERMA RI No. 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan 
dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Lebih lanjut, dalam peraturan MA tersebut 
menjelaskan pula tentang proses penyelesaian perkara pidana pada kasus Tindak 
Pidana Ringan menurut KUHPidana melalui sistem Peradilan Acara Cepat 
melalui putusan peradilan oleh hakim tunggal berdasarkan ketentuan dalam Pasal 
205 KUHAP.  
                                                          
47 Femi Angraini, Op.cit., hlm. 19. 
48 Pasal 205-210 KUHAP 
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Bentuk pemeriksaan perkara ini dalam HIR dikenal dengan istilah perkara 
rol.49 Tata cara peradilan pada sistem acara cepat turut serta menerapkan prosedur 
acara pidana dalam acara biasa dan acara singkat dengan pengecualian tertentu. 
Pasal 210 KUHAP menjelaskan tentang prosedur peradilan acara biasa dalam 
sistem peradilan acara cepat pada penyelesaian kasus perkara tindak pidana 
ringan:50 
Ketentuan pada Bagian Kesatu, Bagian Kedua, dan Bagian Ketiga Bab ini 
tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan paragraf 
ini. 
Prosedur pelimpahan dan pemeriksaan perkara kasus tipiring dilakukan oleh 
Penyidik sendiri dalam hal penuntutan tanpa dicampuri oleh Penuntut Umum51, 
yang kemudian dilanjutkan dengan menentukan jadwal tertentu dalam kurun 
waktu tujuh hari oleh Pengadilan Negeri untuk mengadili perkara dengan acara 
pemeriksaan Tindak Pidana Ringan.52 Berdasarkan ketentuan aturan tersebut di 
atas, Penulis berpendapat bahwa tata cara pemeriksaan berkas acara pada kasus 
Tindak Pidana Ringan merupakan kewenangan dari penyidik yang didasarkan atas 
kuasa penuntut umum berdasarkan pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum 
Acara Pidana Pasal 205 ayat (2) untuk melimpahkan berkas perkara tindak pidana 
ringan langsung ke pengadilan. Dalam hal penuntutan, penyidik juga memiliki 
kewenangan langsung untuk menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi 
                                                          
49 Suatu perkara yang tidak ada JPU (Jaksa Penuntut Umum) dalam penyelenggaraan sistem 
peradilan acaranya, sehingga Penuntut Umum tidak mengajukan requisitoir menurut ketentuan 
dalam Pasal 98 ayat (2) KUHAP. 
50 KUHAP, Op.cit. 
51 Baca lebih lanjut: Pasal 205 ayat (2) KUHAP 
52 Ibid., Pasal 206 KUHAP. 
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ahli atau juru bahasa pada proses persidangan di pengadilan dalam kurun waktu 
tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat agar proses persidangan 
Tindak Pidana Ringan dapat segera dilaksanakan, sebagaimana yang diatur dalam 
Pasal 207 ayat (1) huruf b KUHAP.  
Berdasarkan Pasal 146 ayat (2) dan Pasal 152 ayat (2) KUHAP turut 
menegaskan perihal pemanggilan terhadap terdakwa dan saksi pada proses 
persidangan harus diterima dalam jangka waktu sekurang-kurangnya tiga hari 
sebelum sidang dimulai dan penyidik tidak dibenarkan menghadirkan terdakwa 
serta saksi dalam kurun waktu kurang dari tiga hari dalam proses pemeriksaan 
dengan sistem acara cepat. Lebih dari tiga hari diperbolehkan, tapi kurang dari 
tiga hari harus dianggap tidak sah.53 
Pada saat pelimpahan perkara tindak pidana ringan oleh penyidik dan 
kemudian berkas acara diterima di pengadilan dengan persyaratan bahwa berkas 
perkara pidana dianggap sudah lengkap serta telah memenuhi syarat formal, maka 
pengadilan pada saat itu juga menetapkan seorang hakim tunggal untuk segera 
menyelesaikan kasus pidana tersebut pada proses persidangan54 dan 
memerintahkan panitera untuk mencatatnya dalam buku register (Pasal 207 ayat 
(3) KUHAP). Apabila terdakwa tidak menghadiri proses acara persidangan pada 
kasus tindak pidana ringan tanpa alasan yang sah, maka hakim tetap dapat 
menjatuhkan putusan verstke atau sidang tetap dilanjutkan.55 Selain itu, pihak 
                                                          
53 Yahya Harahap, 2009, Kekuasaan Mahkamah Agung: Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan 
Kembali Perkara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 404. 
54 Pasal 2 ayat (2) PERMA RI No. 2 tahun 2012 dan Pasal 205 ayat (3) KUHAP. 
55 KUHAP, Op.cit., Pasal 214 ayat (2). 
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terdakwa tidak diperkenankan melakukan upaya hukum banding terhadap hasil 
putusan hakim pada kasus tindak pidana ringan, karena berdasarkan ketentuan 
pada Pasal 205 ayat (3) KUHAP menjelaskan tentang penunjukan hakim tunggal 
pada tingkat pertama dan hasil putusan persidangan atas kasus tindak pidana jenis 
ini bersifat akhir/terakhir. 
Sama halnya dengan sistem acara singat, pada sistem pemeriksaan acara 
cepat tidak diperlukan surat dakwaan dalam pelimpahan perkara pidana ke 
pengadilan untuk proses persidangannya. Hal tersebut dikarenakan pada tahap 
register di pengadilan untuk kasus tindak pidana ringan turut menyertakan 
persyaratan administratif seperti dalam persyaratan pemberkasan surat dakwaan.56 
Ketentuan ini memberikan kepastian hukum dalam mengadili perkara tipiring 
menurut acara pemeriksaan cepat dengan tidak memerlukan surat dakwaan yang 
dibuat oleh penuntut umum pada sistem pemeriksaan dengan acara biasa, melain-
kan tindak pidana yang didakwakan cukup ditulis dalam buku register yang 
sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 207 ayat (2). 
Berkaitan dengan saksi, pada kasus tindak pidana ringan tidak perlu 
mengucapkan sumpah bagi para saksi yang hadir dalam persidangan tersebut 
(Pasal 208 KUHAP). Selain itu, pada sistem acara pidana ini tidak perlu dibuat 
berita acara sidang dalam proses persidangan perkara tindak pidana ringan. 
Ketentuan tersebut lebih rinci disebutkan pada Pasal 209 ayat (2) KUHAP, yang 
menjelaskan secara umum hal-hal mengenai berita acara pemeriksaan yang dibuat 
                                                          
56 Persyaratan pemberkasan pada surat dakwaan mencakup nama, tempat dan tanggal lahir, umum, 
jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan, dan tindak pidana yang 
didakwakan. 
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oleh penyidik sekaligus dianggap dan dijadikan sebagai berita acara pemeriksaan 
sidang pengadilan tindak pidana ringan sehingga tidak perlu lagi untuk dibuat 
berita acara pemeriksaan sidang tersebut. Namun, tidak menutup kemungkinan 
dibuatkannya berita acara pemeriksaan sidang pengadilan apabila hasil 
pemeriksaan sidang pengadilan terdapat hal-hal dalam pembuktian yang dianggap 
oleh pengadilan tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh 
penyidik. 57 
Selain terdapatnya unsur-unsur persamaan dalam tata cara sistem acara 
cepat dengan sistem acara pidana lainnya, seperti acara pidana umum dana acara 
pidana singkat atau sumir, terdapat pula unsur-unsur khusus yang membedakan 
antara sistem acara cepat dan sistem acara pidana lainnya. Unsur pembeda 
tersebut terdapat pada prosedur putusan pada hasil pemeriksaan perkara 
pidananya. Putusan pada pemeriksaan dengan acara cepat ini tidak dibuat dalam 
prosedur yang khusus dan tersendiri, dimana dalam prosedur putusan hasil 
pemeriksaan perkara pidananya hanya berbentuk catatan dan mencakup pula 
perihal amar putusan di dalamnya yang telah ditandatangani oleh hakim dan 
panitera pada sidang tersebut. Dengan demikian, penyidik yang menangani 
perkara tindak pidana ringan telah melampirkan daftar catatan putusan dalam 
berkas perkaranya sesuai dengan ketentuan Pasal 207 ayat (2) KUHAP. Hal ini 
turut didasarkan pula atas ketentuan dalam Pasal 209 KUHAP terhadap proses 
penyelesaian kasus tindak pidana ringan agar mempercepat penyelesaian perkara 
                                                          
57 Yahya Harahap, Op.cit., hlm 408. 
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pidananya namun tetap dilakukan dengan penuh teliti oleh pihak-pihak yang 
berwenang. 
Penjelasan mengenai prosedur pemeriksaan perkara cepat perlu Penulis 
paparkan pada bab ini karena dengan dikeluarannya Peraturan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 harus memiliki unsur keselarasan 
terhadap perataruran perundang-undangan yang telah ada sebelumnya, termasuk 
pula tindakan representatif dari aparat penegak hukum dalam mengadili kasus 
pekara tindak pidana ringan setelah diterbitkannya perma tersebut. Hal ini, akan 
mempengaruhi pula bentuk pemeriksaan perkara yang sebagaimana diatur dalam 
PERMA RI No. 2 tahun 2012 terhadap ketentuan dalam KUHPidana 
 
D. Tindak Pidana Pengrusakan Barang 
1. Pengertian Tindak Pidana Pengrusakan 
Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata penghancuran 
termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara menghancurkan. 
Sedangkan pengrusakan juga termasuk kata benda yang bermakna proses, 
perbuatan, cara merusakkan.58  Maksud dari penghancuran dan pengrusakan 
dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap orang lain secara 
merugikan tanpa mengambil barang itu. Pengrusakan barang sarana umum 
sangat merugikan, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau 
seluruhnya, sehingga masyaraat tersebut tidak dapat menggunakan lagi sarana 
yang disedakan oleh pemerintah tadi. Selain itu, barang yang telah dirusak 
                                                          
58 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai 
Pustaka, hlm. 386. 
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merupakan sesuatu yang bernilai bagi masyarakat, dengan terjadinya 
pengrusakan barang ini sangat mengganggu ketenangan masyarakat. 
Sebagaimana aturan yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana Indonesia Pasal 406 merupakan hasil pengembangan kaidah 
hukum mengenai tindak pidana pengrusakan barang. Masalah sanksi pidana 
bagi pelaku pengrusakan sarana umum ditinjau menurut hukum pidana, 
khususnya penerapan Pasal 406 ayat (1) KUHPidana Indonesia, ditetapkan 
bahwa: 
Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, 
merusak, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau 
menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya 
kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 
8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,- (empat 
ribu lima ratus rupiah). 
 
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pengrusakan Barang 
Adapun bentuk-bentuk pengrusakan barang yang dapat dikategorikan 
sebagai kejahatan pidana, antara lain: 
1) Penghancuran atau pengrusakan dalam bentuk pokok 
Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 406 yang menyatakan: 
(a) Barang siapa dengan sengaja dan dengan melanggar hukum 
menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat 
dipakai lagi, atau menghilangan barang yang seluruhnya atau 
sebagai kepunyaan orang lain, diancam dengan hukuman penjara 
selama-lamanya dua tahu delapan bulan atau denda sebanyak-
banyaknya tiga ratus rupiah. 
(b) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang, yang sengaja 
melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat 
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digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau 
sebagian adalah kepunyaan orang lain. 
 
Supaya pelaku tindak pidana pengrusakan dapat dimintakan per-
tanggungjawaban pidananya, maka menurut ketentuan Pasal 406 
KUHPidana harus terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagai 
berikut: 
a. membinasahan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai 
lagi atau menghilangkan sesuatu; 
b. dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum; 
c. sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain. 
Selain itu, pelaku tidak pidana menurut pasal ini dapat dimintakan 
pertanggungjawaban tidak saja mengenai barang, tetapi juga mengenai 
“binatang”.  
2) Penghancuran atau Pengrusakan Ringan 
Jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 407 KUHPidana 
dengan pengecualian sebagaimana dalam Pasal 407 ayat (2) KUHPidana. 
Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dikemukakan bunyi pasal tersebut. 
Ketentuan Pasal 407 KUHPidana secara tegas menyatakan: 
(a) Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406, jika 
harga kerugian yang disebabkan tidak lebih dari dua puluh lima 
rupiah, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan 
atau denda paling banyak enam puluh rupiah 
(b) jika perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 406 ayat (2) itu 
dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusakkan 
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nyawa atau kesehatan atau jika hewan termasuk yang tersebut 
dalam Pasal 101, maka ketentuan ayat pertama tidak berlaku. 
 
Menurut pendapat Penulis bahwa pada saat dilakukan pengusutan 
terhadap jenis perkara pengrusakan barang ini, polisi senantiasa harus 
menyelidiki berapakah uang kerugian yang diderita oleh pemilik barang 
yang telah dirusak itu. Bila tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- maka pelaku 
tindak pidana dikenakan Pasal 407. Demikian pula jika binatang yang 
dibunuh itu bukan hewan ternak (Pasal 101), maka ketentuan pada Pasal 
406 ayat (2) KUHPidana tidak dapat diberlakukan. 
3) Pengrusakan Pada Bangunan, Fasilitas, dan Sarana Umum. 
Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 408 dan Pasal 
KUHPidana, yang menyatakan: 
Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, 
merusakan atau membikin tidak dapat dipakai bangunan-bangunan, 
kereta api, trem, telegram, telpon atau listrik, atau bangunan-
bangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, 
saluran gas, air atau rel yang digunakan untuk keperluan umum, 
diancam dengan pidana paling lama empat tahun. 
 
Pembinasaan atau pengrusakan barang ini lebih dikhususkan pada jenis 
dan tipe barang yang disediakan untuk fasilitas pendukung oleh 
pemerintah atau sarana untuk kepentingan umum. Jika pelaku tindak 
pidana melanggar ketentuan pada pasal tersebut maka diancam dengan 
hukuman pidana selama-lamanya empat tahun penjara. Selain itu, sanksi 
bagi para pelaku tindak pidana pengrusakan atau penghancuran bangunan 
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dan saran umum turut diberlakukan pada Pasal 410 KUHPidana yang 
menyatakan: 
Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan 
atau membikin tak dapat dipakai, suatu gedung atau kapal yang 
seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana 
penjara paling lama lima tahun. 
 
Pasal ini mengancam dengan maksimum hukuman penjara lima tahun 
yaitu bagi orang-orang yang dengan sengaja dan dengan melanggar 
hukum melakukan penghancuran atau pengrusakan barang tersebut dala 
pasal diatas. Maksud dari perbuatan si pelaku tidaklah perlu ditunjukkan 
terhadap sifat perbuatan yang melawan hukum dan cukuplah bila 
perbuatan itu telah dilakukan dengan sengaja dan perbuatan itu adalah 
melawan hukum. 
4) Penghancuran atau Pengrusakan Tidak Sengaja 
Jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 409 KUHPidana 
yang menyatakan: 
Barangsiapa yang karena kealpaannya menyebabkan bangunan-
bangunan tersebut dalam pasal diatas dihancurkan, dirusakkan, atau 
dibikin tidak dapat dipakai diancam dengan kurungan paling lama 
satu bulan atau denda paling banyak seratus rupiah. 
 
Jenis tindak pidana dalam Pasal 409 merupakan delik culpa atau tindak 
pidana karena kealpaan. Apabila pada perbuatan tersebut tidak ada unsur 
kesengajaan, tetapi hanya culpa atau kurang hati-hati, maka menurut 
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pasal diatas hukumannya diringankan menjadi kurungan selama-lamanya 
satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya seratus rupiah. 
 
E. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 
Adapun yang dimaksud dengan putusan pengadilan menurut Pasal 1 angka 
11 KUHAPidana, yang berbunyi bahwa: “Pernyataan hakim yang diucapkan 
dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau 
lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam 
undang-undang ini.”59 Dalam memutus suatu perkara, majelis hakim dalam hal ini 
memberikan pertimbangan, pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagai 
berikut:60 
1. Pertimbangan Yuridis 
a. Dasar-dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana 
Undang-undang membedakan antara dasar-dasar pemberatan 
pidana umum dan dasar-dasar pemberatan pidana khusus. Dasar 
pemberatan pidana umum adalah dasar pemberatan yang berlaku untuk 
segala macam tindak pidana, baik tindak pidana yang diatur dalam 
KUHPidana maupun tindak pidana yang diatur di luar KUHPidana. 
Dasar pemberatan pidana khusus adalah dirumus-kan dan berlaku pada 
tindak pidana tertentu saja, serta ketentuan tersebut tidak berlaku pada 
tindak pidana yang lain. Dasar pemberatan pidana umum, yaitu: 
                                                          
59 Andi Sofyan, 2013, Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar, Yogyakarta: Mahakarya 
Rangkang, hlm. 369. 
60 Nur Iman, Skripsi: “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Kasus No. 
803/Pid.B/2013/PN.Mks)”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar 2014. 
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1) Dasar pemberatan karena jabatan 
Pemberatan karena jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHPidana. 
Dasar pemberatan pidana tersebut adalah terletak pada keadaan 
jabatan dari kualitas si pembuatan (pejabat atau pegawai negeri sipil) 
mengenai 4 hal, ialah dalam melakukan delik dengan: 
- Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatan; 
- Memakai kekuasaan jabatan; 
- Menggunakan kesempatan karena jabatan; 
- Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatan. 
 
2) Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana bendera 
kebangsaan 
Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana 
bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52 (a) KUHPidana, 
yang berbunyi: “bilamana pada suatu waktu melakukan kejahatan 
digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk 
kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga”. Alasan pemberatan 
pidana ini terletak pada penggunaan bendera kebangsaan, dari sudut 
objektif dapat mengelabuhi orang-orang, menimbulkan kesan seolah-
olah apa yang dilakukan si pembuat itu adalah perbuatan resmi, 
sehingga oleh karenanya dapat mempelancar atau mempermudah si 
pembuat dalam usahanya melakukan kejahatan. 
3) Dasar pembuatan pidana karena pengulangan (recidive) 
Pengulangan dalam arti hukum pidana, yang merupakan dasar 
pemberatan pidana ini, tidaklah cukup hanya melihat berulangnya 
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melakukan tindak pidana, tetapi dikaitkan dengan syarat-syarat 
tertentu yang ditetapkan undang-undang. Pemberatan pidana dengan 
dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimum dari tindak 
pidana yang dilakukan sebagaimana dalam pasal-pasal 486, 487, dan 
488 KUHPidana harus memenuhi 2 (dua) syarat eksensial, yaitu: 
- Orang itu harus telah menjalani seluruh atau sebagian pidana 
yang telah dijatuhkan hakim, atau yang dibebaskan dari 
menjalani pidana, atau ketika ia melakukan kejahatan kedua 
kalinya itu, hak negara untuk menjalankan pidanya belum 
kadaluarsa; 
- Melakukan kejahatan pengulangannya adalah dalam waktu 
belum lewat 5 (lima) tahun sejak terpidana menjalani sebagian 
atau seluruhnya pidana yang dijatuhkan. 
 
Untuk dasar pemberatan pidana khusus maksudnya ialah pada si 
pembuat dapat dipidana melampaui atau di atas ancaman maksimum 
pada tindak pidana yang bersangkutan, hal sebab diperberatnya pidana 
tersbut telah diatur secara tegas dalam dan mengenai pindak pidana 
tertentu tersebut. disebut dasar pemberatan pidana khusus karena berlau 
pada tindak pidana tertentu saja dan tidak berlaku pada tindak pidana 
lain. Bentuk-bentuk tindak pidana yang diperberat tersebut antara lain 
yang dimuat dalam Pasal 363, Pasal 365, Pasal 374, Pasal 375, dan lain 
sebagainya. 
 
b. Dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana 
Dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana terhadap si 
pembuat dalam undang-undang terbagi atas 2 (dua), yaitu dasar-dasar 
diperingannya pidana umum dan dasar-dasar diperingannya pidana 
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khusus. Dasar umum berlaku untuk tindak pidana umum, sedangkan 
dasar khusus berlaku hanya untuk tindak pidana khusus. Dasar 
diperingannya tindak pidana umum, yaitu: 
1) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 
Menurut UU RI No 3 tahun 1997, dasar peringanan pidana 
umum adalah sebab pembuatnya anak (disebut anak nakal) yang 
umurnya telah 8 (delapan) tahun tetapi belum 18 (delapan belas) 
tahun dan belum pernah kawin. 
2) Perihal percobaan kejahatan dan pembantuan kejahatan 
Percobaan dan pembantuan diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan 
Pasal 57 ayat (1) KUHPidana. Pidana maksimum terhadap si 
pembuatnya dikurangi sepertiga dari ancaman maksimum pada 
kejahatan yang bersangkutan. 
Untuk dasar peringanan pidana khusus, dasar peringanan ini 
terdapat dalam pasal-pasal KUHPidana, misalnya: tindak pidana 
pencurian ringan (Pasal 364) yang unsur diperingannya adalah 
karena benda dari subjek pencurian itu mempunyai nilai/harga yang 
kurang dari 250 rupiah. 
 
2. Pertimbangan sosiologis 
Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pidana, 
berdasarkan Naskah Rancangan KUHPidana (baru) yang merupakan hasil 
penyempurnaan Tim Interns Kementrian Kehakiman, dapat dijadikan 
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reverensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana wajib dipertimbang-
kan hal-hal berikut:61 
a. Kesalahan pembuat tindak pidana; 
b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana; 
c. Cara melakukan tindak pidana; 
d. Sikap batin si pembuat tindak pidana; 
e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana; 
f. Sikap dan tindakan pembuata sesudah melakukan tindak pidana; 
g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana; 
h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan; 
i. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; dan 
j. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
61 -----, 2015, Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Jakarta: Badan Pembinaan Hukum 
Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 
[www.bphn.go.id] 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Dalam rangka mengumpulkan dan memperoleh data serta informasi yang 
dibutuhkan untuk penyusunan skripsi ini, maka lokasi penelitian yang dipilih 
Penulis berdasarkan pokok permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini 
adalah bertempat di Pengadilan Negeri Makassar dan kantor Kejaksaan Negeri 
Makassar. Penulis memilih lokasi penelitian tersebut dengan pertimbangan bahwa 
informasi yang dibutuhan dalam penyusunan skripsi ini dapat diperoleh melalui 
Pengadilan Negeri Makassar yang merupakan wilayah hukum Kota Makassar 
serta Kantor Kejaksaan Negeri Makassar. 
Pemilihan lokasi tersebut guna mengefisiensikan waktu dan tempat dalam 
pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan oleh Penulis guna mengkaji 
penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2012 di 
Pengadilan Negeri Makassar. Selain itu, proses penelitian juga berlangsung di 
Universitas Hasanuddin terkait dengan referensi-referensi yang diperoleh dari 
studi pustaka yang dilakukan di Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin dan 
Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
 
 
 
 
46 
 
 
 
B. Jenis dan Sumber Data  
Pada penulisan skripsi ini, Penulis menggunakan pendekatan sistem 
penelitian hukum secara Normatif. Penelitian hukum normatif merupakan bentuk 
dari sistem penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku seperti peraturan 
perundang-undangan yang mempunyai relevansi dengan permasalah sebagai 
bahan hukum sumbernya62 dan didukung dengan data-data tambahan lainnya yang 
berupa litelatur kepustakaan dan tulisan dari para ahli atau pihak yang berwenang 
serta sumber-sumber penelitian hukum yang memiliki keterkaitan dan kompetensi 
dengan permasalahan hukum yang akan diteliti.  
Jenis pengumpulan data penelitian hukum ini disebut dengan data sekunder, 
yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui 
media perantara berupa data-data yang siap pakai dan dapat membantu 
menganalisa serta memahami data yang dperoleh melalui hasil wawancara dengan 
turut memerhatikan peraturan perundang-undangan yang ada maupun melalui 
pendapat para sarjana atau ahli hukum.63  
       Selain itu, proses pengumpulan sumber data juga didukung dengan penelitian 
lapangan secara langsung dengan pihak atau instansi yang terkait dengan 
permasalahan yang diteliti melalui pengumpulan dengan jenis data primer, yaitu 
data yang akan diperoleh secara langsung dari sumbernya mengenai masalah-
masalah yang menjadi pokok bahasan, melalui wawancara dengan narasumber 
                                                          
62 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 
Singkat,Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm: 14 
63 Ibid.  
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yang dianggap memiliki keterkaitan dan kompetensi dengan permasalahan yang 
ada. Penulis melakukan kegiatan wawancara dengan pihak-pihak untuk 
mendapatkan informasi yang akurat dari para pihak yang memiliki hubungan 
dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini.  
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber 
data yang diperoleh dari penelitian pustaka dan sumber data yang diperoleh dari 
penelitian lapangan yang akan dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar dan 
Kejaksaan Negeri Makassar. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan 
informasi guna mendukung penulisan pada skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian lapangan (field research), yakni penelitian yang dilakukan di 
lapangan dengan melakukan pengamatan langsung untuk mendapatkan data 
primer sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, 
keyakinan, perasaan, motivasi, serta cita-cita dari narasumber yang berkaitan 
dengan kontribusi penarapan Peraturan Mahamah Agung Republik Indonesia 
Nomor 2 Tahun 2012 ditinjau dari segi aspek hukum dan keadilan. Metode 
pengumpulan data dengan teknik wawancara dilakukan Penulis dalam hal 
meminta pandangan narasumber dimana lokasi penelitian akan dilakukan di 
Pengadilan Negeri Makassar dan kantor Kejaksaan Negeri Makassar terkait 
dengan permasalahan yang telah dirumuskan. 
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2. Penelitian kepustakaan (library research), yakni penelitian yang dilakukan 
untuk mendapatkan data sekunder melalui proses pengumpulan data untuk 
menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis 
bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu 
bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. 
 
D. Analisis Data 
Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis menggunakan metode analisis desriptif 
yaitu menganalisis data yang diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan 
dengan cara menjelaskan dan menggambarkan kenyataan objek penelitian yang 
didapat dari hasil penelitian di lapangan dengan cara menguraikan data yang telah 
dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif sehingga 
diperoleh pengertian atau pemahaman, persamaan, pendapat, dan perbedaan 
pendapat mengenai perbandingan bahan hukum primer dengan bahan hukum 
sekunder dari penelitian yang dilakukan oleh Penulis. Lebih jelasnya melalui 
metode ini penulis akan memberikan gambaran tentang sejauh mana penerapan 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 terhadap tindak pidana 
pengrusakan barang berdasarkan Putusan Nomor: 375/Pid.B/2013/PN.Mks. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pemahaman Umum Tindak Pidana Ringan Dan Penetapan Jumlah Denda 
Menurut PERMA RI No. 2 Tahun 2012 Dan Peraturan Perundang-
undangan Lainnya  
Kitab Undang-undang Hukum Pidana membagi semua tindak pidana baik 
yang termuat di dalam maupun di luar KUHPidana menjadi dua golongan besar, 
yaitu golongan kejahatan (misdrijven) yang termuat dalam buku II dan golongan 
pelanggaran (overtredingen) yang termuat dalam buku III KUHPidana. Peng-
golongan dalam kejahatan dan pelanggaran ini didasarkan atas perbedaan antara 
Rechtsdelicten dan Wetsdelicten yang berarti: 
Rechtsdelicten: 
Perbuatan-perbuatan yang dirasakan telah memiliki sifat tidak adil, wajar 
untuk dapat dihukum, meskipun belum terdapat undang-undang yang 
melarang dan mengancam dengan hukuman. 
Wetsdelicten: 
Perbuatan-perbuatan dapat dihukum karena perbuatan-perbuatan tersebut 
secara tegas dinyatakan di dalam undang-undang sebagai terlarang dan 
diancam dengan hukuman.64 
 
Penggolongan berdasarkan hal tersebut diatas dirasa kurang relevan lagi 
karena terdapat sanggahan yang menyatakan bahwa pada hakekatnya rechts-
delicten pun baru dapat dilarang dan diancam dengan hukuman apabila sudah 
secara tegas diletakkan di dalam undang-undang. Penggolongan lain ditemukan 
dalam sifat berat ringannya suatu tindak pidana dimana bentuk yang ringan adalah 
                                                          
64 H.A.K., Moch. Anwar, 1994, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), jilid I, Bandung: 
PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 12. 
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pelanggaran, sedangkan yang lebih berat dinyatakan sebagai kejahatan.65 Wirjono 
Prodjodikoro dalam bukunya “Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia” 
mengutip pendapat Prof. Mr. J. M. Van Bemmelen, yaitu: 
Di antara para penulis hampir merata suatu pendapat bahwa perbedaan 
antara kedua golongan tindak pidana ini tidak bersifat kualitatif, tetapi 
hanya kuantitatif, yaitu kejahatan yang pada umumnya diancam dengan 
hukuman lebih berat daripada pelanggaran dan ini tampaknya didasarkan 
pada sifat lebih daripada kejahatan.66 
 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan induk peraturan positif 
mengenai tindak pidana yang penerapannya disahkan melalui Undang-Undang 
No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia. KUHPidana yang 
berlaku sekarang ini merupakan hukum pidana “pokok” di Indonesia, disamping 
itu masih banyak terdapat peraturan-peraturan yang mengandung hukum pidana. 
Sebagian besar peraturan hukum dalam KUHPidana Indonesia merupakan waris-
an dari pemerintah Hindia – Belanda yang diadaptasi dan kemudian diberlakukan 
secara nasional melalui Undang-undang No. 1 Tahun 1946. Indonesia masih 
mengadaptasi KUHPidana dari pemerintah Hindia-Belanda dikarenakan semenjak 
Proklamasi Kemerdekaan hingga sekarang pemerintah belum dapat menyusun 
KUHPidana sendiri.  
Pada KUHPidana Hindia – Belanda tidak menjelaskan secara detail tentang 
lembaga yang berkaitan tentang tipiring meskipun dalam KUHPidana Hindia-
Belanda telah membagi kejahatan kedalam dua bentuk, yaitu kejahatan biasa dan 
                                                          
65 Ibid. 
66 Wirjono Prodjodikoro, 2003, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung: Refika 
Aditama, hlm. 4. 
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kejahatan ringan. Akan tetapi, seiring perkembangan zaman keberadaan dari 
lembaga tindak pidana ringan semakin dipertanyakan. Sebagaimana yang telah 
dijelaskan oleh Utrecht dalam bukunya “Hukum Pidana I” menggunakan istilah 
kejahatan enteng sebagai padanan kata lichte misdrijven atau kejahatan ringan 
atau yang dalam pembahasan ini menggunakan istilah tindak pidana ringan. 
Menurut Utrecht, penggunaan istilah tindak pidana ringan berkaitan dengan 
kompetensi pengadilan. 
Oleh sebab di Indonesia pada tahun 1918 hanya di 6 kota besar didirikan 
suatu raad van justitie yang menjadi pengadilan sehari-hari bagi orang 
Eropa dan oleh sebab dianggap lebih efisien kalau orang Eropa, penduduk 
suatu kota kecil yang letaknya jauh dari suatu kota besar, yang melakukan 
suatu kejahatan yang dianggap enteng saja tidak dipaksa pergi ke salah 
satu di antar 6 kota besar itu untuk mendapat perkaranya diadili, maka 
pengadilan kejahatan enteng tersebut diserahkan kepada Landgerecht yang 
mulai tahun 1917 didirikan di kota-kota yang tidak kecil (misalnya, di 
tiap-tiap ibu kota kabupaten).67 
 
Selanjutnya, pada tahun 1960 ada beberapa ketentuan dalam KUHPidana 
yang kemudian mengalami beberapa perubahan dengan dikeluarkannya Perpu No. 
16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam KUHPidana. Ketentuan 
dalam perpu tersebut lebih menitik-beratkan pada ketentuan yang terkait dengan 
tindak pidana ringan. Alasan dibentuknya lembaga khusus tipiring menurut Mr. 
JE. Jonkers, yaitu timbulnya lembaga ini disebabkan oleh keperluan untuk 
mengajukan kejahatan-kejahatan tertentu yang banyak terdapat pada hakim yang 
lebih dekat tempat tinggalnya, berhubung dengan jarak-jarak yang jauh. Faktor 
                                                          
67 Utrecht, ---, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I, (t.k : t.p., t.t.), hlm. 80. 
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pekerjaan hakim sehari-hari yang terlalu banyak turut menimbulkan lembaga ini.68 
Aturan tersebut turut juga menjadi bahan pertimbangan utama oleh Mahkamah 
Agung dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 
2012. Selain itu, tujuan lain dengan diterbitkannya perma ini adalah untuk 
mengurangi beban Lembaga Pemasyarakatan yang saat ini telah banyak dan 
melampaui kapasitasnya yang dapat menimbulkan persoalan baru. 69 
Definisi mengenai tindak pidana ringan akan sangat sulit ditemukan pada 
KUHPidana. Dalam KUHPidana, tindak pidana ringan lebih dikenal dengan jenis-
jenis perbuatan ringan, seperti penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelap-
an ringan, dsb. Namun, pemahaman tentang unsur-unsur tindak pidana ringan 
dijelaskan lebih lanjut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP) No. 8 Tahun 1981 sebagai ketentuan hukum pidana formil meskipun 
penjelasan tersebut bukan merupakan definisi umum tentang tindak pidana ringan. 
Pemahaman tentang tindak pidana ringan menurut KUHAP dijelasan dalam Pasal 
205 ayat (1) KUHAP.  
Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah 
perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 
tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus 
rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 
Bagian ini. 70 
 
Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP tersebut, Penulis 
dapat menarik kesimpulan bahwa pemahaman tentang tindak pidana ringan 
                                                          
68 J.E. Jonkers, 1987, Buku Pedoman : Hukum Pidana Hindia Belanda, Jakarta: PT. Bina Aksara, 
hlm. 37. 
69 Bagian Penjelasan Umum Perma RI No. 2 tahun 2012. 
70 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981. 
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merupakan suatu perkara kejahatan yang ancaman hukuman penjara atau kurung-
an paling lama tiga bulan dan denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah 
dalam KUHPidana. Seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya pada bab 2, 
bahwa setidaknya terdapat sembilan pasal dalam KUHPidana yang menjelaskan 
tentang pidana kurungan atau penjara paling lama tiga bulan dan tergolong ke 
dalam bentuk tindak pidana ringan, antara lain: 
a. Pasal 302 ayat (1) 
Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda 
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan 
penganiayaan ringan terhadap hewan: 
1. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, 
dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan 
kesehatannya; 
2. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas 
yang dipelukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak 
memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang 
seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah 
pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.71 
 
Pasal ini mengatur mengenai delik formil mengenai penganiayaan ringan terhadap 
hewan, yaitu dilakukan dengan perbuatan si pelaku yang secara tegas ditentukan 
dalam undang-undang. Dinyatakan bahwa bentuk perbuatan yang tergolong dalam 
penaniayaan ringan terhadap hewan adalah dengan sengaja menyakiti atau 
melukai hewan atau merugikan kesehatannya. Termasuk dalam perbuatan peng-
aniayaan terhadap hewan ini adalah dengan sengaja tidak memberi makan hewan. 
                                                          
71 Buku II KUHPidana, hlm. 121. 
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Delik penganiayaan binatang yang ringan berasal dari tahun 1934.72 Melihat 
pada bunyi pasal tersebut, untuk dapat dipidananya seorang pelaku pidana yang 
melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan tidak hanya harus memenuhi 
unsur kesengajaan. Belum lama ini terdapat sebuah kasus yang terjadi sekitar 
tahun 2011 yang berhubungan dengan penganiayaan ringan terhadap hewan 
menurut pasal ini. Kasus yang dimaksudkan ini terjadi di wilayah Pamekasan dan 
berhubungan dengan salah satu budaya khas Indonesia di Pulau Madura, yaitu 
Karapan Sapi. Kalangan ahli hukum pidana di Pamekasan meminta aparat 
kepolisan dari jajaran Polres setempat bertindak tegas terkait praktik penyiksaan 
terhadap sapi dalam pelaksanaan karapan sapi sebagai tradisi di wilayah itu. 
Dalam praktik Karapan Sapi di daerah tersebut disertai dengan membacok pantat 
sapi atau mengoles mata sapi dengan balsem agar larinya kencang sehingga dapat 
diancam dengan pasal ini. 73 
 
b. Pasal 352 ayat (1) 
Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang 
tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan 
jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan 
pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak 
empat ribu lima ratus rupiah. 
Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu 
terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.74 
 
                                                          
72 Jonkers, Op.cit., hlm. 48. 
73 Femi Angraini, Skripsi: “Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Mahkamah Agung  
Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah 
Denda Dalam KUHP Serta Perbandingannya Dengan Perancis”, Fakultas Hukum Universitas 
Indonesia, Depok, Juli 2012, hlm. 21-22 
74 KUHPidana, Op.cit., hlm. 137. 
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Berdasarkan bunyi pasal ini, maka ukuran yang mejadi patokan tindak pidana 
penganiayaan biasa atau ringan adalah ukuran yang tidak menimbulkan penyakit 
atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan. Penggolongan tindak 
pidana ini pernah diberlakukan pada peraturan KUHPidana tahun 1918 yang 
mengategorikan penganiayaan ringan sebagai suatu perbuatan yang tanpa mem-
pergunakan senjata atau alat lain yang berbahaya, tidak atau menyebabkan luka 
sementara saja.75 
Unsur-unsur tindak pidana penganiayaan ringan menurut ketentuan peratur-
an KUHPidana tahun 1918 tersebut, yaitu suatu perbuatan yang menimbulkan 
penyakit bukan di luar saja, tetapi keadaan teratur dalam badan yang terganggu.76 
Penyakit yang dimaksud dalam peraturan ini tidak hanya luka yang tampak dari 
luar saja melainkan juga penyakit yang dapat menimbulkan terganggunya sistem 
tubuh sehingga terjadi gangguan dalam menjalankan fungsinya. 
Contoh kasus pada penerapan pasal ini yang cukup menjadi sorotan media 
massa adalah kasus penganiayaan yang dilakukan Dewi Persik terhadap Julia 
Perez. Pada putusan pengadilan menyatakan bahwa Dewi Persik dinyatakan ber-
salah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHPidana 
dengan ancaman pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak 
empat ribu lima ratus rupiah.77 
 
 
                                                          
75 Jonkers, Op.cit., hlm. 47. 
76 Ibid. 
77 Femi Angraini, Loc.cit. 
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c. Pasal 364 
Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu 
pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak 
dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada 
dirumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima 
puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara 
paling lama tiga bulan atau pidana denda banyak sembilan ratus rupiah.78 
 
Pasal ini mengatur tentang pencurian ringan, dimana perbuatan ini merujuk pada 
pasal pokoknya yaitu Pasal 362 KUHPidana. Ketentuan peraturan ini mengatur 
delik formil yang menjelaskan bentuk perbuatan pencurian sebagai mengambil 
barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan 
maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Salah satu unsur delik yang perlu 
diperhatikan dalam pasal ini adalah unsur nilai barang yang dicuri tersebut atau 
objek perkara pada tindak pidana pencurian tidak lebih dari dua ratus lima puluh 
rupiah. Terhadap pencurian ringan ini diancam dengan hukuman paling lama tiga 
bulan penjara atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah. 
 
d. Pasal 373 
Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372, apabila yang digelapkan 
bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, 
diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama 
tiga bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.79 
Pada pasal ini mengatur mengenai perkara penggelapan ringan. Sama halnya 
dengan Pasal 364 yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ketentuan perbuatan 
hukum pidana pada Pasal 373 merupakan bentuk ringan dari Pasal 372 
                                                          
78 KUHPidana, Op.cit., hlm. I41. 
79 Ibid., hlm. 145. 
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KUHPidana yang merupakan pasal pokok tindak pidana ringan dan merupakan 
delik formil. 
Selain merujuk pada terpenuhinnya unsur perbuatan pidana pada Pasal 372, 
maka pada Pasal 373 memiliki unsur-unsur tambahan dalam menentukan berat-
ringannya perbuatan pidana. Unsur tambahan pada Pasal 373 turut memper-
timbangkan nilai barang dari objek perkara yang tidak lebih dari dua ratus lima 
puluh rupiah dan bukan ternak. Pada Pasal 101 KUHPidana, dijelaskan bahwa 
yang dimaksud dengan hewan ternak adalah semua binatang berkuku satu, 
binatang memamah biak, dan babi.80 Menurut Jonkers, mencuri ternak pula 
merupakan keadaan yang memberatkan pencurian yang menyebabkan delik 
sederhana menjadi delik yang tertentu sifatnya (dikualifisir).81  
Pada masa Hindia-Belanda banyak terjadi pencurian ternak dan menimbul-
kan banyak kerugian bagi masyarakat karena peternakan merupakan miliknya 
yang terpenting. Oleh sebab itu, penggelapan ternak pun pada akhirnya 
mengecualikan bentuk penggelapan ringan. Terhadap bentuk penggelapan ringan 
ini diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling 
banyak sembilan ratus rupiah. 
 
e. Pasal 379 
Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378, jika barang yang diserahkan 
itu bukan ternak dan harga barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari 
dua ratus lima puluh rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan 
                                                          
80 KUHPidana, Op.cit., hlm. 43. 
81 Jonkers, Op.cit., hlm. 42 
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pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak 
sembilan ratus rupiah.82 
 
Sebagaimana yang termuat pada Pasal 364 atau Pasal 373 KUHPidana, dimana 
bentuk perbuatan pidananya dapat ditemukan dalam pasal pokoknya, maka bentuk 
perbuatan penipuan dalam Pasal 379 pun dapat ditemukan dalam pasal pokoknya 
yaitu Pasal 378 yang merupakan delik formil. 
Unsur-unsur perbuatan pidana yang diatur dalam pasal 378 adalah perbuatan 
yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan 
hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, 
ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang 
sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang. 
Selain unsur-unsur pidana yang termuat pada Pasal 378, terdapat juga unsur 
tambahan pada Pasal 379 KUHPidana selain merujuk daripada bentuk perbuatan 
dari penipuan itu sendiri turut mempertimbangkan besaran nilai barang, utang 
atau piutang yang tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah dan bukan ternak. 
Penjelasan serupa mengenai ternak juga berlaku dalam pasal ini. Terhadap 
penipuan ringan ini diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau 
denda paling banyak sembilan ratus rupiah. 
 
f. Pasal 384 
Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 383 diancam dengan pidana 
penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak sembilan ratus 
                                                          
82 KUHPidana, Op.cit., hlm. 146. 
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rupiah, jika jumlah keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari dua ratus 
lima puluh rupiah.83 
 
Pada Pasal 384 KUHPidana lebih memfokuskan pada tindak pidana penipuan 
dalam hal penjualan. Ketentuan aturan hukum dalam pasal ini merupakan bentuk 
ringan dari Pasal 383 KUHPidana dimana unsur-unsur perbuatan pokok dari 
penipuan dalam penjualan merupakan delik formil. 
Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 384 KUHPidana, bahwa tindak pidana 
penipuan dalam penjualan dengan nilai keuntungan yang tidak lebih dari dua ratus 
lima puluh rupiah diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau 
denda sembilan ratus rupiah. Keuntungan yang diperoleh, seperti yang dijelaskan 
diatas bahwa selalu dapat diukur dengan uang karena yang dimaksud ialah per-
bedaan harga antara barang yang diserahkan dan barang yang seharusnya 
diserahkan.84 
 
g. Pasal 407 ayat (1) 
Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406, jika harga 
kerugian tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah diancam dengan 
pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak 
sembilan ratus rupiah.85 
 
Untuk dapat memahami bentuk kejahatan mengenai pengrusakan barang ringan 
yang diterangkan dalam Pasal 407 ayat (1) KUHPidana ini, maka sebelumnya 
                                                          
83 KUHPidana, hlm. 149. 
84 Jonkers, Op.cit., hlm. 47. 
85 KUHPidana, Op.cit., hlm. 160. 
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harus terlebih dahulu dijelaskan mengenai Pasal 406 KUHPidana sebagai pasal 
pokoknya. Kejahatan yang dimaksud dalam Pasal 406 KUHPidana, yaitu: 
(1) Dengan sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan, merusak, 
membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang 
seluruhnya atau sebagian milik orang lain; 
(2) Dengan sengaja dan secara melawan hukum membunuh, merusakkan, 
membuat tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan yang 
seluruhnya atau sebagian milik orang lain.86  
 
Analisis ketentuan aturan hukum dalam Pasal 406 KUHPidana memenuhi 
unsur-unsur perbuatan melawan hukum, sebagai berikut:87 
a. Menghancurkan (vernielen), disebut juga membinasahkan yang berarti 
merusak sama sekali. Misalnya: membanting gelas, cangkir, atau tempat 
bunga sehingga hancur. 
b. Membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, artinya perbuatan itu harus 
sedemikian rupa, sehingga barang itu betul-betul tidak dipakai lagi. Misalnya, 
melepaskan roda-roda kendaraan dengan hanya mengulirkan sekrupnya saja 
belum berarti membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, oleh karena itu 
dengan jalan memasang roda-rodanya dengan mengembalikan sekrup yang 
mengulir ia dapat memperbaiki dan dapat dpergunakan lagi. 
c. Menghilangkan, berarti membuat sehingga barang itu tidak ada lagi. Misal-
nya: dibakar habis, dimakan, serta dibuang sehingga hilang. 
                                                          
86 Ibid. 
87 Andi Asmaraeni, Skripsi: “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Barang Yang 
Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Nomor 755/Pid.B/2015/PN.MKS)”, 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Januari 2016, hlm. 52-53. 
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d. Merusakkan, berarti kurang daripada membinasahknn (beschaidigen). 
Misalnya, memukul gelas-gelas atau cangkir, dan sebagainya tidak sampai 
hancur akan tetapi hanya retak atau hanya putus pegangannya.  
Berdasarkan penjelasan diatas, maka unsur perbuatan pidana pada Pasal 407 ayat 
(1) KUHPidana ini harus terlebih dahulu memenuhi unsur dari Pasal 406 
KUHPidana ditambah dengan unsur nilai kerugian yang tidak lebih dari dua ratus 
lima puluh rupiah maka ketentuan sanksi pidana penjara yang dijatuhkan paling 
lama tiga bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah. 
Akan tetapi, apabila kejahatan yang diatur dalam Pasal 406 ayat (2) 
KUHPidana dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusak nyawa 
atau kesehatan atau bila hewan itu termasuk ternak (Pasal 101), maka sekalipun 
nilai kerugiannya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah maka ketentuan 
peraturan hukum pidana dalam Pasal 407 ayat (1) KUHPidana tidak dapat 
diberlakukan lagi. Pelaku tindak pidana jenis ini dikenakan aturan hukum dalam 
Pasal 407 ayat (2) KUHPidana. 
Dalam bukunya, Jonkers menjelaskan tentang ketentuan mengenai hal yang 
diatur dalam Pasal 407 ayat (2) KUHPidana bahwa pemakaian bahan yang telah 
dijelaskan sebelumnya dapat juga membahayakan manusia.88 Oleh sebab itu, 
apabila pelaku tindak pidana ini memenuhi ketentuan tersebut, maka ketentuan 
hukum yang diberlakukan bukan lagi aturan hukum dalam Pasal 407 ayat (1) 
                                                          
88 Jonkers, Op.cit., hlm. 32. 
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ataupun Pasal 406 KUHPidana melainkan pasal 408 KUHPidana sebagai bentuk 
hukuman pemberatan terhadap pelaku tindak pidana jenis ini.  
 
e. Pasal 482 
Perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 480, diancam karena 
penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau 
pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, jika kejahatan dari 
mana benda tersebut diperoleh adalah salah satu kejahatan yang 
dirumuskan dalam pasal 364, 373 dan 379.89 
 
Pada Pasal 482 KUHPidana ini mengatur tentang penadahan ringan dan 
merupakan bentuk ringan dari Pasal 480 KUHPidana. Tindak Pidana Penadahan 
dapat menjadi bentuk penadahan ringan apabila benda yang bersangkutan diper-
oleh dari hasil bentuk kejahatan ringan lainnya, seperti Pasal 364 tentang 
Pencurian Ringan, Pasal 373 tentang Penggelapan Ringan, atau Pasal 379 tentang 
Penipuan Ringan. Aturan hukum pidana pokok mengenai bentuk tindak pidana 
penadahan telah dijelaskan lebih terperinci dalam ketentuan Pasal 480 
KUHPidana. 
(1) Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, 
menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, 
menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan 
atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya 
harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan; 
(2) Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang 
diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari 
kejahatan.90 
 
                                                          
89 KUHPidana, hlm. 190. 
90 Ibid. 
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Sama halnya dengan pasal-pasal yang telah Penulis jelaskan sebelumnya, 
maka unsur perbuatan pidana dalam Pasal 482 harus memenuhi unsur pokok dari 
tindak pidana penadahan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ditambah 
dengan unsur nilai benda yang diperoleh dari salah satu bentuk kejahatan yang 
telah diterangkan dalam Pasal 364, 373, atau 379 KUHPidana.  
 
f. Pasal 315 
Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau 
pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka 
umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan 
lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan 
kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara 
paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak 
empat ribu lima ratus rupiah.91 
 
Dalam KUHPidana Belanda, Pasal 315 tentang kejahatan penghinaan ringan lebih 
dikenal dengan istilah penghinaan bersengaja yang pasalnya pun berbunyi peng-
hinaan bersengaja. Pada awalnya bentuk kejahatan ini tidak masuk dalam golong-
an kejahatan ringan. 
Kontroversi kemudian timbul dan mempertanyakan mengapa penghinaan 
harus diadili oleh majelis hakim, sedangkan bentuk kejahatan ringan terhadap 
harta kekayaan yang lebih berat sifatnya dapat diadili dengan hakim tunggal. Hal 
ini menyebabkan pada tahun 1920 kejahatan penghinaan sederhana ditambahkan 
pada kejahatan-kejahatan ringan.92 
                                                          
91 KUHPidana, hlm. 126. 
92 Jonkers, Op.cit., hlm. 50. 
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Berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 315 berbeda dengan 
bentuk kejahatan ringan lainnya yang ancaman hukumannya paling lama tiga 
bulan penjara, sedangkan pada kejahatan penghinaan ringan diancam dengan 
pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak 
empat ribu lima ratus rupiah. Hal ini didasarkan atas bunyi Pasal 205 ayat (1) 
KUHAP, dimana pada pasal tersebut menjelaskan secara tegas bahwa tindak 
pidana penghinaan ringan ikut digolongkan dalam bentuk kejahatan ringan. 
Penggolongan tindak pidana penghinaan pada Pasal 315 KUHPidana ke-
dalam bentuk penghinaan ringan ini ditentukan terbatas oleh undang-undang. 
Unsur-unsur lain yang diberlakukan pada tindak pidana penghinaan ringan, yaitu 
dilakukan baik di depan umum dengan lisan atau tulisan maupun di depan orang 
itu sendiri dengan lisan atau perbuatan atau dengan surat yang dikirimkan kepada-
nya namun tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis. Contoh kasus 
yang terjadi pada jenis tindak pidana ini adalah kasus penghinaan terhadap Suradi 
A. Karim politisi Partai Golkar oleh Anggota DPRD Banyumas yang bernama 
Yoga Sugama. Yoga dilaporkan atas tuduhan Tindak Pidana Ringan Penghinaan 
(Penistaan) dengan menyebut salah satu organ perempuan dalam pesan pendek 
yang dia kirim kepada saudara Suradi.93 
Selain menjelaskan tentang aturan hukum mengenai tindak pidana ringan 
yang telah Penulis jelaskan diatas, dalam Perpu No. 16 Tahun 1960 turut men-
jelaskan tentang ketentuan nilai barang dalam perkara tindak pidana ringan yang 
telah diubah menjadi “dua ratus lima puluh rupiah” yang sebelumnya hanya 
                                                          
93 Femi Angraini, Op.cit., hlm. 30. 
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bernlai “dua puluh lima rupiah”. Hal tersebut didasarkan atas penyesuaian nilai 
barang yang mengalami kenaikan. Ketentuan pola perhitungan nilai barang yang 
dijadikan sebagai objek perkara pidana, baik dalam KUHPidana maupun dalam 
ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945 
dianggap sudah tidak sesuai lagi. Ancaman nilai barang atas objek perkara pidana 
pada saat diberlakukannya peraturan perundang-undangan terdahulu dianggap 
terlalu ringan jika dibandingkan dengan nilai mata uang pada saat ini, sehingga 
jumlah dari nilai denda tersebut perlu diperbesar atau dipertinggi.94 
Penetapan nilai barang yang digunakan sebagai objek perkara pidana dalam 
KUHPidana berbeda jumlah prosentase dan ancaman jenis pidananya, baik pidana 
yang ancaman alternatif maupun pidana tunggal dalam KUHPidana. Pada saat 
penjatuhan hukuman yang didasarkan atas besaran objek perkara pidana maka 
hakim perlu adanya pertimbangan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh 
perbuatan pidana tersebut dalam masyarakat dan unsur kesalahan pelaku. 
Akan tetapi, pada selang waktu dikeluarkannya Perpu No. 16 tahun 1960 
sampai dengan akhir tahun 2011 pemerintah belum lagi melakukan penyesuaian 
nilai rupiah pada batasan tindak pidana ringan dalam KUHPidana. Hal ini turut 
berimplikasi pada tidak efektifnya aturan hukum yang mengatur perkara tipiring,  
karena hampir tidak ada kasus yang terjadi memiliki objek perkara yang berrnilai 
dua ratus lima puluh rupiah. 
                                                          
94 Niniek Suparni, 2007, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan: Cet-2, 
Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 51. 
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Selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2012, Mahkamah Agung menerbitkan 
sebuah aturan tertulis berupa PERMA RI No. 2 tahun 2012 tentang penyesuaian 
batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda yang merupakan wujud implemen-
tasi dari fungsi peraturan Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 79 UU No. 14 
tahun 1985 yang telah diubah melalui UU No. 5 tahun 2004 jo. UU No. 3 tahun 
2009. 
Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan 
bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang 
belum cukup diatur dalam Undang-undang ini.95 
Pada Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 
1945 mengamatkan bahwa : 
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.96 
Secara khusus ketentuan dalam perma ini mengatur tentang aturan hukum 
pada tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHPidana guna meng-
efektifkan penerapan kaidah hukum pidana yang disesuaikan dengan perkembang-
an dinamika sosial masyarakat pada saat ini. Muatan pokok aturan hukum dalam 
perma ini terdiri dari 2 (dua) bab, antara lain Bab I mengatur tentang tindak 
pidana ringan dan Bab II mengatur tentang denda. 
Pemahaman umum mengenai tindak pidana ringan menurut PERMA RI No. 
2 tahun 2012 termuat dalam Pasal 1, dijelaskan bahwa : 
                                                          
95 UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 
96 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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Kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam pasal 364, 373, 379, 384, 
407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima 
ratus ribu rupiah.97 
Selanjutnya, dalam penjelasan umum pada perma ini; 
Bahwa untuk melakukan penyesuaian nilai rupiah tersebut Mahkamah 
Agung berpedoman pada harga emas yang berlaku pada sekitar tahun 
1960. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Museum Bank Indonesia 
diperoleh informasi bahwa pada tahun 1959 harga emas murni per 1 
kilogramnya = Rp 50.510,80 (lima puluh ribu lima ratus sepuluh koma 
delapan puluh rupiah) atau setara dengan Rp 50,51 per gramnya. 
Sementara itu harga emas per 3 Februari 2012 adalah Rp 509.000,00 (lima 
ratus sembilan ribu rupiah) per gramnya. Berdasarkan hal itu maka dengan 
demikian perbandingan antara nilai emas pada tahun 1960 dengan 2012 
adalah 10.077 (sepuluh ribu tujuh puluh tujuh) kali lipat.98 
 
Penyesuaian nilai rupiah pada Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 
KUHPidana menjadi Rp 2.500.00,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang di-
lakukan MA bukan menjadikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 
2012 sebagai Lex Specialis atau pengganti KUHPidana melainkan semata-mata 
untuk mempermudah hakim dalam menafsirkan Peraturan Perundangan-undangan 
Hukum Pidana dan diharapkan dapat mengefektifkan kembali ketentuan aturan 
hukum pidana ringan yang selama ini tidak dapat digunakan karena nilainya yang 
sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang. Tentunya hakim tetap memper-
timbangkan berat ringannya perbuatan pelaku tindak pidana serta rasa keadilan di 
masyarakat. 
                                                          
97 BAB I PERMA RI No. 2 tahun 2012  
98 Penjasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, hlm. 4. 
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Selain menjelaskan tentang ketentuan pokok tindak pidana ringan, pada 
perma tipiring ini turut mengatur mengenai penyesuaian nilai barang dan sistem 
acara peradilan pidana pada perkara tipiring yang dijelaskan dalam Pasal 2 
PERMA RI No. 2 Tahun 2012, bahwa : 
(1) Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, 
Penggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan 
wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek 
perkara dan memperhatikan Pasal 1 diatas; 
(2) Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 
2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera 
menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan 
memutuskan perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang 
diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP; 
(3) Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua 
Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan 
penahanan.99 
 
Aturan hukum dalam Pasal 2 Perma Tipiring ini didasarkan pada ketentuan pokok 
hukum acara pidana pada Pasal 205 ayat (2) dan (3) KUHAP. Dalam Pasal 205 
ayat (2) menjelaskan bahwa, 
Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atas kuasa 
penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan 
selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli, 
dan juru bahasa ke sidang pengadilan.100 
 
Selanjutnya, pada Pasal 205 ayat (3) KUHAP; 
Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan 
terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan 
terdakwa dapat minta banding.101 
 
                                                          
99 PERMA RI, Loc.cit. 
100 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, hlm. 317. 
101 Ibid. 
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Pada perkara-perkara pidana yang sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 
1 Perma Tipiring tidak dapat dikenakan penahanan dikarenakan tindak pidana 
ringan tidak diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau lebih102, serta 
acara pemeriksaan di pengadilan yang digunakan haruslah Acara Pemeriksaan 
Cepat yang cukup diperiksa oleh hakim tunggal yang telah diatur dalam Pasal 205 
ayat (1), (2), dan (3) KUHAP. 
Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 mengatur beberapa ketentu-
an dalam KUHPidana. Di samping mengatur mengenai penyesuaian nilai barang 
pada tindak pidana ringan, perma tersebut juga mengatur mengenai penyesuaian 
nilai denda dalam pasal-pasal tertentu dalam KUHPidana dengan nilai denda yang 
dilipatgandakan menjadi 1.000 kali lipat. Pengecualian pasal yang dimaksud 
adalah Pasal 303 ayat (1) dan (2) serta Pasal 303 bis ayat (1) dan (2), yaitu: 
Pasal 303 
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana 
denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siap tanpa 
mendapat izin: 
1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk 
permainaan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan 
sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; 
2. Dengan sengaja menawarkaan atau memberi kesempatan kepada 
khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta 
dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk 
menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya 
sesuatu tata-cara. 
3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian. 
(2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan 
pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencari-
an itu. 
(3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada 
umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntung-
                                                          
102 Baca lebih lanjut: Pasal 21 ayat (4) KUHAP, hlm. 241. 
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an belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di 
sini termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau 
permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut 
berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya. 
 
Pasal 303 bis 
(1) Diancam dengan pidan penjara paling lama empat tahun atau pidana 
denda paling banyak sepuluh juta rupiah: 
1. Barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan 
dengan melanggar ketentuan pasal 303; 
2. Barangsiapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir 
jalan umum atau d tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali 
ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin 
untuk mengadakan perjudian itu. 
(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada 
pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, 
dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana 
denda paling banyak lima belas juta rupiah.103 
 
Ketentuan perihal denda ini lebih diperjelas dalam Pasal 3 Perma Tipiring. 
Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP 
kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipat-
gandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.104 
Perumusan materi undang-undang tentang denda termuat dalam Pasal 10 
KUHPidana yang merupakan bentuk penghukuman berupa kewajiban pembayar-
an sejumlah uang yang nominal jumlahnya sesuai dengan ketentuan yang diatur 
dalam KUHPidana dan penyesuainnya berdasarkan Perpu No. 18 Tahun 1980. 
Tiap jumlah pidana denda yang diancamkan, baik dalam kitab undang-
undang hukum pidana, sebagaimana beberapa kali telah ditambah dan 
diubah dan terakhir dengan undang-undang Nomor 1 tahun 1960, maupun 
dalam ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum 
                                                          
103 KUHPidana, Op.cit., hlm. 122-123. 
104 PERMA RI, Loc.cit. 
71 
 
 
 
tanggal 17 Agustus 1945, sebagimana telah diubah sebelum dari 
berlakunya peraturan pengganti undang-undang ini harus dibaca dengan 
mata uang rupiah dan dilipatgandakan menjadi lima belas kali.105 
 
Suatu tindak pidana hanya akan diancamkan dengan pidana denda apabila 
dinilai tidak perlu diancamkan lagi dengan pidana penjara atau bobot pidana 
penjaranya dinilai kurang dari satu tahun. Akan tetapi bukan berarti bahwa pidana 
penjara atau kurungan dibawah satu tahun tidak dapat dijatuhkan sama sekali. 
Secara umum, pola peritungan denda dalam KUHPidana dikenal dengan istilah 
“minimum umum” dan “maksimum khusus”. Batas minimum umum pidana 
denda dalam KUHPidana, yaitu 25 sen sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 
ayat (1) yang selanjutnya diubah menjadi 3,75 (tiga rupiah tujuh puluh lima sen) 
dengan diterbitkannya Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 16 Tahun 
1960. Sedangkan, batas maksimum khusus pidana denda dalam KUHPidana 
berkisar yang tertinggi untuk kejahatan (buku II) ialah Rp 150.000,- (dahulu 
10.000 gulden) dan untuk pidana pelangaran (buku I) paling banyak adalah Rp 
75.000,- (dahulu 5000 gulden). Jadi, maksimum khusus pidana denda dalam 
KUHPidana yang paling tinggi untuk “kejahatan”  adalah dua kali lipat pidana 
denda yang diancamkan untuk “pelanggaran”.106 
Berdasarkan ketentuan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
Baru, perbuatan pidana yang tidak dapat diancam dengan minimum khusus maka 
hakim masih memiliki kebebasan menjatuhkan pidana penjara atau pidana 
                                                          
105 Pasal 1 ayat (1) UU No. 18 tahun 1960.  
106 Barda Nawawi Arief, 2008, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Prenada Media 
Group, hlm. 156. 
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kurungan dalam jangka pendek. Demikian pula denda yang tidak dibayar diganti 
dengan pidana penjara.107 Hal tersebut dikarenakan pada saat perumusan pidana 
denda diluar KUHPidana perlu memperhatikan asas-asas umum dari ketentuan 
pidana yang terdapat dalam buku I KUHPidana. Ketentuan umum dalam buku I 
turut mengatur tentang perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan 
perundang-undangan lain, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain (Pasal 
103). 
Fokus kajian dalam tulisan ini terbatas denda sebagai hukuman. Apabila 
terpidana tidak bersedia atau tidak mampu membayar denda maka denda tersebut 
kemudian dapat dikonversikan menjadi kurungan pengganti. Apabila terpidana 
yang telah memilih kurungan daripada denda kemudian berubah pikiran untuk 
membayarkan denda di tengah masa kurungannya maka perhitungan denda 
tersebut dapat menggunakan ketentuan Pasal 30 dan 31 KUHPidana. Cara peng-
hitungan jumlah denda tersebut tentunya mengikuti aturan hukum dalam 
KUHPidana dan penyesuaiannya berdasarkan Perpu No. 18 tahun 1960 dan 
PERMA No. 2 tahun 2012. 
Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini terdapat beberapa kasus 
tipiring yang sempat menjadi bahan perdebatan yang sangat fenomenal di 
kalangan masyarakat umum dan para akademisi hukum pidana. Kontroversi 
penegakan hukum pidana tersebut dikarenakan adanya ketimpangan pada nilai 
objek perkara kasus tipiring dalam KUHPidana yang nilai kerugiannya dianggap 
tidak seberapa besar jika dibandingkan dengan nilai rupiah pada saat ini. Selain 
                                                          
107 Niniek Suparni, Op.cit., hlm. 7-8. 
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itu, para pelaku tipiring juga harus melalui proses persidangan dengan acara biasa 
dan diganjar dengan hukuman yang tidak sebanding dengan nilai objek perkara-
nya. 
Upaya pembaharuan aturan hukum pidana terhadap perkara tindak pidana 
ringan ini bukan untuk menghapuskan unsur kesalahan dalam diri pelaku, namun 
merupakan usaha dari lembaga hukum untuk menyeimbangkan perbuatan yang 
dilakukan oleh pelaku dengan turut mempertimbangkan nilai dari objek perkara. 
Selain itu, aparatur hukum negara turut mempertimbangkan proses hukum yang 
sesuai dengan jenis tindak pidana ini serta penjatuhan hukuman yang memenuhi 
unsur keadilan bagi semua pihak yang berperkara pidana. 
 
B. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Ringan Dan 
Penetapan Jumlah Denda Pada Perkara Pidana Pengrusakan Barang 
Berdasarkan Putusan Nomor: 375/Pid.B/2013/ PN.Mks.  
Hukum pidana dalam arti luas terdiri dari hukum pidana (substantif atau 
material) dan hukum acara pidana (hukum pidana formal). Hukum pidana materiil 
dapat ditemukan dalam KUHPidana dan hukum pidana formal sebagai pelaksana 
hukum pidana materiil diatur dalam KUHAP. Perkara-perkara Tindak Pidana 
Ringan ditentukan bentuk perbuatannya dalam KUHPidana beserta ancaman 
hukumannya sebagai bentuk hukum pidana materialnya. Sedangkan penyelesaian 
perkara tipiring tersebut diatur dalam KUHAP sebagai hukum pidana formalnya 
dan sistem acara pemeriksaan perkaranya melalui acara pemeriksaan cepat.  
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Dalam proses penyelesaian perkara pidana terlibat banyak pihak, antara lain 
tersangka atau terdakwa, penyelidik, penyidik, Penuntut Umum, dan Penasehat 
Hukum, sedangkan hakim merupakan pihak yang netral atau tidak memihak pihak 
mana pun. Pihak-pihak ini kemudian tergabung dalam sistem dan saling ber-
hadapan yang disebut dengan sistem pemeriksaan akuisatoir (accuisatoir). Dahulu 
dipakai sistem inkuisator (inquisitoir) yang mana terdawa menjadi objek 
pemeriksaan sedangkan hakim dan penuntut umum berada pada pihak yang 
sama.108 
Sistem accuisatoir yang menjadi pedoman pada sistem peradilan acara 
pidana secara Nasional dikenal juga dengan istilah Sistem Peradilan Pidana (SPP) 
Terpadu yang sepadan dengan istilah dalam Bahasa Inggris Integrated Criminal 
Justice System (ICJS). Menurut Coffey, komponen-komponen SPP merupakan 
suatu linear sistematis yang terdiri dari tiga bagian penting dan membentuk suatu 
konfigurasi tunggal, yaitu Masukan (Input), Proses (Process), Keluaran (Output), 
dan Feedback.109 Akan tetapi, terhadap perkara-perkara tertentu tidak semua pihak 
ini kemudian saling berhadapan dalam proses penyelesaian perkara, misalnya 
pada perkara tindak pidana ringan. 
Terhadap perkara tipiring ini diberlakukan pemeriksaan dengan acara cepat. 
Bentuk pemeriksaan dengan acara cepat dalam HIR dikenal dengan isitilah 
perkara rol. Seperti halnya pemeriksaan dengan acara singkat, pemeriksaan 
dengan acara cepat juga berpedoman pada pemeriksaan acara biasa dengan 
                                                          
108 Andi Hamzah, 2004, Hukum Acara Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 61. 
109 Syukri Akub, dkk., 2012, Wawasan ‘Due Process Of Law’ Dalam Sistem Peradilan Pidana, 
Yogyakarta: Rangka Education, hlm. 62-63. 
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pengecualian tertentu. Tata cara penyelesaian kasus tindak pidana ringan pada 
sistem peradilan pidana di Indonesia melalui sistem acara pemeriksaan cepat, 
yaitu:110 
1. Pemeriksaan Perkara Pidana dengan Acara Cepat 
(a) Pengadilan menentukan hari tertentu dalam 7 (tujuh) hari untuk 
mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana 
ringan. 
(b) Hari tersebut diberitahukan pengadilan kepada penyidik supaya 
dapat mengetahui dan mempersiapkan pelimpahan berkas 
perkara tindak pidana ringan. 
(c) Pelimpahan perkara tindak pidana ringan, dilakukan penyidik 
tanpa melalui aparat penuntut umum. 
(d) Penyidik mengambil alih wewenang aparat penuntut umum. 
(e) Dalam tempo 3 (tiga) hari penyidik menghadapkan segala 
sesuatu yang diperlukan ke sidang terhitung sejak berita acara 
pemeriksaan selesai dibuat penyidik. 
(f) Jika terdakwa tidak hadir, hakim dapat menyerahkan putusan 
tanpa hadirnya terdakwa. 
(g) Setelah pengadilan menerima perkara dengan acara 
pemeriksaan tindak pidana ringan, hakim bertugas me-
merintahkan panitera untuk mencatat dalam buku register. 
(h) Pemeriksaan perkara dengan hakim tunggal. 
(i) Pemeriksaan perkara tidak dibuat BAP, karena berita acara 
pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sekaligus dianggap dan 
dijadikan BAP pengadilan. 
(j) BAP pengadilan dibuat, jika ternyata hasil pemeriksaan sidang 
pengadilan terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan berita 
acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik. 
(k) Putusan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana ringan tidak 
dibuat secara khusus dan dicatat / disatukan dalam BAP. 
Putusannya cukup berupa bentuk catatan yang berisi amar-
putusan yang disiapkan/dikirim oleh penyidik. 
(l) Catatan tersebut ditandatangani oleh hakim. 
(m) Catatan tersebut juga dicatat dalam buku register. 
(n) Pencatatan dalam buku register ditandatangani oleh hakim dan 
panitera sidang. 
2. Sidang Perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring) 
(a) Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. 
(b) Terdakwa dipanggil masuk, lalu diperiksa identitasnya. 
                                                          
110 -----, 2015, Kajian Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Proses Peradilan Pidana (Oleh: 
Leonardo O. A. Pandensolan), Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan – Mar/2015, hlm. 27-30. 
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(c) Beritahukan / jelaskan perbuatan pidana yang didakwakan ke-
pada terdakwa dan pasal undang-undang yang dilanggarnya 
(dapat dilihat dari bunyi surat pengantar pelimpahan perkara 
penyidik). 
(d) Perlu ditanya apakah terdakwa ada keberatan terhadap dakwaan 
(maksudnya menyangkal atau tidak terhadap dakwaan tsb), jika 
ada, putusan keberatan tersebut apakah diterima atau ditolak, 
dengan pertimbangan misalnya: “oleh karena keberatan 
terdakwa tersebut sudah menyangkut pembuktian, maka ke-
beratannya ditolak dan sidang dilanjutkan dengan pembuktian”. 
(e) Terdakwa disuruh pindah duduk, dan dilanjutkan dengan me-
meriksa saksi-saksi. Jika hakim memandang perlu (misal, 
karena terdakwa mungkir), maka sebaiknya saksi disumpah. 
Penyumpahan dapat dilakukan sebelum atau pun sesudah saksi 
memberikan keterangan. 
(f) Hakim memperlihatkan barang bukti (jika ada) kepada saksi dan 
terdakwa dan kemudian dilanjutan dengan pemeriksaan ter-
dakwa. 
(g) Sesudah selesai, hakim memberitahukan ancaman pidana atas 
tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa (hal ini 
dilakukan karena tidak ada acara requisitori Penuntut Umum). 
(h) Hakim harus memberi kesempatan bagi terdakwa untuk meng-
ajukan pembelaan (atau permintaan) sebelum menjatuhkan 
putusan. 
(i) Hakim menjatuhkan putusannya jika terbukti bersalah, 
rumusannya tetap berbunyi: “terbukti secara sah dan meyakinan 
besalah melakukan tindak pidana.” Jika dihukum denda, maka 
biasanya juga dicantumkan subsidernya atau hukuman peng-
ganti (apabila denda tidak dibayar bentuknya pidana kurungan). 
3. Perkara yang termasuk Tipiring (Pasal 205 ayat (1) KUHAP) 
(a) Perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan 
paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya 
Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah). 
(b) Penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 
bagian ini (Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu 
Lintas) Pasal 205 ayat (1) KUHAP. 
(c) Terhadap perkara yang diancam pidana kurungan paling lama 3 
(tiga) bulan atau denda lebih dari Rp 7.500,00 juga termasuk 
wewenang pemeriksaan tipiring (SEMA No. 18 Tahun 1983).  
4. Dasar Hukum Pemeriksaan Tipiring  
(a) Dasar hukum diatur dalam bab keenam paragraf 1 Pasal 205-
210 KUHAP. 
(b) Bagian kesatu (Panggilan dan dakwaan), Bagian kedua 
(memutus sengketa wewenang mengadili), dan Bagian ketiga 
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(Acara Pemeriksaan Biasa) Bab XVI sepanjang tidak 
bertentangan dengan paragraf 1 diatas. 
(c) Pasal-pasal dalam KUHP yang memuat ancaman pidana penjara 
atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda 
sebanya-banyaknya Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah), 
pasal 205 ayat (1) KUHAP. 
(d) Peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya 
yang termasuk wewenang tipiring berdasarkan KUHAP jo. 
SEMA No. 18 Tahun 1983. 
5. Prosedur Pemeriksaan Perkara Tipiring 
(a) Penyidik atas kuasa hukum penuntut umum, dalam waktu 3 
(tiga) hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, 
menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli, 
dan/atau juru bahasa ke sidang pengadilan (Pasal 205 ayat (2) 
KUHAP). 
(b) Jaksa Penuntut Umum dapat hadir di persidangan dengan 
sebelumnya menyatakan keinginannya untuk hadir pada sidang 
(Pedoman Pelaksana Tugas Administrasi Pengadilan Buku II, 
Catatan ke-5, MA RI, 2004). 
(c) Pengadilan mengadili dengan Hakim Tunggal, pada Tingkat 
pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhan pidana 
perampasan kemerdekaan terdakwa dapat banding (Pasal 206 
ayat (3) KUHAP). 
(d) Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk 
mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tipiring (Pasal 206 
KUHAP). 
(e) Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa 
tentang hari, tanggal, jam, dan tempat ia harus menghadap 
sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh 
penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke 
pengadilan (Pasal 207 ayat (1) KUHAP). 
(f) Perkara tipiring yang diterima harus disidangkan pada hari 
sidang itu juga (Pasal 207 ayat (1) KUHAP). 
(g) Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat 
dalam buku register semua perkara yang diterimanya, dengan 
memuat nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis 
kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan 
terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya (Pasal 207 ayat 
(2) butir a dan b KUHAP). 
(h) Perkara tipiring dicatat dalam register induk khusus untuk itu 
Pasal 61 UU No. 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, 
register perkara cepat terdiri dari tipiring dan lantas. 
(i) Saksi tidak disumpah/janji, kecuali hakim menganggap perlu 
(Pasal 208 KUHAP). 
6. Putusan Perkara Tipiring 
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(a) Tidak dibuatkan surat putusan secara tersendiri, melainkan 
dicatat dalam daftar catatan perkara kemudian panitera mencatat 
dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim dan 
panitera (Pasal 209 ayat (1) KUHAP). 
(b) Putusan dijatuhkan pada hari yang sama dengan hari 
diperiksanya perkara itu juga, toleransi penundaan dapat di-
lakukan apabila ada permohonan dari terdakwa. 
(c) Putusan pemidanaan dapat dijatuhkan cukup dengan keyakinan 
hakim yang didukung satu alat bukti yang sah (Penjelasan Pasal 
184 KUHAP). 
(d) SEMA No. 9 Tahun 1983: sifat “cepat” itu menghendaki agar 
perkara tidak sampai tertunggak, disamping itu situasi serta 
kondisi masyarakat belum memungkinkan apabila untuk semua 
perkara tipiring terdakwa diwajibkan hadir pada waktu putusan 
diucapkan, maka perkara-perkara cepat (baik tipiring maupun 
lantas) dapat diputus diluar hadirnya terdawa (verstek) dan Pasal 
214 KUHAP berlaku untuk semua perkara yang diperiksa 
dengan acara cepat. 
(e) Terhadap putusan verstek sebagaimana tersebut dalam poin 
diatas, yang berupa pidana perampasan kemerdekaan, terpidana 
dapat mengajukan perlawanan (verzet) ke pengadilan negeri 
yang memutuskan perkara tersebut: 
i Panitera memberitahukan penyidik adanya perlawanan/ 
verzet; 
ii Hakim menetapkan hari sidang perlawanan; 
iii Perlawanan diajukan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah 
putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa; 
iv Terhadap putusan pengadilan dalam perkara tipiring yang 
menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan dapat 
dijatuhan banding ke pengadilan tinggi. 
 
Sebelum membahas bagaimana penerapan hukum pidana materil dalam 
perkara tindak pidana ringan terhadap kasus tindak pidana pengrusakan barang, 
maka terlebih dahulu Penulis akan menjelaskan pemahaman umum tentang 
hukum pidana materiil. Hukum pidana materiil (Belanda: materiele Strafrecht; 
Inggris: Substantive Criminal Law). Hukum pidana materiil memuat norma atau 
kaidah, yaitu aturan-aturan sebagai pedoman untuk bersikap dan bertindak dalam 
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masyarakat. Norma-norma ini bersifat perintah atau larangan.111 Lebih lanjut Van 
Hamel menjelaskan bahwa hukum pidana materiil itu menunjukkan asas-asas dan 
peraturan-peraturan yang mengkaitan pelanggaran hukum itu dengan hukuman.112 
Hukum pidana materiil merupakan salah satu sumber hukum yang 
menentukan isi suatu peraturan atau kaidah hukum yang mengikat setiap orang. 
Sumber hukum maateriil berasal dari perkembangan aturan hukum di masyarakat, 
pendapat umum, kondisi sosial-eonomi, sejarah, agama, moral, geografis, politik 
hukum, dan lain-lain. Hukum materiil ini merupakan faktor yang mempengaruhi 
materi atau isi dari aturan-aturan hukum. Pengertian sumber hukum materiil 
menurut Tirtamidjaja, yaitu: 
Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan 
pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana 
untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat 
menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.113 
 
Pada hakikatnya, hukum pidana materiil berisi larangan atau perintah yang 
jika tidak dipatuhi akan diancam dengan sanksi. Adapun hukum pidana formil 
menunjukkan bentuk dan jangka waktu yang mengikat pada saat pemberlakuan 
hukum pidana materiil. Hakim dalam memeriksa perkara pidana wajib mencari 
dan membuktikan kebenaran hukum materiil suatu perbuatan pidana berdasarkan 
fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP 
                                                          
111 Fran Maramis, 2013, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Jakarta: PT 
RajaGrafindo Persada, hlm. 7. 
112 www.aai.or.id., Marwan Effendy, 2001, Pengaturan Integrated Criminal Justice System Di 
Dalam RUU KUHAP, Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, Bab. I. 
113 Leden Marpaung, 2008, Asas-Teori-Pratik-Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 2. 
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telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang 
serta ada lima macam alat-alat bukti yang sah, yakni: 
a. Keterangan Saksi 
Salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan 
dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia 
lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari 
pengetahuannya itu.114 
 
Aturan hukum yang berkaitan dengan keterangan saksi telah dijelaskan dalam 
Pasal 1 butir 27 KUHAP. Selain itu, dalam hal penetapan seseorang yang 
akan dijadikan saksi dalam proses peradilan acara pidana guna dimintai ke-
terangannya pada suatu perkara pidana harus memenuhi syarat dan ketentuan 
yang termuat dalam Pasal 1 butir 26 dan Pasal 185 KUHAP. Pada Pasal 1 
butir 26, menjelaskan bahwa: 
Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna 
kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu 
perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami 
sendiri.115 
 
Selanjutnya, dalam Pasal 185 KUHAP 
1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan 
di sidang pengadilan. 
2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan 
bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan 
kepadanya. 
3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku 
apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. 
4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang 
suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat 
bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu 
                                                          
114 Pasal 1 butir 27 KUHAP. 
115 KUHAP, Ibid., Pasal 1 butir 26. 
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dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan 
adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. 
5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil 
pemikiran saja, bukan merupakan keterangan ahli. 
6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus 
dengan sungguh-sungguh memperhatikan: 
a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; 
b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; 
c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi 
keterangan yang tertentu; 
d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang 
pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya 
keterangan itu dipercaya; 
7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu 
dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila 
keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah 
dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.116 
 
b. Keterangan Ahli 
Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian 
khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu 
perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.117 
Pada Pasal 1 butir 28 KUHAP menjelaskan mengenai keterangan ahli, 
dimana berkaitan dengan keterangan menurut pasal ini diberikan oleh seorang 
ahli yang memiliki keahlian khusus dalam hal perkara pidana yang sedang 
atau akan dilakukan proses peradilan acara pidananya sebagaimana yang 
termuat pada Pasal 186 KUHAP guna kepentingan pemeriksaan menurut cara 
yang diatur dalam undang-undang. Dalam hal keterangan ahli memiliki sifat 
yang tidak mengikat dikarenakan pada alat bukti jenis ini boleh dipakai atau 
tidak dalam hal pembuktian pada kasus pidana. 
                                                          
116 Ibid., Pasal 185. 
117 Ibid., Pasal 1 butir 28. 
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c. Surat 
Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat 
atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah : 
(a) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh 
pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, 
yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang 
didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan 
alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; 
(b) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang 
termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya 
dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu 
keadaan; 
(c) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat 
berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu 
keadaan yang diminta secara resmi dari padanya; 
(d) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan 
isi dari alat pembuktian yang lain. 
 
Penjelasan pada Pasal 187 KUHAP ini, bahwa surat merupakan pembawa 
tanda tangan bacaan yang berarti menerjemahkan suatu isi pkiran. Kata surat 
secara umum adalah foto dan peta yang tidak memuat tanda bacaaan. Adapun 
contoh-contoh dari alat bukti surat itu, adalah Berita Acara Pemeriksaan 
(BAP) yang dibuat oleh polisi, BAP Pengadilan, Berita Acara Penyitaan, 
Surat Perintah Penahanan, Surat Izin Penggeledahan, Surat Izin Penyitaan, 
dan lain-lainnya.118 
 
d. Petunjuk 
Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena 
persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun 
dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi 
suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.119 
 
                                                          
118 Andi Asmaraeni, Op.cit., hlm. 56. 
119 KUHAP, Loc.cit., Pasal 188 ayat (1) 
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Berkaitan dengan petunjuk yang telah dijelaskan dalam Pasal 188 ayat (1), 
bersumber dari tiga alat bukti. Lebih lanjut hal ini telah dijelaskan pada Pasal 
188 ayat (2), bahwa: 
Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh 
dari : 
(a) keterangan saksi; 
(b) surat; 
(c) keterangan terdakwa. 
 
Selanjutnya, ketentuan aturan hukum dalam hal petunjuk sebagai alat bukti 
yang diperoleh pada perkara pidana harus memenuhi unsur pokok yang 
termuat pada Pasal 188 ayat (3). 
Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap 
keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana 
setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan 
kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya. 120 
 
e. Keterangan Terdakwa 
1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang 
tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri 
atau alami sendiri. 
2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat 
digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan 
keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang 
mengenai hal yang didakwakan kepadanya. 
3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya 
sendiri. 
4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa 
ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, 
melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.121 
 
                                                          
120 Ibid. 
121 KUHAP, Ibid., Pasal 189. 
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Unsur-unsur pokok yang berkaitan dengan keterangan terdakwa yang telah 
dijelaskan pada Pasal 189 harus terpenuhinya ketentuan aturan hukum yang 
dinyatakan oleh terdakwa mengenai perbuatan yang ia lakukan, ia ketahui, 
dan ia alami yang melalui proses pemeriksaan terdakwa ini merupakan bagian 
akhir dari proses pembuktian di muka pengadilan. 
Selain unsur-unsur pokok yang telah dijelaskan diatas perihal pembuktian 
dengan mengumpulkan alat bukti dalam hukum materiil, maka hakim turut juga 
berpedoman pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum 
(JPU). Surat dakwaan adalah surat yang memuat perumusan tindak pidana yang 
didakwakan kepada terdakwa, perumusan ditarik dan disimpulkan dari hasil 
pemeriksaan dan penyidikan yang dihubungkan dengan rumusan pasal tindak 
pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa dan surat dakwaan 
tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang di 
pengadilan.122 
Akan tetapi, pada jenis tindak pidana ringan terdapat beberapa unsur khusus 
yang membedakan antara sistem acara cepat pada perkara tipiring dengan sistem 
acara pidana lainnya. Pada perkara tipiring yang menerapkan sistem pemeriksaan 
acara cepat tidak diperlukan surat dakwaan dalam pelimpahan perkara pidana ke 
pengadilan untuk proses persidangannya. 
Sebagaimana yang telah Penulis jelaskan diatas, bahwa pada tahap register 
di pengadilan untuk kasus tindak pidana ringan turut menyertakan persyaratan 
                                                          
122 Andi Asmaraeni, Op.cit., hlm. 57. 
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administratif seperti dalam persyaratan pemberkasan surat dakwaan yang 
dijelaskan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yaitu: 
Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan 
ditandatangani serta berisi : 
(a) nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis 
kelamin,kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka; 
(b) uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang 
didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu 
dilakukan. 
 
Ketentuan ini guna memberikan kepastian hukum dalam mengadili perkara 
tipiring menurut acara pemeriksaan cepat dengan tidak memerlukan surat 
dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum dalam sistem pemeriksaan dengan 
acara biasa, melainkan tindak pidana yang didakwakan cukup ditulis dalam buku 
register yang sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 207 ayat (2) huruf a 
KUHAP, bahwa: 
Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera pencatat dalam buku 
register semua perkara yang diterimanya. 
Selanjutnya, pada Pasal 207 ayat (2) huruf b KUHAP. 
Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau 
tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan 
pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwaan kepadanya. 
Pada hasil penelitian dalam skripsi ini, Penulis mendapatkan sebuah kasus 
yang berkaitan dengan tindak pidana ringan terhadap kasus pengrusakan barang 
dalam Putusan Nomor 375/Pid.B/2013/PN.Mks. Sebelum Penulis menguraikan 
mengenai tepat atau tidaknya penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana 
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pengrusakan barang tersebut, maka perlu diketahui terlebih dahulu Posisi Kasus, 
Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Tuntutan Penuntut Umum, dan Amar 
Putusan, yang Penulis akan uraikan sebagai berikut: 
1. Posisi Kasus 
Pengadilan Negeri Makassar, yang memeriksa dan mengadili 
perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat 
pertama, dalam perkara terdakwa: 
Nama Lengkap : Abd. Rachim Dg. Lili 
Tempat Lahir : Makassar 
Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun/5 Mei 1962 
Jenis Kelamin : Laki-laki 
Kebangsaan  : Indonesia 
Tempat Tinggal : Jalan Landak Baru Lorong I No. 28 Makassar 
Agama : Islam 
Pekerjaan  : Buruh Harian 
Delik pengrusakan ini terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Maret 
2012 Terdakwa melihat bahwa dilahan milik Nahong (Kakek Terdakwa) 
di Jalan Bonto Lanra, Kelurahan Banta Bantaeng, Kec. Rampocini, Kota 
Makassar, dipasang Papan Bicara yang berbunyi “TANAH INI MILIK 
HARIADI WINANTEA”. Melihat tanah yang menjadi harta warisnya 
dipasang Papan Bicara yang berbunyi “TANAH INI MILIK HARIADI 
WINANTEA”, terdakwa tidak dapat menerima, sehingga Terdakwa 
berusaha untuk mencabut papan bicara tersebut. Oleh karena papan bicara 
tersebut di beton, maka Terdakwa berusaha membongkar beton tersebut 
dengan cara memukul-mukul pondasi beton dengan palu berulangkali 
sampai pondasi tempat papan bicara tersebut menjadi hancur, hingga 
papan bicara dapat terlepas dari pondasinya. Setelah papan bicara terlepas 
dari pondasinya, papan bicara tersebut selanjutnya Terdakwa bawa ke 
Rumah Ketua RK yaitu Daeng Sewang, namun karena Dg. Sewang tidak 
mau menerima maka papan bicara tersebut selanjutnya dibawa ke Kantor 
Lurah Banta Bantaeng oleh Kakak Terdakwa yang bernama H. Syamsudin 
Nyomba. Dari bukti fisik papan bicara tidak tampak adanya kerusakan 
sehingga masih layak untuk digunakan kembali. Papan bicara tersebut 
adalah milik saksi Hariadi Winantea yang mengaku memiliki tanah 
tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 102 yang dibelinya dari Ny. 
Andi Fatmawati. Sedangkan Terdakwa mengakui bahwa tanah tersebut 
adalah milik kakek terdakwa berdasarkan Rincik Kohir 666 CI, Persil 41a, 
SI Luas 0,615 Ha atau 6150 m2 atas nama Nahong. 
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2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) 
Surat dakwaan merupakan dasar atau landasan pemeriksaan perkara dalam 
sidang di pengadilan. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus ber-
sikap cermat atau teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi kekurangan dan/atau ke-
keliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam 
dakwaan tidak berhasil dibuktikan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga harus 
mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana/delik yang didakwakan secara 
jelas, dalam artian rumusan unsur-unsur delik harus dapat dipadukan dan dijelas-
kan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. 
Dengan kata lain uraian unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam pasal 
yang didakwakan harus dapat dijelaskan atau digambarkan dalam bentuk fakta 
perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga dalam uraian unsur-unsur 
dakwaan dapat diketahui secara jelas apakah terdakwa dalam melakukan tindak 
pidana yang didakwakan tersebut sebagai pelaku (pleger), pelaku peserta 
(medepleger), penggerak (uitlokker), penyuruh (doen pleger) atau hanya sebagai 
pembantu. Terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik 
yang disebut dalam dakwaan. Jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak 
disebut dalam dakwaan, maka ia tidak dapat dipidana. Dakwaan yang dijadikan 
pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang 
pengadilan. 
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya 
disebut KUHAP, tidak pernah diatur berkenaan dengan bentuk dan susunan dari 
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surat dakwaan. Sehingga dalam praktek hukum, masing-masing penuntut umum 
dalam menyusun surat dakwaan pada umumnya dipengaruhi oleh strategi dan rasa 
seni sesuai dengan pengalaman prakteknya masing-masing, namun demikian tetap 
berdasarkan pada persyaratan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP.123 
Pada perkara Nomor 375/Pid.B/2013/PN.Mks. ini, tindak pidana yang 
didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), yaitu: 
Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, 
Terdakwa didakwa sebagai berikut: 
Bahwa ia terdakwa ..............................., pada hari Minggu tanggal 
18 Maret 2012 sekitar jam 09.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-
waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Jl. Bonto Lanra Kelurahan 
Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar atau setidak-
tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
Makassar, dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, 
merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang 
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni lk. 
HARIADI WINANTEA, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan 
cara-cara sebagai berikut : 
- Bahwa saksi pelapor HARIADI WINANTEA adalah pemilik 
sebidang tanah yang terletak di Jln. Bonto Lanra Kelurahan Banta-
bantaeng, Kecamatan Rappocini Kota Makassar dengan luas 6252 
m2 (enam ribu dua ratus lima puluh dua meter persegi) berdasarkan 
Sertifikat Hak Milik Nomor 102, Gambar Situasi No. 1404 tanggal 
17 Februari 1977 berdasarkan Akta Jual Beli antara saksi pelopor 
dengan Ny. ANDI FATMAWATI ALIMIN Nomor 495/NHDNS/ 
TMLT/VII/97, tanggal 19 Juli 1997 yang dibuat oleh Notaris 
HENDRIKA DWE NS, SH. 
- Selanjutnya saksi pelapor memasang pagar kawat berduri pada batas 
tanah miliknya tersebut diatas dan memasang papan bicara yang 
bunyinya “TANAH INI MILIK HARIADI WINANTEA SHM No. 
102 THN 1977 PERSIL No. 41 a. SI/756 CI.GS.NO. 1404/1977 
LUAS 6252 M2 KEELURAHAN BANTA-BANTAENG KEC. 
RAPPOCINI” dan papan bicara tersebut pondasinya terbuat dari 
beton, kemudian terdakwa datang dilokasi tanah tersebut diatas lalu 
memukul-mukul pondasi beton tempat berdirinya papan bicara 
tersebut secara berulang kali dengan menggunakan palu sampai 
pondasi tempat papan bicara tersebut menjadi hancur sehingga papan 
                                                          
123 Andi Asmaraeni, Op.cit., hlm. 61-62. 
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bicara tersebut roboh ketanah dan pondasi beton tersebut tidak dapat 
dipergunakan lagi. 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 
406 ayat (1) KUHP. 
 
3. Tuntutan Penuntut Umum 
Tuntutan Penuntut Umum merupakan permohonan Penuntut Umum kepada 
Majelis Hakim ketika hendak mengadili suatu perkara. Adapun tuntutan Penuntut 
Umum pada perkara tindak pidana pengrusakan barang Nomor: 375/Pid.B/2013/ 
PN.Mks. pada tanggal 13 Juni 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis 
Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut: 
1) Menyatakan Terdakwa ............................... bersalah melakukan tindak 
pidana “Pengrusakan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 
Pasal 406 ayat (1) KUHP; 
2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ........................... dengan 
pidana penjara selama 1 (satu) bulan; 
3) Menetapkan barang bukti berupa: 
- Bongkaran Pondasi Beton tempat berdrinya Papan bicara 
dirampas untuk dimusnahkan; 
- 1 (satu) buah Papan Bicara, dikembalikan kepada yang berhak 
yaitu Hariadi Winantea; 
4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 
2.000,- (Dua ribu rupah) 
 
4. Amar Putusan 
Dalam perkara tindak pidana ringan Nomor: 375/Pid.B/2013/PN.Mks. 
terjadi proses hukum lanjutan, yakni proses kasasi yang dilakukan oleh Jaksa 
Penuntut Umum melalui putusan Nomor 1426 K/PID/2013. Berdasarkan hal 
tersebut Penulis akan memaparkan amar putusan kedalam dua bagian, yaitu: 
a. Pengadilan Negeri sebagai Peradilan Tingkat Pertama;  
90 
 
 
 
b. Mahkamah Agung sebagai Peradilan Tingkat Kasasi/Akhir. 
Hal ini dikarenakan untuk memberikan bahan pertimbangan kepada Penulis dalam 
menganalisis sikap hakim dan jaksa penuntut umum pada putusan perkara tindak 
pidana ini. 
Ad. a. Putusan Pengadilan Negeri 
MENGADILI : 
(1) Menyatakan Terdakwa ....................... tidak terbukti bersalah secara 
sah dan meyakinkan perbuatan pidana sebagaimana yang didawakan 
kepadanya; 
(2) Membebaskan Terdakwa ...................... oleh karena itu dari segala 
dakwaan; 
(3) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan hak 
serta martabatnya; 
(4) Memerintahkan barang bukti berupa: 
- Bongkaran pondasi beton tempat berdirinya papan bicara, 
dimusnahkan; 
- 1 (satu) buah papan bicara yang berbunyi “TANAH INI MILIK 
HARIADI WINANTEA” dikembalikan kepada saksi HARIADI 
WINANTEA. 
(5) Membebankan biaya perkara ini kepada negara sebesar Rp. 1.000,- 
(seribu rupiah). 
Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis 
Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari SELASA Tanggal 30 JULI 
2013 oleh kami ISJUAEDI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, PUDJO 
UNGGUL W., SH., M.H., dan JANVERSON SINAGA, SH., MH., 
masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam 
sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim 
tersebut dengan dibantu oleh ABD. RAHMAN SALAM, SH., sebagai 
Panitera Pengganti dan dihadiri, JULIANTI BATOARUNG, SH., Jaksa 
Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya. 
 
Ad. b. Putusan Kasasi Mahkamah Agung 
MENGADILI : 
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut 
Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut; 
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Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 375/ 
Pid.B/2013/PN.Mks., tanggal 30 Juli 2012; 
MENGADILI SENDIRI: 
Menyatakan Terdakwa ......................., terbukti melakukan perbuatan 
yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan 
merupakan tindak pidana; 
Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum; 
Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan 
harkat serta martabatnya; 
Menyatakan barang bukti berupa: 
- Bongkaran Pondasi Beton tempat berdirinya Papan bicara, 
dimusnahkan; 
- 1 (satu) buah Papan Bicara yang berbunyi “TANAH INI MILIK 
HARIADI WINANTEA”, dikembalikan kepada yang berhak, yaitu 
saksi Hariadi Winantea;  
Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara; 
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah 
Agung pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 oleh TIMUR P. 
MANURUNG, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua 
Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. T. GAYUS 
LUMBUUN, S.H., M.H. dan Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., 
M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam 
sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua 
Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh 
RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh 
Penuntut Umum dan Terdakwa. 
 
Adapun pada perkara tindak pidana pengrusakan barang ini, Jaksa Penuntut 
Umum (JPU) melakukan upaya hukum lanjutan melalui Permohonan Kasasi 
terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 375/Pid.B/2013/PN.Mks. 
melalui putusan kasasi oleh Mahkamah Agung Nomor 1426 K/PID/2013. Pada 
Memori Kasasi yang tertanggal 21 Agustus 2013, JPU mengajukan alasan-alasan 
yang pada pokoknya sebagai berikut: 
(1) Bahwa Judex Facti tidak cukup memberi pertimbangan (Onvoldoende 
Gemotiveerd) dan terlebih lagi Judex Facti tidak menerapkan hukum 
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atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam kasus ini 
(in casu); 
(2) Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri Makassar) yang telah men-
jatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam 
memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan 
yakni putusan Majelis Judex Facti, membebaskan Terdakwa dari 
dakwaan adalah putusan bebas yang tidak murni dan bukan merupakan 
putusan bebas murni sebagaimana diatur dalam Pasal 191 Ayat (1) 
KUHAP. Pendapat tersebut dikemukakan karenanya ada perbuatan 
(delik) yang dilakukan oleh Terdakwa; 
(3) Selanjutnya Judex Facti Pengadilan Negeri Makassar dalam 
memeriksa dan mengadili perkara tersebut, pertimbangan yang dibuat 
dan disusun hanya menitik beratkan kepada keterangan Terdakwa; 
Sedangkan KUHAP mengatur mengenai alat bukti yang menjadi acuan 
dalam pertimbangan setiap putusan yaitu: 
a. Keterangan Saksi; 
b. Surat; 
c. Keterangan Terdakwa; 
(4) Bahwa penerapan hukum dalam pertimbangan hukum Majelis Judex 
Facti sangat keliru menafsirkan Pasal 406 KUHP “Barang siapa.....di-
ancam dengan pidana......dan seterusnya; 
(5) Bahwa kekeliruan Judex Facti dalam penerapan hukum perkara a quo 
adalah tidak menerapkan Pasal 184 KUHAP sebagaimana mestinya, 
yaitu dikesampingkannya bukti surat dan saksi-saksi dalam perkara a 
quo, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan kepastian hukum dalam 
Negara tercinta. 
 
5. Analisis Penulis 
Dalam hukum pidana, setiap perbuatan dapat dikategorikan tindak pidana 
maka harus memenuhi unsur delik (kejahatan dan pelanggaran) yang pada 
dasarnya terikat pada asas legalitas (nullum delictum) yang mana dirumuskan 
dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 1 ayat (1) KUHPidana yang 
berbunyi sebagai berikut: 
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Tiada suatu perbuatan pidana yang dapat dipidana, kecuali berdasarkan 
kekuatan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada 
sebelumnya. 
Ketentuan aturan hukum dalam pasal ini menjelaskan bahwa tiada suatu perbuatan 
pidana yang dapat dihukum, melainkan atas kekuatan dari ketentuan perundang-
undangan pidana secara tertulis yang ada terdahulu dari perbuatan itu. Apabila 
salah satu unsur dari suatu perbuatan pidana tersebut tidak terpenuhi, maka per-
buatan pidana tersebut tidak dapat dikategorikan kedalam delik atau perbuatan 
pidana. 
Berdasarkan uraian diatas mengenai penerapan hukum pidana materiil oleh 
Majelis Hakim, Penulis berpendapat bahwa penerapan hukum pidana materiil 
terhadap tindak pidana pengrusakan barang dalam perkara putusan Nomor 375/ 
Pid.B/2013/PN.Mks. serta putusan kasasi Nomor 1426 K/PID/2013 telah sesuai 
dengan delik yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dalam unsur-unsurnya 
telah mencocoki rumusan delik dan terdakwa harus mempertanggungjawabkan 
perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhan oleh Majelis Hakim. Akan tetapi, 
dari unsur-unsur pidana yang terpenuhi tersebut terdapat pula adanya alasan 
pembenar dan alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. 
Untuk membuktikan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan 
suatu tindak pidana atau perbuatan melawan hukum, maka perbuatan terdakwa 
tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan 
kepadanya. Adapun unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam perkara tindak 
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pidana ini sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum bahwa terdakwa 
telah melanggar aturan hukum dalam Pasal 406 KUHPidana dengan ketentuan 
pokok sebagai berikut: 
1. Dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, mem-
bikin tak dapat dipakai atau menghilang barang sesuatu; 
2. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. 
Pembuktian unsur-unsur pada Pasal 406 yang sebagaimana didakwakan JPU 
dalam perkara pidana pengrusakan barang ini harus didasarkan atas fakta-fakta 
yang terungkap dipersidangan, melalui keterangan saksi-saksi yang disumpah dan 
keterangan terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya dalam surat 
dakwaan Jaksa Penuntut Umum. 
Unsur-unsur dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, 
merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu 
dalam putusan perkara Nomor 375/Pid.B/2013/PN.Mks. yang telah terungkap 
dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri 
yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada tanggal 18 Maret 2012 
terdakwa Abd. Rachim Dg. Lili telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
melakukan tindakan pengrusakan terhadap pondasi beton tempat berdirinya papan 
bicara milik saksi korban Hariadi Winantea dengan cara memukul-mukul hingga 
hancur menggunakan palu-palu seorang diri dan selanjutnya pada tanggal 22 April 
2012 terjadi tindakan pemagaran atas tanah tersebut yang berlokasi di Jalan Bonto 
Lanra Kelurahan Banta-Bantaeng Kec. Rappocini Kota Makassar oleh terdakwa 
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berdasarkan pernyataan yang disampaikan saksi Salasa Albert, dikarenakan 
ditanah tempat berdirinya papan bicara tersebut merupakan milik alm. kakek 
terdakwa bernama Nahong sesuai dengan Surat Pendaftaran Sementara Tanah 
Milik Indonesia Kohir 666 CI, Persil 41 a, SI Luas 0,615 Ha atau 6150 m2, namun 
saksi korban Hariadi Winantea menyatakan bahwa papan bicara tersebut dipasang 
diatas tanah miliknya yang didasarkan pada Surat Hak Milik (SHM) Nomor 102 
dengan luas 6252 m2 yang dibeli dari Ny. Andi Fatmawati, dengan adanya 
tindakan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut mengakibatan saksi korban 
merasa dirugikan dengan nilai kerugian sebesar Rp 281.628,55 dari hasil 
rekapitulasi perhitungan saksi ahli Ir. Salim, MT yang dinyatakan dalam surat 
dakwaan JPU. 
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka diperoleh 
bukti bahwa dalam melakukan tindakan pengrusakan pondasi beton tempat 
berdirinya papan bicara milik saksi korban Hariadi Winantea yang dilakukan 
sendiri oleh terdakwa Abd. Rachim Dg. Lili dengan mengunakan palu-palu guna 
mencabut papan bicara tersebut dari pondasi betonnya kemudian dibawa ke rumah 
Dg. Sewang selaku ketua RK namun tidak mau menerima papan bicara tersebut 
sehingga kemudian dibawa ke kantor Lurah Banta-Bantaeng oleh kakak terdakwa 
yang bernama H. Syamsuddin Nyomba. Unsur pembuktian pada perbuatan yang 
dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah terbukti melanggar ketentuan aturan 
hukum yang termuat dalam Pasal 406 KUHPidana. Akan tetapi, pada kasus ini 
terdapat pula fakta-fakta di persidangan yang menjadi alasan pembenar atau 
pemaaf terhadap tindak pidana yang didakwakan sehingga tidak menutup 
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kemungkinan bahwa hakim dalam putusannya di persidangan membebaskan ter-
dakwa dari segala tuntutan yang didakwakan pada diri terdakwa oleh Penuntut 
Umum. 
Hal-hal yang menjadikan pertimbangan hakim dalam putusannya yang 
membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum yang didakwakan kepadanya 
meskipun perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti melanggar ketentuan pokok 
dalam Pasal 406 KUHPidana, adalah adanya alasan pembenar yang dijadikan 
unsur pemaaf oleh hakim dalam putusannya. Alasan-alasan tersebut berkaitan 
dengan tidak terpenuhinya usur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” 
yang terdapat pada ketentuan pokok perbuatan pidana di poin 2 dalam Pasal 406 
KUHPidana sebagaimana yang telah Penulis jelaskan diatas. Tindakan terdakwa 
yang mencabut papan bicara milik saksi korban Hariadi Winantea dilakukan atas 
dasar pengertian bahwa tanah tempat berdirinya papan bicara adalah hak waris 
terdakwa atas tanah yang merupakan milik alm. Kakek terdakwa yang bernama 
Nahong berdasarkan rincik kohir 666 CI, persil 41 a,SI. Oleh karena itu, kepastian 
hukum agar terdakwa dapat dijatuhi hukuman telah melanggar ketentuan Pasal 
406 tidak terbukti karenanya pada kasus ini masih terdapat sengketa kepemilikan 
atas tanah antara terdakwa dan saksi korban yang harus ditetapkan terlebih dahulu 
status kepemilikan tanahnya. Selain itu, menurut Penulis masih terdapat alasan 
pemaaf lainnya yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan 
perkara ini, adalah kurang sempurnanya tuntutan yang dibuat oleh JPU dalam 
Surat Dakwaannya pada perkara pidana tersebut. 
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Pada perkara ini, Penulis juga memandang bahwa tuntutan JPU pada 
perkara tindak pidana pengrusakan barang ini mengesampingkan unsur keadilan 
bagi pihak terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pihak korban atas 
kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan pidana tersebut. Hal ini dikarenakan, 
dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum tidak mempertimbangkan 
besaran nominal dari nilai objek perkara pidananya sebagaimana yang termuat 
dalam ketentuan aturan hukum pada PERMA RI No. 2 Tahun 2012.  Serta upaya 
kasasi yang dilakukan oleh Penuntut Umum pada kasus ini tidak mencerminkan 
asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya murah. 
Penyelesaian acara pidana pada kasus tersebut masih menerapkan sistem 
pemeriksaan biasa, hal ini dikarenakan belum efektifnya penerapan Peraturan 
Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 ini pada lembaga hukum secara nasional 
terhadap penyelesaian kasus pidana ringan dalam KUHPidana. Kelemahan yang 
mendasar dalam penerapan perma ini adalah regulasi itu hanya merupakan 
peraturan (regeling) yang mengikat untuk internal hakim-hakim di lingkungan 
MA, yakni di Pengadilan Negeri (PN) dan PengadilanTinggi (PT). Konsekuensi-
nya, Ketua Pengadilan dalam melihat kasus tindak pidana turut mempertimbang-
kan nilai objek sengketa pidananya ketika menerima pelimpahan perkara pencuri-
an, penipuan, penggelapan, dan penadahan dari jaksa penuntut umum. 
Bila didasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP), kasus pidana harus terlebih dahulu melalui dua pintu yakni penyidikan 
di Kepolisian dan penuntutan di Kejaksaan. Persoalannya dua institusi hukum ini 
tidak terikat oleh perma tersebut. Kedua institusi hukum itu juga belum merespon 
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secara positif atas perma, misalnya dengan menindak lanjuti di level bawah yaitu 
Kepolisian dan Kejaksaan dalam memproses kasus tipiring. Pendapat yang sama 
dengan penjelasan diatas disampaikan pula oleh Roeslan Saleh sebagai berikut: 
Seperti diketahui, menurut sistem acara pidana suatu perkara pidana pada 
dasarnya tidak akan sampai kepada Kejaksaan tanpa melewati Kepolisian; 
dan hakim akan diikutsertakan dalam acara bilamana kejaksaan ber-
pendapat bahwa perkara itu perlu diadili (asas subsidiaritas). Hal ini ber-
arti bahwa badan kepidanaan yang satu akan meneruskan “perkara” ke-
pada badan berikutnya hanya bilamana baik dari segi prevensi umum 
maupun dari segi-segi prevensi khusus, ataupun karena pertimbangan-
pertimbangan bahwa ketidaktenangan yang ditimbulkan oleh delik itu, 
adalah benar-benar perlu diteruskan supaya dapat diselesaian dengan 
hukum pidana, maka polisi akan memberikan peringatan kepada yang 
bersangkutan tanpa meneruskan perkara itu kepada kejaksaan.124 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah Penulis lakukan pada tanggal 10 
Februari 2017 di Kejaksaan Negeri Makassar dengan mewawancarai secara 
langsung Ibu Julianti Batoarung, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada 
kasus tindak pidana pengrusakan barang dengan Putusan Nomor 375/Pid.B/2013/ 
PN.Mks. Pada wawancara tersebut, JPU menyatakan bahwa: 
Dalam amar putusan Pengadilan Negeri pada perkara ini tidak member-
lakukan ketentuan perma tipiring secara langsung, namun jika saya 
melihat sikap hakim pada waktu persidangan kasus ini sudah mulai 
mengarahkan pada perma tipiring melalui PH-nya (Pertimbangan Hakim) 
waktu itu. Pada saat persidangan kasus ini, ketentuan perma tipiring belum 
diberlakukan secara efektif di Kejaksaan karena tidak ada nota kese-
pahaman (MoU) antara Mahkamah Agung dengan Kejaksaan mengenai 
perma ini. 
 
 
                                                          
124 www.bphn.go.id., -----, 2015, Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hlm. 99-100. [06/04/2017] 
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Lebih lanjut, JPU menjelaskan bahwa: 
MoU baru diterima oleh Kami di Kejaksaan dan mulai berlaku secara 
efektif antara tahun 2014 dan 2015. Jadi, jika ada perkara yang masuk 
kategori tipiring dibawah 2.500.000,- maka Kejaksaan akan langsung 
menolak penyelidikan kasus itu supaya perkaranya tidak perlu dilimpah-
kan sampai ke pengadilan hanya cukup di selesaikan di Kepolisian. 
 
Oleh karena itu, agar pelaksanaan perma tersebut bisa dipahami dan diikuti 
Penyidik, Penuntut Umum hingga dapat diselesaikan di luar Pengadilan. Forum 
Sekretariat Bersama Mahkumjakpol yang beranggotakan Mahkamah Agung, 
Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, dan Polri berencana 
menyusun kerangka acuan yang lebih rinci. Kerangka acuan tersebut dibuat dalam 
bentuk nota kesepakatan bersama (MoU) antara MA, Kemenkumham, Kejaksaan 
Agung, dan Polri tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak 
Pidana Ringan Dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan 
Keadilan Restoratif (Restorative Justice). 
Inti dari MoU tersebut menyangkut penerapan batasan jumlah denda dalam 
tindak pidana ringan (tipiring) dan tata cara penyelesaian perkara di luar 
pengadilan pada Perma No. 2 Tahun 2012. Hal ini mengimplikasikan kepada 
Penyidik Kepolisian untuk tidak meneruskan perkara tersebut ke persidangan atau 
perkara dianggap masuk klasifikasi tipiring. 
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C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhan Saksi Pidana Terhadap 
Pelaku Tindak Pidana Pengrusakan Barang Pada Putusan Nomor 375/Pid.B/ 
2013/PN.Mks. 
Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim dalam membuat 
keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai, maka 
hakim harus mengambil keputusan yang sesuai. Hal ini sangat perlu untuk 
menciptakan putusan yang proposional dan mendekati rasa keadilan, baik itu dari 
segi pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, maupun masyarakat. Untuk itu 
sebelum menjatuhkan saksi pidana, hakim melakukan tindakan untuk menelaah 
terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan 
melihat bukti-bukti yang ada, yaitu fakta persidangan. Selain itu, dalam mengadili 
suatu perkara pidana, hakim disertai keyakinannya setelah itu mempertimbangkan 
dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkannya 
dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya, Majelis Hakim mengambil kesimpulan 
dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan 
terdakwa. 
Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam me-
mutuskan Perkara Nomor 375/Pid.B/2013/PN.Mks., Penulis membagi kedalam 2 
(dua) bagian, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis. 
1. Pertimbangan Yuridis 
Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang memandang hukum 
sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakupi fakta-fakta hukum yang ter-
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ungkap di persidangan, asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan 
hukum. 
Berikut fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan 
keterangan para saksi yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim : 
a. Keterangan Saksi-Saksi 
1. SAKSI SALASA ALBERT, S.H., memberikan keterangan di bawah sumpah 
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan 
keluarga. 
- Bahwa benar saksi yang melaporkan tentang pengrusakan pondasi 
berdirinya Papan Bicara. 
- Bahwa benar kejadiannya pada tanggal 18 Maret 2012, sekitar jam 10.00 
WITA di Jalan Bontolanra Makassar. 
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengrusakan tersebut karena di telpon 
oleh Hj. Herlina dan mengatakan bahwa tanah itu sedang dipagari orang, 
lalu saksi mengatakan tolong ditegur saja dulu. 
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah bekas tembok papan bicara. 
- Bahwa benar pada saat pembongkaran tembok tersebut saksi tidak 
melihat. 
- Bahwa benar saksi adalah kuasa hukumnya HARIADI WINANTEA baik 
menyangkut perdata maupun pidana. 
- Bahwa saksi tahu dasar pemilikan HARIADI WINANTEA adalah atas 
hak Sertifikat Nomor 102 dengan luas 6.252 m2 yang dibeli dari Ny. 
Andi Fatmawati. 
- Bahwa benar terdakwa sendiri yang mencabut papan bicara itu. 
Terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa ia yang 
melakukan pengrusakan pondasi papan bicara itu. 
 
2. SAKSI HARIADI WINANTEA, memberikan keterangan di bawah sumpah 
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan 
keluarga. 
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Polisi mengenai pengrusakan 
pondasi papan bicara atas nama saksi. 
- Bahwa benar saksi pemilik tanah karena papan bicara dipasang diatas 
tanah saksi berdasarkan SHM Nomor 102 dengan luas 6252 m2 yang 
dibeli dari NY. ANDI FATMAWATI. 
- Bahwa benar papan bicara dipasang oleh orang suruhan dari Salasa 
Albert, supaya publik tahu bahwa tanah itu milik saksi. 
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- Bahwa benar pondasi papan bicara dirusak/dibongkar pada tanggal 18 
Maret 2012 sedangkan pemagaran atas lokasi tanah saksi terjadi pada 
tanggal 22 April 2012 dan atas penyampaian Salasa Albert pelakunya 
adalah terdakwa. 
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan 
Terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa ia yang 
melakukan pengrusakan pondasi papan bicara itu. 
 
3. SAKSI ABDUL RAHMAN DG NOMPO, memberikan keterangan di 
bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2000 tetapi tidak 
mempunyai hubungan keluarga. 
- Bahwa kejadian pengrusakan pondasi papan bicara pada hari Minggu 
tanggal 18 Maret 2012 seitar jam 10.00 WITA bertempat di Jalan Bonto 
Lanra Makassar. 
- Bahwa pada saat dirusak kedengaran dari rumah karena pakai palu-palu 
dan dibuat dari beton, tiang pipa besi. 
- Bahwa podansi papan bicara itu dipukul-pukul sampai jatuh lalu diangkat 
dan dibawah kebelakang. 
- Bahwa saksi mendengar papan bicara dirusak dari jarak 2 meter dan 
berbatasan dengan rumah saksi. 
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan papan bicara itu dipasang. 
- Bahwa papan bicara itu sudah ada memang lalu saksi tinggal disitu. 
- Bahwa benar papan bicara itu masih utuh dan masih ada tulisan Hariyadi. 
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan. 
Terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa ia yang 
melakukan pengrusakan pondasi papan bicara itu. 
 
4. SAKSI NANI DG BAJI, memberikan keterangan di bawah sumpah pada 
pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa. 
- Bahwa benar saksi pernah melihat terdakwa ditempat kejadian di Jl. 
Bonto Lanra. 
- Bahwa benar terdakwa sendiri melakukan pembongkaran pondasi papan 
bicara. 
- Bahwa saksi kelokasi melihat langsung dipukul-pukul pondasi itu dari 
jarak 1 1/2 meter pakai palu-palu dan saksi tidak melihat sampai jatuhnya 
papan bicara itu. 
- Bahwa saksi tahu setelah papan bicara itu jatuh ada yang angkat 
kebelakang. 
- Bahwa benar barang bukti yang diperhatikan di persidangan. 
Terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa ia yang 
melakukan pengrusakan pondasi papan bicara itu. 
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5. SAKSI HJ. HERLINA, memberikan keterangan di bawah sumpah pada 
pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetap tidak ada hubungan keluarga. 
- Bahwa saksi tahu ketika papan bicara itu sudah tidak ada setelah saksi 
pulang dari rumah sakit lalu saksi sampaikan pada Hariyadi. 
- Bahwa benar pondasi papan bicara itu hancur. 
- Bahwa pada waktu saksi kelokasi terdakwa sudah kabur. 
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Pengadilan dalam 
perkara terdakwa yang dulu. 
- Bahwa saksi menempati tanah lokasi itu atas izin kuasa dari Hariyadi 
sedangkan Dg. Nompo penjual bakso tinggal atas izin Hariyadi sendiri. 
Terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa ia yang 
melakukan pengrusakan pondasi papan bicara itu. 
 
6. SAKSI SYAMSUDDIN NYOMBA, memberikan keterangan di bawah 
sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena mempunyai hubungan 
saudara kandung. 
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Polisi/Penyidik. 
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa dilokasi pakai palu-palu sedang 
membongkar pondasi papan bicara itu. 
- Bahwa benar papan bicara itu tidak ada kerusakan dan masih utuh 
tulisannya. 
- Bahwa sebelum papan bicara itu berdiri memang sudah ada pagar seng 
yang dipasang oleh terdakwa berteman karena tanah tersebut adalah 
milik kakek saya yang bernama Alm. NAHONG, namun karena ia sudah 
meninggal maka lokasi tanah tersebut menjadi ahli waris para ahli 
warisnya NAHONG. 
- Bahwa benar pondasi berdiri sekitar biaya atau bahannya berupa semen 
10 kg dan pasir setengah sak saja 
Terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa ia yang 
melakukan pengrusakan pondasi papan bicara itu. 
 
7. SYAHRIL ALIAS INDAH (Saksi Adecharge), memberikan keterangan di 
bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena mempunyai hubungan 
keluarga sepupu. 
- Bahwa saksi tahu permasalahan terdakwa sehingga diperhadapkan di 
sidang arena pengrusakan pondasi papan bicara. 
- Bahwa saksi melihat terdakwa memegang papan bicara milik Hariady 
Wanantea dan keadaan papan bicara itu utuh dan tidak rusak. 
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- Bahwa ukuran pondasi itu 30 x 40 cm, tinggi 40 cm dan lebar 30 cm 
melengket ditembok. 
- Bahwa saksi tidak melihat pondasi papan bicara itu dipukul-pukul oleh 
terdakwa karena tinggi papan bicara itu. 
- Bahwa saksi pernah menegur Dg Nompo (penjual bakso) supaya ia tidak 
menempati lokasi itu, karena saksi adalah ahli waris/anaknya pemilik 
tanah (NAHONG). 
Terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa. 
 
8. ABD. AZIS DG SESE (Saksi adecharge), memberikan keterangan di bawah 
sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga 
jauh dengan terdakwa. 
- Bahwa saksi tahu karena ada surat panggilan mengenai pengrusakan 
papan bicara. 
- Bahwa papan bicara tidak rusak dan kondisi dalam keadaan utuh. 
- Bahwa benar saksi dan Syamsuddin membawa papan bicara itu ke 
Kelurahan, karena Ketua RW tidak mau terima lalu langsung dibawa di 
Kelurahan. 
- Bahwa nama Hariady tidak pernah datang kelokasi. 
- Bahwa benar terdakwa yang membawa papan bicara itu kepada saksi lalu 
diserahkan di Kelurahan. 
Terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa. 
 
9. Ir. SALIM, MT (Saksi Ahli), memberikan keterangan di bawah sumpah 
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan 
keluarga. 
- Bahwa benar saksi adalah dosen Fakultas Tehnik Sipil di bidang 
Pembangunan Sipil UMI Makassar. 
- Bahwa benar saksi pernah ketempat obyek sengketa kerusakan tersebut. 
- Bahwa benar nilai-nilai kerusakan pondasi tersebut dalam rekapitulasi 
sebesar Rp 281.628,55. 
- Bahwa benar hasil analisis saksi mengacu pada standar nasional dengan 
harga pasaran. 
 
b. Keterangan Terdakwa 
Terdakwa ...................., di persidangan telah didengar pula keterangan 
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: 
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pengrusakan pondasi beton 
tempat berdirinya papan bicara milik HARIADI WINANTEA. 
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- Bahwa terdakwa sudah lupa kapan melakukan pengrusakan pondasi 
beton tersebut dan lokasinya di Jalan Bonto Lanra Makassar. 
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan terdahap pondasi beton papan 
bicara seorang diri dan tidak ada yang menyuruh dan membantu 
terdakwa untuk membongkar dan terdakwa membongkar dengan 
menggunakan palu-palu dengan cara terdakwa memukul-mukul pondasi 
beton tersebut berulang kali sampai hancur dan papan bicaranya roboh 
ketanah. 
- Bahwa setelah papan bicara milik HARIADI WINANTEA roboh 
ketanah terdakwa bawa kerumah ketua RK namun DG SEWANG tidak 
mau menerima papan bicara tersebut sehingga kemudian dibawa ke 
kantor Lurah Banta-Bantaeng oleh kakak terdakwa yaitu H. 
SYAMSUDDIN NYOMBA. 
- Bahwa palu-palu yang terdakwa gunakan sudah tidak tahu dimana lagi 
karena sudah hilang. 
- Bahwa terdakwa merusak pondasi beton papan bicara atas nama 
HARIADI WINANTEA karena ditanah tempat berdirinya papan bicara 
tersebut adalah milik kakek terdakwa atas nama Almarhum NAHONG, 
berdasarkan foto copy Rincik atau Surat Pendaftaran Sementara Tanah 
Milik Indonesia Kohir 666 CI, Persil 41 a, SI Luas 0,615 Ha atau 6150 
m2 atas nama NAHONG. 
 
c. Barang Bukti 
Barang bukti yang diajukan didepan persidangan berupa: 
- Bongkaran Pondasi Beton tempat berdirinya Papan bicara; 
- 1 (satu) buah Papan Bicara yang berbunyi “TANAH INI MILIK 
HARIADI WINANTEA.” 
 
Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah disebutkan di atas, kemudian 
Majelis Hakim mempertimbangkan apakah seseorang telah dapat dinyatakan 
terbukti melakukan tindak pidana atau tidak yang didakwakan kepada terdakwa, 
maka keseluruhan dari unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh JPU kepada 
terdakwa haruslah dapat dibuktikan dan terpenuhi seluruhnya. 
Adapun unsur-unsur Pasal 406 ayat (1) KUHPidana yang didakwakan JPU 
kepada terdakwa tindak pidana pengrusakan barang adalah sebagai berikut: 
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1. Unsur Barangsiapa 
2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan, mem-
buat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama 
sekali atau sebagian kepunyaan orang lain. 
Berikut pembuktian unsur-unsur tindak pidananya, yaitu: 
Ad. 1. Unsur Barangsiapa 
Pengertian “barangsiapa” adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan 
perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan berdasarkan fakta 
yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang 
disumpah dan keterangan terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya 
dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), maka terdakwa ini adalah 
Abd. Rachim Dg. Lili dalam perkara tindak pidana pengrusakan barang dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
Berdasarkan dari fakta yuridis yang telah diuraikan di atas, menjadi per-
tanyaan hukum bagi Majelis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan 
perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum di dalam 
dakwaannya. 
Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan, 
membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan 
barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain. 
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Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari 
keterangan saksi-saksi dan didukung pula oleh keterangan terdakwa sendiri yang 
pokoknya menerangkan: 
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 Terdakwa melihat 
bahwa dilahan milik Nahong (Kakek Terdakwa) di Jalan Bonto Lanra, 
Kelurahan Banta-Bantaeng, Kec. Rappocini, Kota Makassar dipasang 
papan bicara yang berbunyi “TANAH INI MILIK HARIADI 
WINANTEA”; 
- Bahwa melihat tanah yang menjadi harta warisnya dipasang papan 
bicara yang berbunyi “TANAH INI MILIK HARIADI WINANTEA”, 
terdakwa tidak dapat menerima, sehingga terdakwa berusaha untuk 
mencabut papan bicara tersebut; 
- Bahwa oleh karena papan bicara tersebut di beton, maka terdakwa 
berusaha membongkar beton tersebut dengan cara memukul-mukul 
pondasi beton dengan palu, hingga papan bicara dapat terlepas dari 
pondasinya; 
- Bahwa setelah papan bicara terlepas dari pondasinya, papan bicara 
tersebut selanjutnya terdakwa bawa ke rumah ketua RK yaitu Daeng 
Sewang. Namun karena Dg. Sewang tidak mau menerima, maka papan 
bicara tersebut selanjutnya dibawa ke Kantor Lurah Banta Bantaeng 
oleh kakak terdakwa yang bernama H. Syamsudin Nyomba; 
- Bahwa dari bukti fisik papan bicara tidak tampak adanya kerusakan 
artinya papan bicara tersebut masih layak untuk digunakan kembali; 
- Bahwa papan bicara tersebut adalah milik saksi Hariadi Winantea 
yang mengaku memiliki tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak 
Milik No. 102 yang dibelinya dari Ny. Andi Fatmawati; 
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik kakek 
terdakwa yang bernama Nahong berdasarkan Rincik Kohir 666 CI, 
Persil 41 a, SI. 
 
Berdasarkan pembuktian unsur-unsur Pasal 406 ayat (1) KUHPidana di atas 
dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis berpendapat 
bahwa apa yang dilakukan terdakwa bukan merusak papan bicara, melainkan 
melepas papan bicara yang ditempatkan di tanah yang diyakini masih menjadi hak 
warisnya, untuk diserahkan kepada ketua lingkungan atau lurah setempat. Hal ini 
terbukti bahwa papan bicara yang dijadikan bukti masih tetap utuh dan masih 
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dapat dipakai, kalaupun pondasinya hancur menurut hemat majelis adalah suatu 
kewajaran karena untuk melepas sesuatu dari pondasi beton tidak dapat dilakukan 
dengan cara lain selain memecah beton tersebut atau memotong tiang papan 
bicara. 
Selain itu, Majelis berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja dan melawan 
hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau 
menghilangkan barang sesuatu” tidak terbukti menurut hukum. Oleh karena unsur 
dari Pasal 406 ayat (1) KUHPidana tidak terbukti, maka terdakwa harus dinyata-
kan tidak terbukti bersalah melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHPidana yang 
didakwakan Penuntut Umum dan harus dibebaskan dari dakwaan tersebut. Ber-
dasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa 
terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan 
pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum dan harus dibebaskan dari 
dakwaan tersebut. 
Selanjutnya, pada tanggal 12 Agustus 2013 Jaksa Penuntut Umum (JPU) 
mengajukan permohonan kasasi atas Putusan Pengadilan Negeri Nomor 375/ 
Pid.B/2013/PN.Mks. yang tertanggal 30 Juli 2013. Memori kasasi dari Pemohon 
Kasasi/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri 
Makassar pada tanggal 21 Agustus 2013, dengan demikian permohonan kasasi 
beserta alasan-alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diajukan dalam 
tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang maka permohonan 
kasasi tersebut formal dan dapat diterima. Dalam mengadili permohonan kasasi 
perkara pidana pengrusakan barang pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 
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375/Pid.B/2013/PN.Mks., Mahkamah Agung berpedoman pada ketentuan aturan 
hukum yang terdapat dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor 
48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan. 
Didasarkan atas alasan-alasan yang diajukan dalam memori kasasi tanggal 
21 Agustus 3013 oleh Penuntut Umum selaku Pemohon Kasasi, maka Mahkamah 
Agung berpendapat: 
Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi Penuntut Umum, Judex 
Facti telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan 
dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu Terdakwa men-
cabut papan bicara milik saksi HARIADI WNANTEA yang dipasang di 
atas tanah yang diakui oleh saksi HARIADI WINANTEA sebagai tanah 
miliknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 102 yang dibeli 
dari Ny. Andi Fatmawati. Sementara Terdakwa mengaku bahwa tanah 
tersebut adalah milik kakeknya yang bernama NAHONG berdasarkan 
rinci kohir 666 CI, persil 41a, SI. 
Bahwa karenanya terhadap perkara a quo masih terdapat sengketa 
kepemlikan hak atas tanah in casu dimana papan bicara tersebut berdiri, 
sehingga perkara a quo harus ditetapkan terlebih dahulu status ke-
pemilikan tanahnya. 
Bahwa oleh karenanya pula perbuatan Terdakwa mencabut papan 
bicara in casu sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terbukti 
dilakukan terdakwa, namun perbuatan Terdawa tersebut dinilai bukan 
merupakan tindak pidana, karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan 
dengan pengertian bahwa tanah tempat berdirinya papan bicara adalah 
tanah milik kakeknya, sehingga cukup beralasan terhadap Terdakwa untuk 
dilepaskan dari segala tuntutan hukum. 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat 
cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon 
Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar Nomor 375/ 
Pid.B/2013/PN.Mks., tanggal 30 Juli 2013, untuk kemudian Mahkamah 
Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana 
yang akan disebutkan di bawah ini. 
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Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon 
Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dilepaskan dari segala 
tuntutan hukum, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan 
kepada Negara. 
 
Upaya pembuktian dari unsur-unsur tindak pidana yang telah disampaikan 
di depan persidangan baik pada Peradilan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri 
Makassar melalui putusan Nomor 375/Pid.B/2013/PN.Mks. maupun pada Peradil-
an Tingkat Kasasi/Akhir di Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 1426 K/ 
PID/2013, maka Majelis Hakim pada masing-masing tingkat peradilan tersebut 
harus mempertimbangkan alasan-alasan pengecualian, pengurangan atau pe-
nambahan pidana. 
Dalam menentukan mengenai peringanan dan pemberatan pidana, maka 
hakim turut mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain apakah ada kesuka-
relaan terdakwa menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib setelah melakukan 
tindak pidana; apakah ada kesukarelaan terdakwa memberi ganti kerugian atau 
memperbaiki kerusakan yang timbul; apakah ada kegoncangan jiwa yang hebat; 
apakah si pelaku adalah wanita hamil; apakah kekurangmampuan bertanggung-
jawab; apakah si pelaku adalah pegawai negeri yang melanggar kewajiban  
jabatannya/menyalahgunakan kekuasaannya; apakah ia menyalahgunakan 
keahlian/profesinya; apakah merupakan pengulangan tindak pidana.125 
Kewenangan hakim untuk memberi maaf (rechterlijk pardon) dengan tidak 
menjatuhkan sanksi pidana/tindakan apa pun, diimbangi pula dengan adanya asas 
                                                          
125 www.bphn.go.id., Ibid., hlm. 38. 
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culpa in causa (atau asas actio libera in causa) yang memberi kewenangan 
kepada hakim untuk tetap mempertanggungjawaban si pelaku tindak pidana 
walaupun ada alasan penghapusan pidana, jika si pelaku patut dipersalahkan 
(dicela) atas terjadinya keadaan yang menjadi alasan penghapusan pidana ter-
sebut. Jadi kewenangan hakim untuk memaafkan (tidak mempidana) diimbangi 
dengan kewenangan untuk tetap mempidana sekalipun ada alasan penghapusan 
pidana. 
Hal ini didasarkan atas ketentuan aturan hukum pada Pasal 25 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menjelaskan bahwa hakim tidak dilarang 
menggunakan hukum yang tidak tertulis sebagai alasan dan dasar putusannya. 
Sebagai contoh, dasar-dasar pembenar (rechtvardging gronden) dalam menentu-
kan pertanggungjawaban pidana yang sudah diterima dalam praktek dewasa ini 
dikembangkan melalui hukum tidak tertulis oleh hakim di pengadilan dengan 
ketentuan “tidak melawan hukum secara materiil” (materiele wederrechtelijkheid) 
disebut juga sebagai dasar pembenar di luar undang-undang. Ketentuan aturan 
sistem hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHPidana berpedoman 
kepada Pasal 103 KUHPidana yang memuat ketentuan: 
Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku 
bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan 
lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang 
ditentukan lain. 
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2. Pertimbangan Sosiologis 
Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan hakim yang menggunakan 
pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial eonomi, dan nilai-
nilai kemanusiaan yang berkembang dimasyarakat dalam menjatuhkan putusan-
nya. Dalam pedoman pemidanaan, hakim diwajibkan mempertimbangkan be-
berapa faktor, antara lain: (1) motif, sikap batin dan kesalahan si pembuat; (2) cara 
si pembuat melakukan tindak pidana; (3) riwayat hidup dan keadaan sosial 
ekonominya serta bagaimana pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat 
tindak pidana; (4) pengaruh tindak pidana terhadap korban maupun keluarga 
korban; (5) pemaafan dari korban dan/atau keluarganya, dan/atau pandangan 
masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.126 
Selanjutnya, guna memberikan keadilan bagi “rakyat pencari keadilan” 
maka melalui ketentuan aturan hukum dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang 
No. 4 Tahun 2004 jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman telah diuraikan tugas dan kewajiban hakim dalam 
sistem perkembangan sumber hukum pidana yang disebutkan bahwa hakim dan 
hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum 
dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya, dalam memutus suatu 
perkara hakim tidak boleh hanya mempertimbangkan aspek yuridisnya saja, tetapi 
hakim juga harus mempertimbangkan aspek sosiologisnya. 
Sebelum menjatuhkan hukuman pemidanaan kepada terdakwa, maka hakim 
harus juga berorientasi pada faktor “orang” (pelaku tindak pidana). Melalui 
                                                          
126 www.bphn.go.id., Op.cit., hlm 37-38. 
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ketentuan asas hukum ‘tiada pidana tanpa kesalahan’ (geen straf zonder schuld 
beginsel) yang menegaskan bahwa tidak seorang pun yang melakukan tindak 
pidana akan dipidana tanpa kesalahan, sehingga dalam pertanggungjawaban 
pidana ditentukan berdasar pada kesalahan pembuat (liability based on fault), dan 
bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Dengan 
demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban 
pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.127 
Selain itu, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang 
memberatkan dan meringankan terdakwa sebagaimana yang tertera pada surat 
putusan baik pada Peradilan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Makassar 
Nomor 375/Pid.B/2013/PN.Mks maupun pada Peradilan Tingkat Kasasi/Akhir di 
Mahkamah Agung Nomor 1426 K/PID/2013, yaitu sebagai berikut: 
a. Hal-hal yang memberatkan 
- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat; 
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban; 
- Perbuatan terdakwa mencabut papan bicara in casu telah terbukti. 
b. Hal-hal yang meringankan 
- Terdakwa mengakui perbutannya yang telah melakukan tindakan 
pengrusakan pondasi papan bicara milik saksi korban; 
- Terdakwa telah menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi 
perbuatan tersebut; 
                                                          
127Chairul Huda, 2011, Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada 
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan 
Tindak  Pidana dan Pertangganggungjawaban Pidana, Jakarta: Kencana, Ed. 1, Cet. 4, hlm. 4. 
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- Terdakwa hanya berusaha melepas papan bicara dari pondasinya bukan 
merusak papan bicara yang dijadikan bukti dipersidangan dan barang 
bukti berupa papan bicara masih tetap utuh dan masih dapat dipakai; 
- Terdakwa merasa masih memiliki hak atas tanah tempat berdirinya papan 
bicara sebagai tanah milik kakeknya berdasarkan rincik kohir 666 CI, 
persil 41a, SI; 
- Terdakwa sopan dalam persidangan. 
Dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan dihubungkan 
dengan sifat perbuatan terdakwa, serta keadaan-keadaan ketika dilakukan dan 
memperhatikan sistem pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan 
dijatuhkan terhadap terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan terdakwa. 
Selanjutnya, Majelis Hakim pada masing-masing peradilan tingkat pidana, 
yaitu Pengadilan Negeri Makassar dan Mahkamah Agung dengan memper-
timbangkan hal-hal yang merupakan unsur pemberat dan peringanan tindak 
pidana yang telah dijelaskan diatas untuk kemudian menjatuhkan sanksi pidana 
kepada terdakwa Abd. Rachim Dg. Lili dengan melepaskan terdakwa dari segala 
tuntutan hukum dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan 
dan harkat serta martabatnya. 
 
3. Analisis Penulis 
Putusan hakim merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang 
diberi kewenangan berupa putusan penjatuhan pidana jika perbuatan pelaku 
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tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Dalam upaya mem-
buat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, tentunya hakim mempunyai per-
timbangan-pertimbangan yang terdiri dari Pertimbangan Yuridis, antara lain: (a) 
surat dakwaan JPU; (b) Tuntutan Penuntut Umum; (c) keterangan saksi; (d) 
keterangan terdakwa; dan (e) barang bukti. Selain itu, terdapat pula Pertimbangan 
Sosiologis, meliputi latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan ter-
dakwa, dan kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana. Selanjut-
nya, hakim akan mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana ter-
hadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Dalam hal ini, Majelis 
Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan dengan menilai bahwa 
perbuatan pidana terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang telah 
dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya 
terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa dalam melakukan per-
buatannya berada pada posisi yang sehat dan cakap untuk mempertanggung-
jawabkan perbuatan pidananya. 
Putusan Majelis Hakim pada peradilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri 
Makassar menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan 
meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didawakan kepada-
nya. Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang hakim karir tindak pidana 
umum di Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 Februari 2017 atas nama hakim 
Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H., yang menjelasan bahwa: 
Pada putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar ini tidak menerapkan 
ketentuan Perma No. 2 tahun 2012 dikarenakan menurut surat dakwaan 
JPU hanya menyatakan adanya tindakan pembongkaran pada papan bicara 
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yang menjadi unsur pidana materilnya dimana kondisi papan bicara yang 
menjadi objek sengketa pidana masih dalam keadaan utuh dan dapat di-
manfaatkan kembali. Selain itu, pada surat dakwaan tidak menyertakan 
adanya tindakan pidana pengrusakan barang atas pondasi tempat berdiri-
nya papan bicara yang menjadi objek pokok kerugian dari korban tindak 
pidana ini. Apabila unsur pidana materil pada surat dakwaan turut menyer-
takan pembongkaran papan bicara beserta pondasinya secara keseluruhan 
kemungkinan hakim akan mempertimbangkan Perma No. 2 tahun 2012, 
karena setelah diterbitkannya perma ini oleh MA maka akan berlaku 
secara nasional pada Lembaga Kehakiman untuk dijadikan pertimbangan 
hakim dalam penjatuhan sanksi pidana pada kasus tipiring. 
 
Walaupun surat dakwaan disusun sedemikian rupa dalam arti cermat, jelas 
dan lengkap, tetapi apabila fakta-fakta yang didakwakan tidak didukung oleh 
fakta-fakta hasil penyidikan, akan mengakibatkan surat dakwaan batal demi 
hukum, atau dapat menyebabkan timbulnya putusan pengadilan yang membebas-
kan terdakwa dari segala dakwaan (vrijspraak) maupun pelepasan terdakwa dari 
segala tuntutan hukum (Ontslag van alle rechts vervolging).128 
Terhadap putusan perkara Nomor 375/Pid.B/2013/PN.Mks., JPU men-
dakwakan tindakan pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah tindak pidana 
pengrusakan barang sebagaimana yang terdapat dalam aturan hukum pada Pasal 
406 KUHPidana. Akan tetapi, bila dicermati dalam Surat Dakwaan yang diajukan 
oleh Jaksa Penuntut Umum dan disesuikan dengan pernyataan hakim Kadarisman 
Al Riskandar diatas, maka Penulis dapat menganalisis bahwa dalam surat 
dakwaan yang dibuat oleh JPU pada perkara pidana ini tidak membuat uraian 
yang jelas perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan. 
                                                          
128 Alvinur Rahmi Nurhafifah, Analisis Putusan No. 55/Pid.B/2015/PN-BNA tentang Tindak 
Pidana Pencurian dengan Pemberatan, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 18; No. 2 (Agustus 
2016); pp. 189-207, hlm. 192. 
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Oleh karena itu, terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar, hakim 
menyatakan bahwa bongkaran pondasi beton tempat berdirinya papan bicara 
dirampas untuk dimusnahkan dan pertimbangan hakim pada perkara pidana ini 
tidak secara rinci menjelaskan tentang adanya tindak pidana pembongkaran atas 
pondasi tempat berdirinya papan bicara yang menimbulkan kerugian secara materi 
oleh pihak korban tindak pidana ini. 
Lebih lanjut, Penulis menganalisis pernyataan hakim Kadarisman Al 
Riskandar terhadap sikap hakim dalam perkara ini terkait dengan tindak pidana 
ringan, yakni pada klausula “keyakinan hakim” dalam menentukan kesalahan 
seseorang terdakwa ketika memeriksa perkara pidana tipiring menurut ketentuan 
PERMA RI No. 2 Tahun 2012 dengan turut menyertakan nominal nilai pada 
objek perkara pidana, maka hakim harus bersifat beyond reasonably doubt yang 
sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2004 yang 
kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 48 tahun 2009. Sikap hakim 
dalam pengambilan keputusan pada perkara pidana wajib menggali, mengikuti, 
dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat 
(livng law).129 Persyaratan atau justifikasi pemidanaan oleh hakim tidak hanya 
didasarkan pada adanya tindak pidana (asas legalitas) dan kesalahan (asas 
culpabilitas), tetapi juga pada tujuan pemidanaan.130 Dalam pedoman pemidanaan 
kasus tipiring telah Penulis jelaskan sebelumnya diatas dengan kewajiban hakim 
pada persidangan kasus tipiring, yaitu mempertimbangkan faktor keadaan pribadi 
si pembuat dan pertimbangan kemanusiaan. 
                                                          
129 Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
130 www.bphn.go.id., Op.cit., hlm. 34. 
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Mempertimbangan ketentuan aturan hukum pada Pasal 244 UU No. 8 
Tahun 1981 menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan 
pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, 
Terdakwa, atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada 
Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Selanjutnya, melalui Putusan 
Nomor 1426/K/PID/2013, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi 
Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 
375/Pid.B/2013/PN.Mks., tanggal 30 Juli 2013. 
Pertimbangan atas sikap Majelis Hakim pada peradilan tingkat kasasi ini 
didasarkan atas putusan pada perkara ini bukan merupakan bebas murni se-
bagaimana yang diatur dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP. Hal ini dikarenakan 
pada putusan Pengadilan Negeri hanya menitik-beratkan pertimbangannya pada 
keterangan Terdakwa dan tidak mempertimbangkan keterangan para saksi dan 
barang bukti yang diajukan kepersidangan.  
Dengan dikeluarkannya putusan kasasi oleh Mahkamah Agung ini, hakim 
Kadarisman Al Riskandar berpendapat bahwa: 
Mahkamah Agung melihat bahwa pengadilan negeri tidak memper-
timbangkan alat bukti yang menjadi acuan terpenuhinya unsur-unsur 
tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Namun disisi lain, MA 
memperkuat putusan PN Makassar dalam hal penjatuhan hukuman pidana 
terhadap diri terdakwa dengan adanya pertimbangan bahwa masih terdapat 
sengketa kepemilikan hak atas tanah antara korban dan terdakwa yang 
belum pasti. 
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Pada putusan kasasi ini, hakim mempertimbangkan bahwa dalam menafsirkan 
ketentuan aturan hukum pada Pasal 406 KUHPidana haruslah mencerminkan rasa 
keadilan yang mengakui eksistensi hak-hak individu (dalam hal ini Pelapor yang 
mempunyai hak atas tanah) yang didukung oleh masyarakat dan sangat jelas 
bahwa terdakwa secara yuridis telah merusak pondasi papan bicara di atas tanah 
milik saksi Pelapor. 
Adapun pertimbangan lain yang digunakan sebagai hal-hal yang 
meringankan terdakwa oleh Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara ini 
bahwa terhadap perkara pengrusakan barang ini masih terdapat sengketa 
kepemilikan hak atas tanah dimana papan bicara tersebut berdiri sehingga perkara 
ini harus ditetapkan terlebih dahulu status kepemlikan tanahnya. Meskipun per-
buatan terdakwa mencabut papan bicara milik saksi korban berdasarkan keterang-
an saksi-saksi yang sah telah dianggap sebagai perbuatan melawan hukum oleh 
Penuntut Umum, namun karena perbuatan terdakwa dilakukan dengan pengertian 
bahwa tanah tempat berdrinya papan bicara adalah tanah milik kakeknya sehingga 
cukup beralasan terhadap terdakwa untuk dilepaskan dari segala tuntutan. Dasar-
dasar pembenar (rechtvardiging gronden) dalam menentukan pertanggungjawab-
an pidana merupakan upaya pengembangan hukum tidak tertulis hakim di peng-
adilan. 
Berdasarkan uraian diatas, Penulis berpendapat bahwa dalam perkara ini 
pada dasarnya yang dipermasalahan oleh Penuntut Umum ditingkat kasasi adalah 
mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan judex facti. Sudah menjadi 
ketentuan aturan hukum yang pasti di Mahkamah Agung bahwa mengenai berat 
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ringannya hukuman merupakan kewenangan judex facti. Dalam beberapa putusan 
kasus Mahkamah Agung memang menyimpangi ketentuan yang terdapat dalam 
Peraturan Perundang-undangan, namun pengecualian tersebut biasanya terjadi 
hanya untuk perkara-perkara dimana hukuman yang dijatuhi oleh judex facti  
sangat kontras dengan perbuatan atau akibat hukuman yang dilakukan oleh ter-
dakwa. Sementara itu dalam perkara ini selain nilai objek perkara yang se-
demikian kecil, yaitu Rp 281.628,55 serta masih adanya sengketa atas 
kepemilikan hak atas tanah dalam perkara tersebut, maka menurut Penulis 
permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum sangatlah berlebihan dan 
tidak mengandung kepentingan hukum yang cukup. 
Pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak serta merta 
menghapuskan proses pidana terhadap diri terdakwa guna mempertanggung-
jawabkan perbuatannya secara hukum meskipun perbuatan tersebut termasuk 
dalam tindak pidana ringan dan adanya itikad baik yang dilakukan oleh terdakwa 
terhadap diri korban dengan memberikan ganti rugi. Sikap hakim pada kasus ini 
melihat adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan 
sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka keputusan Majelis Hakim 
melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum telah sesuai dengan rasa keadlan 
yang berlaku di masyarakat.  
Untuk dapat dipidananya si pelaku tindak pidana harus diisyaratkan bahwa 
tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan 
dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan 
bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan 
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perbuatannya disertai dengan adanya pertimbangan alasan pembenar/pemaaf atau 
peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. 
Setelah menguraikan dan menganalisa atas pertimbangan-pertimbangan 
ataupun penilaian-penilaian hakim di masing-masing tingkat peradilan pidana 
dalam memutuskan perkara ini sudah objektif yang didasarkan atas fakta-fakta 
yang terungkap dipersidangan. Dan hakim pun telah melaksanakan amanat Pasal 
5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 dan Pasal 4 UU No. 4 tahun 2004. Dengan 
demikian dan berdasarkan hal-hal diatas, maka prosedur persidangan dan 
pertimbangan hakim di masing-masing tingkat peradilan pidana dalam menjatuh-
kan putusan dalam perkara Nomor 375/Pid.B/2013/PN.Mks serta putusan dalam 
perkara Nomor 1426 K/PID/2013 sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang 
yang berlaku. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, 
maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penerapan hukum pidana materiil oleh Majelis Hakim pada Pengadilan 
Negeri Makassar dalam Putusan Nomor 375/Pid.B/ 2013/PN.Mks. yang 
menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan 
meyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam Pasal 406 KUHPidana dan 
membebaskan terdakwa dari segala tuntutan yang didakwakan kepadanya. 
Hal ini telah sesuai dan telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap 
dipersidangan melalui alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, 
barang bukti, dan keterangan terdakwa dengan mencocokkan rumusan delik 
antara perbuatan dan unsur pokok pelanggaran pidana ringan. Penerapan 
perma tipiring pada putusan perkara ini belum diberlakukan secara efektif dan 
aturan hukum ini mulai berlaku efektif pada institusi hukum setelah 
diberlakukannya nota kesepahaman (MoU) dalam forum seketariatan 
Mahkumjapol. 
2. Pada perkara ini, sikap dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
pada masing-masing tingkat peradilan acara pidana telah bersifat objektif 
yang didasarkan atas aturan hukum yang berlaku, melalui keterangan saksi, 
keterangan terdakwa dan barang bukti serta adanya pertimbangan yuridis 
yang meringankan terdakwa dengan memperhatikan peraturan perundangan-
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undangan yang berlaku dan diperkuat dengan keyakinan hakim dalam 
memutuskan perkara pidana di persidangan. Selain itu, Majelis Hakim 
menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang didasarkan pada 
fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga dapat menghapuskan sifat 
melawan hukum pada perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi 
pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan yang 
berlaku dalam masyarakat.  
 
B. Saran 
1. Majelis hakim sebelum memutuskan suatu perkara pidana, hendaknya selalu 
melaksanakan ketentuan aturan hukum pada UU No. 4 tahun 2004 jo. UU No. 
48 tahun 2009 dikarenakan Lembaga Kehakiman bukan saja penegak hukum 
tetapi juga penegak keadilan. Selain itu, aparat penegak hukum dalam 
penyelesaian perkara tindak pidana ringan turut mempertimbangkan aturan 
hukum diluar ketentuan aturan KUHPidana dengan memberlakukan secara 
efektif ketentuan PERMA RI No. 2 Tahun 2012 pada setiap perkara tipiring.  
2. Dalam menyusun surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum harus teliti dan 
cermat mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk men-
jatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang 
dihadapkan di muka persidangan. Selain itu, dalam menjatuhkan sanksi 
terhadap terdakwa dalam suatu perkara pidana hendaknya memperhatikan 
secara cermat aspek psikologis yang akan timbul serta tujuan dari pemidana-
an terhadap terdakwa khususnya pada kasus tindak pidana ringan. 
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